
PEMBANGUNAN INDONESIA
BERWAWASAN LINGKUNGAN

DI ERA GLOBALISASI

PEMBANGUNAN INDONESIA
BERWAWASAN LINGKUNGAN

DI ERA GLOBALISASI
TELAAH MULTI DISIPLIN

Tamrin
Rosmayati

Pujiati 
Dharma Lindarto

Arlina Nurbaity Lubis

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara
PEMBANGUNAN INDONESIAPEMBANGUNAN INDONESIA
BERWAWASAN LINGKUNGANBERWAWASAN LINGKUNGAN
DI ERA GLOBALISASIDI ERA GLOBALISASI

TELAAH MULTI DISIPLIN

Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara

Pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana bagi 
penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana 
dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Terlaksananya pembangunan 
berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 
merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Pembangunan yang 
berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Pertimbangan lain yang mendorong dipadukannya lingkungan dan pembangunan adalah 
keprihatinan terhadap kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan secara 
berkelanjutan. Apabila pembangunan dibiarkan terus dengan cara merusak lingkungan, maka 
kelangsungan pembangunan itu akan terancam, sehingga kemungkinan meningkatkan 
kesejahteraan generasi masa depan juga terancam dan terganggu. Oleh karena itu, kemampuan 
sumberdaya alam dan lingkungan dalam menopang proses masa depan perlu dilestarikan. Hal ini 
merupakan kesimpulan penting untuk melahirkan konsep “pembangunan berwawasan 
lingkungan berkelanjutan”. 

Konsep pembangunan berwawasan lingkungan berkelanjutan atau sustainable development 
adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) yang berprinsip 
"memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa 
depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk 
mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan 
tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. “Lingkungan” adalah 
tempat kita semua hidup, sedangkan “pembangunan” adalah apa yang perlu kita semua lakukan 
dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia.

Laporan yang dirilis  oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) PBB 
menemukan bahwa dunia kemungkinan akan melampaui target iklim paling ambisiusnya – 
membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celsius (2,7 derajat Fahrenheit) di atas suhu pra-
industri – pada awal tahun 2030-an. Dunia berada di ambang bencana pemanasan, menurut 
laporan perubahan iklim PBB. Di luar ambang batas tersebut, para ilmuwan menemukan bahwa 
bencana iklim akan menjadi sangat ekstrem sehingga manusia tidak akan mampu beradaptasi. 
Komponen dasar sistem bumi akan diubah secara mendasar dan tidak dapat ditarik kembali. 
Gelombang panas, kelaparan, dan penyakit menular dapat merenggut jutaan nyawa pada akhir 
abad ini. Dunia kemungkinan akan melewati ambang batas suhu yang berbahaya dalam 10 tahun 
ke depan, mendorong planet ini melewati titik pemanasan yang sangat dahsyat – kecuali negara-
negara secara drastis mengubah perekonomian mereka dan segera beralih dari bahan bakar fosil, 
menurut salah satu laporan paling definitif yang pernah diterbitkan. tentang perubahan iklim. 

Buku ini sangat berharga dalam telaah multi disiplin pembangunan Indonesia yang berwawasan 
lingkungan semoga pikiran cerdas terlahir sebagai pokok pikiran DGB USU sebagai pejuang 
lingkungan dalam pembangunan Indonesia di masa depan. Aamiin.
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KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamualaikum Wr.Wb. Alhamdulilah,  
 

Senantiasa bersyukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Esa, karena atas ridho dan taufik-Nya, Dewan Guru Besar 
Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023 ini telah berhasil menerbitkan 
buku yang berisi tentang pemikiran para Guru Besar USU yang berjudul 
“Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan Di Era Globalisasi: 
Telaah Multi Disiplin.”. 
 Buku ini yang merupakan sebuah jendela dunia ilmu yang cemerlang 
dalam mengkaji  pembangunan Indonesia yang berwawasan lingkungan di 
tengah dinamika era globalisasi revolusi industri 4.0 ataupun 5.0.  Buku ini 
adalah hasil kolaborasi para Guru Besar Universitas Sumatera Utara sebagai 
akademisi, peneliti, dan praktisi multi-disiplin yang memiliki tekad untuk 
memberikan kontribusi positif dalam menjaga harmoni antara pembangunan 
dan kelestarian lingkungan di Indonesia. 
 Kumpulan pemikiran Guru Besar USU  ini adalah sebuah upaya untuk 
mendalami berbagai aspek pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang 
merangkum gagasan  dan penelitian yang menyeluruh, mulai dari dampak 
perubahan iklim hingga kebijakan lingkungan, dari tantangan urbanisasi 
hingga inovasi teknologi hijau. Buku ini merupakan  gabungan ataupun 
perpaduan pengetahuan dan pengalaman yang menyoroti  pentingnya 
menjaga harmoni antara pembangunan dan lingkungan alam. Semoga buku 
ini akan menjadi sumber inspirasi, panduan, dan sumber pengetahuan bagi 
mereka yang tertarik dalam pembangunan berkelanjutan, pelestarian 
lingkungan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. 
 Dalam abad ke-21, Indonesia telah bertransformasi menjadi salah satu 
kekutan ekonomi terbesar di dunia dan menjadi pemain penting dalam kancah 
global. Namun, kemajuan ekonomi yang pesat  juga membawa tantangan 
besar terhadap lingkungan baik pada  perubahan iklim, degradasi lahan, 
kerusakan ekosistem, dan tantangan lingkungan lainnya mengharuskan 
masyarakat dan pemerintah Indonesia  untuk menjalankan pembangunan 
dengan cerdas, berwawasan lingkungan  dan berkelanjutan. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini, baik  kepada Bapak Rektor 
USU, PLT Ketua DGB USU dan para penulis DGB USU, maupun semua 
pihak yang terlibat. Akhir kata, marilah kita bersama-sama meneruskan 
perjuangan dengan menjadi pejuang pembangunan berwawasan 
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lingkungan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi milineal 

anak cucu kita  dalam memajukan pembangunan negara Indonesia yang kita 
cintai ini. Semoga buku ini memberikan wawasan dan ide-ide segar dalam 
membangun Indonesia yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
 
Prof. Pujiati M.Soc.Sc Ph.D  
Sekretaris Komisi IV Dewan Guru Besar USU 
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SAMBUTAN REKTOR  

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
 

 
Assalamualaikum Wr Wb,  
  

Buku ini ditulis oleh guru besar sebagai bentuk pemikiran yang 
disumbangkan dengan judul Pembangunan Indonesia Berwawasan 
Lingkungan di Era Globalisasi: Telaah Multi Disiplin. Patut, saya sampaikan 
syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih kepada 
para penulis yang telah memberikan inisiatif dan inspirasi bagi para pembaca 
buku ini. Perubahan iklim yang menjadi perhatian serius bagi setiap negara, 
yang sedang terjadi, memberi peringatan bagi kita semua bahwa 
kesimbangan menjadi sangat penting. Inovasi yang dihasilkan dari peneliti 
dan industri memberikan dua sisi berbeda yaitu memudahkan kehidupan 
sekaligus potensi kesulitan yang akan terjadi. Hilirisasi inovasi memerlukan 
keberlanjutan termasuk di dalamnya menjadikan manusia sebagai bagian 
penting dalam proses produksi.  

Persoektif dalam Ilmu ekonomi mengajarkan tentang Backward 
Participation (BP) dan Forward Participation (FP). BP adalah persentasi nilai 
negara asing dalam ekspor suatu negara, sementara FP persentasi 
pertambahan nilai domestik yang terkandung dari ekspor barang setengah 
jadi atau mentah yang akan diekspor kembali oleh negara ketiga. Jika nilai BP 
kecil dan FP besar maka negara cenderung berada di sisi hulu dan cenderung 
berada di hilir ketika BP besar dan FP kecil. Setiap negara berusaha memiliki 
nilai BP besar dan FP kecil karena menjaga keseimbangan sumber daya yang 
dimilikinya dan memiliki tambahan nilai yang lebih baik. Namun, konektivitas 
antara negara dalam arus perdagangan tidak lagi dapat dihindari dan yang 
diperlukan adalah menjaga keseimbangan dari proses dagang dan 
interkonektivitas itu. Sehingga, sustainable development di Indonesia sangat 

diperlukan untuk menjaga keseimbangan itu.  
Tulisan dalam buku ini memberikan berbagai pandangan dari 

multidisiplin keilmuan yang diperlukan agar keseimbangan pengelolaan 
pembangunan di Indonesia dapat terus dijaga. Jika pembangunan 
dikelompokkan menjadi dua bagian penting yaitu infrastruktur dan manusia, 
maka keduanya sangat sulit untuk diputuskan mana yang lebih duluan 
dilaksanakan. Tetapi, melalui perencanaan dan koordinasi yang terukur, akan 
terlihat isu penting untuk menetapkan varian infrastruktur atau manusia yang 
lebih didulukan. Keduanya harus dilakukan bersamaan dalam kurun waktu 
yang berbeda, karena sulit dilaksanakan bersama disebabkan keterbatasan 
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yang dimiliki. Selamat kepada Dewan Guru Besar yang telah menuliskan 
pemikiran guru besar Universitas Sumatera Utara tahun 2023. Semoga Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita 
menjalankan amanah.  
 
Sekian dan terima kasih. 
Wassalamualaikum Wr Wb.   

 
 

Medan,                  September 2023 
 
 
 

 
Rektor Universitas Sumatera Utara 
Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si. 
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SAMBUTAN Plt. KETUA DEWAN GURU BESAR  

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

 

 

Assalamualaikum Wr Wb,  

 

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya, Dewan Guru Besar Universitas 

Sumatera Utara pada tahun 2023 ini telah berhasil menerbitkan buku yang 

berisi tentang pemikiran para Guru Besar USU yang berjudul “Pembangunan 

Indonesia Berwawasan Lingkungan Di Era Globalisasi: Telaah Multi 

Disiplin.” 

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. 

manusia. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam 

dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. 

Perlu perencanaan yang sangat matang dan terpadu dengan memperhatikan 

segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi dalam 

melaksanakan pembangunan tersebut.  

Keberhasilan pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan sangat 

tergantung pada peran serta (partisipasi) masyarakat dan pemerintah.  

Pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kondisi 

lingkungan yang ada, dari sisi fisik (tanah, air, udara), biotik (flora, fauna), dan 

kultur (budaya, interaksi antarmanusia). Kondisi kualitas lingkungan akan 

cenderung terus menurun jika tidak diimbangi dengan konsep perencanaan 

pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan fungsi 

lingkungan yang ada. Bahayanya pembangunan jika tidak menggunakan 

pendekatan berwawasan lingkungan; sebagai contoh adalah bencana banjir 

yang sering melanda kota-kota besar saat ini, merupakan dampak dari 

pembangunan yang kurang terkontrol dan tidak memperhatikan konsep 

pembangunan yang berkelanjutan. 

Buku ini merupakan salah satu wadah bagi para guru besar USU untuk 

menyumbangkan pemikirannya dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan dalam   memberikan dana dalam penerbitan buku ini. Terima 

kasih juga disampaikan kepada para guru besar USU yang telah 

berpartisipasi dalam menulis pokok-pokok pikiran yang berharga dalam  buku 
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ini. Akhirnya saya ucapkan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. 

 

Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.   

 

 

Medan,       September 2023 

Plt Ketua DGB USU 

 

 

 
 

 
 

Prof. Dr. Tamrin, MSc. 
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PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS 
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)  

DI PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

Abdul Rauf 
Fakultas Pertanian 

 

 
1. Latar Belakang 
 

Wilayah Provinsi Sumatera Utara terbagi habis ke dalam 226 Daerah 
Aliran Sungai (DAS), dengan 183 DAS diantaranya berada pada Satuan 
Wilayah Pengelolaan (SWP) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung 
(BPDASHL) Asahan Barumun, dan 46 DAS lainnya berada pada SWP 
BPDASHL Wampu Sei Ular. DAS-DAS pada SWP BPDASHL Asahan 
Barumun mencakup 23 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota yaitu: 
Simalungun, Karo, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, 
Tapanuli Selatan, Toba, Samosir, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, 
Labuhanbatu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing 
Natal, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Kota Tanjung Balai, 
Sibolga, Gunung Sitoli, dan Padangsidempuan. Sedangkan DAS-DAS pada 
SWP BPDASHL Wampu Sei Ular mencakup 11 Wilayah Administrasi 
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, yaitu: Langkat, Binjai, Medan, Deli 
Serdang, Karo, Simalungun, Pematangsiantar, Serdang Bedagai, Batubara, 
Dairi, dan Pakpak Bharat. Salah satu DAS pada SWP BPDASHL Wampu Sei 
Ular, yaitu DAS Singikl, selain beberapa wilayah administrasi yang tercakup 
didalamnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu: 
Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, juga mencakupi 5 wilayah administrasi di 
Provinsi Aceh, yaitu: Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh 
Selatan, dan Gayo Luwes. 

Seperti diketahui, DAS yang defenisikan sebagai suatu wilayah  
daratan  yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-
anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air 
yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di 
darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 
pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan, maka keberlanjutan 
pembangunannya harus berbasisi Pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS itu 
sendiri merpakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik 
antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 
aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta 
meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara 
berkelanjutan [UU No. 37/2014; PP No. 37/2012 Psl. 1 (1-2)]. 

Oleh sebab itu, bagi Indonesia, terutama Sumatera Utara yang seluruh 
wilayahnya berada pada daerah tropis basah dengan curah hujan antara 1800 
mm/tahun hingga lebih dari 4500 mm/tahun (Prasetyo, Irwandi, dan Pusparini, 
2018) dalam pembangunan berkelanjutan di segala bidangnya mutlak harus 



2 | Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … 

berbasis pengelolaan DAS, karena empat kendali proses 
pembangunan/pengembangan sumberdaya alam yaitu proses penambahan, 
pengurangan, pemindahan dan proses perubahan, semuanya 
dipengaruhi/dikendalikan oleh air. 
 
2. Masalah 
 
Pembangunan berkelanjutan berbasis pengelolaan DAS yang harus 
menempatkan wilayah DAS sebagai fungsi dari suatu wilayah, belum 
sepenuhnya (untuk tidak dikatakan belum sama sekali) berjalan/diberlakukan 
di Indonesia. Sebagaimana diuraikan di atas, karena Indonesia, khsusnya 
Sumatera Utara berada di daerah tropis basah, yang air sebagai faktor 
pengendali proses (penambahan, pengurangan, pemindahan, perubahan), 
maka seharusnya pembangunan bersifat menyeluruh (holistic) dengan 
mempertimbangkan hubungan dampak biofisik dan intensitas aktifitas sosial, 
ekonomi dan budaya masyarakat antara daerah hulu, tengah dan hilir. 
Pembangunan dengan tanpa mempertimbangkan pendekatan DAS sebagai 
suatu wilayah perencanaan selama ini yang menjadi penyebab terjadingan 
degradasi hutan dan lahan; terjadinya longsor, erosi, sedimentasi di sungai, 
saluran, waduk, danau, muara, hingga ke laut dalam; pencemaran air dan 
tanah. Kondisi ini diperparah oleh masih lemahnya keterpaduan dan 
koordinasi antar sektor dan antar instansi; konflik antar kepentingan di daerah 
hulu, tengah dan hilir; pendapatan penduduk umumnya masih rendah; dan 
partisipasi penduduk juga masih sangat rendah. 
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 

Pembangunan berkelanjutan berbasis pengelolaan DAS diharapkan 
agar terwujud kondisi tata air DAS yang optimal meliputi jumlah, kualitas, dan 
distribusi ruang dan waktu. Terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai 
daya dukung dan daya tampung DAS. Terwujudnya kesadaran, kemampuan, 
dan partisipasi aktif yang lebih baik dari para pihak dalam pengelolaan DAS. 
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Kebijakan dasar yang harus dilakukan pada pembangunan 
berkelanjutan berbasisi pengelolaan DAS adalah: (a) Holistik, terpadu, 
terencana dan berinteraksi antar sector dan atau subsector; (b) Sasaran 
wilayah harus secara utuh dari daerah hulu hingga daerah hilir; (c) 
Implementasi secara desentralistis yang bertanggung jawab dengan tetap 
mengacu kepada pendekatan DAS sebagai satuan wilayah pengelolaan; (d) 
Melibatkan partisipasi dan berdasarkan konsultasi dengan masyarakat pada 
setiap tahap pengelolaan; dan (e) Pembiayaan pembangunan selain dana 
pemerintah (APBN dan atau APBD) yang umumnya terbatas, harus didukung 
oleh pembiayaan bersama melalui skema beneficiaries pay principle; Polluter 
pay principle; Cost sharing; dan atau Voluntery. 

Ruang lingkup dan kegiatan pembangunan berkelanjutan berbasis 
pengelolaan DAS meliputi: (a) Penataan lahan (land use planning) untuk 
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memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan; 
(b) Penerapan konservasi sumberdaya air untuk menekan daya rusak air dan 
untuk memproduksi air (water yield) melalui optimalisasi penggunaan lahan; 
(c) Pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan di luar kawasan hutan 
(pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi, dan konservasi); (d) 
Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya buatan terutama yang terkait 
dengan konservasi tanah dan air; dan (e) Pemberdayaan masyarakat dan 
pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, seperti Forum DAS, 
TKPSDA, dan lainnya. 
 

4. Strategi Pemecahan Masalah 
 

Guna mewujudkan indikator pembangunan berkelanjutan pada seluruh 
wilayah DAS, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan DAS harus 
ditata dengan cermat dan seksama serta dievalusi secara berkala. Untuk 
meningkatkan efektifitas tujuan program pengelolaan DAS maka strategi 
perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian tujuan pengelolaan DAS dipilah 
berdasarkan sektor-sektor utama yang sangat berpengaruh dan menentukan 
keberhasilan pengelolaan DAS. Sektor-sektor tersebut adalah bidang 
pertanian dan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, penataan 
kelembagaan, dan penataan ruang. Strategi pencapaian tujuan dalam 
pengelolaan DAS Asahan Toba berdasarkan pohon permasalahan seperti 
yang telah disebutkan dibagian sebelumnya, secara skematis disajikan pada 
Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan berbasisi 
pengelolaan DAS 
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Pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah berbasis pengelolaan DAS 
memiliki ciri sebagai berikut: 
1. Pembangunan mampu memberikan produktivitas yang tinggi dan 

pendapatan yang layak bagi seluruh stakeholders serta mampu 
meminimalkan eksternalitas negatif yang ditimbulkannya. 

2. Pembangunan mampu menjamin kelestarian DAS, yaitu dapat menjamin 
fungsi DAS secara baik, dapat menyimpan air dan memberikan hasil air 
yang cukup untuk seluruh keperluan yang merata sepenajang tahun 
dengan kualitas yang baik (erosi-sedimentasi rendah, pencemaran kecil, 
kuantitas cukup dan kualitas baik). 

3. Pembangunan mampu memeratakan pendapatan (equity) sehingga tidak 
muncul kesenjangan yang mencolok dalam masyarakat. 

4. Pembangunan harus mampu menjamin kelenturan DAS (resiliency) 

dimana dampak negatif perubahan fungsi dalam suatu wilayah dalam 
DAS akan dapat terimbangi dengan dampak positif pembangunan dalam 
wilayah DAS lainnya sehingga secara keseluruhan DAS tersebut tidak 
mengalami penurunan kualitas (tidak mengalami kerusakan). 

 
5. Rencana Tindak Lanjut 
 

Pengimplementasian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan 
berbasisi pengelolaan DAS harus dilakukan pada berbagai bidang yaitu: 
bidang pertanian, kehutanan, pemberdayaan masyarakat, dan kelembagaan. 
Realisasinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun 
eksternal, sehingga diperlukan perencanaan yang terintegrasi dan 
komprehensif (holistik).  Oleh karena itu strategi pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan berbasis pengelolaan DAS dapat dilakukan 
dalam bentuk : 
a. Peningkatan kapasitas organisasi forum pengelolaan DAS yang lebih 

bersifat independen dan lintas sektoral sehingga kelembagaan tersebut 
dapat berperan sebagai koordinator stakeholder dalam pengelolaan DAS.   

b. Peningkatan fasilitasi antara kelembagaan pengelolaan DAS pada instansi 
pemerintah dengan masyarakat publik di tingkat akar rumput, sehingga 
Forum DAS lebih bersifat aspiratif yang disertai dengan  peraturan 
kelembagaan yang jelas. 

c. Pembuatan peraturan kelembagaan yang bersifat mengikat, jelas dan 
berkeadilan bagi semua stakeholder DAS untuk mengurangi konvergensi 
kepentingan stakeholder. Peraturan tersebut juga memberikan arahan 
kepada masing-masing stakeholder yang berkepentingan dengan 
ekosistem DAS agar dapat berperan lebih jelas, siapa berbuat apa, dimana 
dan kapan. 

d. Perumusan faktor pemungkin yang dapat mendukung pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan berbasis pengelolaan DAS: 
 Rumusan kebijakan dan regulasi di tingkat stakeholder terkait yang 

berwawasan lingkungan (konservasi dan rehabilitasi sumber daya air 
dan lahan) sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 
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 Dukungan finansial baik dari APBN, APBD ataupun dari sumber lain  
untuk menjamin keberlangsungan program kegiatan konservasi dan 
rehabilitasi sumber daya air dan lahan, baik bersifat fisik maupun non 
fisik. 

e. Mendesain instrumen pengelolaan DAS yang meliputi : 
 Instrumen penilaian ketersediaan sumber daya air dan lahan sebagai 

alat untuk memahami karakteristik dan hubungan antara ketersediaan 
sumber daya dengan tingkat kebutuhannya 

 Instrumen perencanaan pengelolaan DAS terpadu yang mampu 
mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah (RTRW), pengelolaan 
dan penilaian resiko lingkungan, ekonomi dan sosial dengan 
kepentingan seluruh stakeholer guna menentukan arah dan tujuan 
pembangunan.  

 Instrumen peningkatan efesiensi penggunaan air di setiap stakeholder 
melalui pengelolaan permintaan dan pemasokan air lebih optimal. 

 Instrumen perubahan perilaku sosial melalui perumusan kurikulum 
pendidikan yang berbasiskan pengelolaan DAS sehingga muncul 
kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menjaga ekosistem DAS 
tetap lestari. 

 Instrumen Ekonomi, menjadikan DAS memiliki nilai secara ekonomi 
melalui mekanisme jasa lingkungan dan memberlakukan subsidi 
silang, incentive dan punishment 

 Instrumen regulasi untuk mengontrol kualitas air, distribusi jumlah air, 
perencanaan penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan 
sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak. 

 Resolusi konflik melalui manajemen konflik dan kebiasaan 
membangun konsensus untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang ada. 

 Cost sharing antara wilayah (sektor) hulu dan hilir dalam 

pembangunan DAS terpadu melalui internalisasi eksternalitas. 
 Pertukaran data dan informasi antar stakeholder melalui satu sistem 

manajemen informasi yang berifat terbuka.  
f. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Petani melalui penyuluhan, 

pelatihan dan bimbingan teknis di lapangan secara individu maupun 
kelompok diharapkan dapat mengembangkan atau meningkatkan motivasi 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di pedesaan. Lembaga-
lembaga swadaya ini mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan 
volume maupun keberhasilan upaya rehabilitasi lahan dan konservasi 
tanah serta peningkatan produktivitas pertanian. 

g. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang terkait dengan 
pengelolaan DAS, khususnya tenaga penyuluh. Penyuluh merupakan 
petugas yang menyampaikan informasi/teknologi langsung ke masyarakat 
petani. Agar penyampaian informasi/teknologi efektif. SDM Penyuluh perlu 
ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu membina para petani di wilayah 
kerjanya dengan baik dan cepat, serta dapat diterima oleh petani. 
Pengembangan SDM Aparatur dapat dilaksanakan melalui Pelatihan 



6 | Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … 

Teknis, studi banding dan lain-lain, serta penyuluh harus aktif mencari 
informasi-informasi yang diperlukan petani. 

 
6. Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan 
Guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di 
Sumatera Utara yang seluruh wilayahnya berada pada daerah beriklim tropis 
basah mutlak harus dilakukan berbasis pengelolaan DAS. 
 
Saran 
Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan berbasis pengelolaan DAS 
harus mempertimbangkan fungsi kawasan dan atau lahan sebagai 
penampung, penyimpan, dan mengalirkan air secara proporsional ke outlet 
(sungai, danau dan atau laut), baik secara biofisik, maupun secara mekanik. 
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1. Latar Belakang  
 
Sampah merupakan hasil aktivitas manusia dan masih mengakibatkan 

masalah yang serius secara global dan nasional karena menimbulkan 
berbagai dampak negative, diantaranya pencemaran lingkungan, banjir, dan 
faktor pencetus munculnya berbagai penyakit seperti diare, tifoid, malaria, 
pneumonia, dan infeksi saluran pernapasan akut yang seterusnya 
menurunkan kualitas hidup penderita [1; 2]. Seiring peningkatan jumlah 
penduduk dan kegiatan ekonomi, maka timbulan sampah juga meningkatkan 
dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada tahun 2018, jumlah populasi 
penduduk Indonesia yang mencapai 264 juta jiwa turut menyumbang suplai 
timbulan sampah sebanyak 64juta ton/tahun. Selanjutnya, pada tahun 2020 
dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa menghasilkan sampah sebanyak 67,8 
juta ton [3, 4]. 

Berbagai Peraturan dan Surat Edaran tentang pedoman, pengelolaan, 
System Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), dan pengendalian 
sampah telah diterbitkan [5]. Demikian juga program penanggulangan sampah 
telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun 
kenyataannya, hasil penelitian tahun 2021 membuktikan bahwa Indonesia 
merupakan penyumbang yang signifikan tentang masalah sampah plastik 
global. Menurut penelitian tersebut, Indonesia merupakan penyumbang 
sampah plastik ke laut yang terbesar kedua di dunia setelah China [6].  Sistem 
pengelolaan sampah kumpul-angkut-buang masih banyak dipraktekkan oleh 
masyarakat. Selanjutnya, seiring pertambahan jumlah penduduk dan waktu, 
timbulan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga semakin banyak 
dan tidak terkendali. Sistem pengelolaan sampah reduce-reuse-recycle (3R) 

juga telah dilaksanakan, namun belum optimal karena masih banyak 
masyarakat yang membuang sampah sembarangan, misalnya membuang di 
tepi jalan dan parit yang selanjutnya akan mengakumulasi, seterusnya 
mengganggu kelancaran aliran air (drainage), banjir pada musim hujan, dan 

berkembangnya berbagai penyakit, serta mencemari sungai dan laut. 
Penanganan sampah merupakan hal yang sangat kompleks dan tanggung 
jawab semua pihak yang memerlukan pemahaman, kesadaran, kemauan, dan 
kerjasama antara masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan 
organisasi-organisasi lainnya dengan pemerintah mulai dari Pemko sampai 
kelurahan, dan lingkungan untuk berpartisipasi aktif dalam 
penanggulangannya [7].   



10 | Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … 

  Dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah, pemerintah Kota 
Medan telah melaksanakan berbagai program penanganan sampah, 
diantaranya Bank Sampah yang merupakan implementasi dari 3R seperti 
Bank Sampah Induk Sicanang yang diresmikan oleh Wali Kota Medan pada 
tahun 2014, Bank Sampah Induk Bank Sampah Sektoral Sejahtera, open 
dumping seperti di TPA Terjun, dsb. Jumlah sampah yang dapat dikelola oleh 
Bank Sampah Induk Sicanang adalah 208,6 kg/hari. Jika dibandingkan 
dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Medan adalah 
98.528 kg/hari, maka Bank Sampah Induk Sicanang hanya mampu mengelola 
0,211% dari total sampah kota Medan [8, 2020]. Di awal tahun 2023 
diinformasikan bahwa produksi sampah di Kota Medan mencapai 2000 ton 
per hari, namun baru sekitar 13 % yang sudah dipilih dan dikelola sehingga 
perlu dikaji kendala-kendala pengelolaan sampah ini [9]. Peran serta sektor 
swasta berupa bantuan dana digunakan untuk membuat program 
pengembangan masyarakat seperti lokakarya daur ulang, peningkatan 
promosi, pengusulan cabang baru dan nasabah baru serta pelaksanaan 
pelatihan pengelolaan sampah.  

Fakta ini mengisyaratkan bahwa kendala-kendala keberhasilan 
pengelolaan sampah perlu dievaluasi dan dilakukan pengembangan dan 
modifikasi terhadap program-program yang telah ada [8]. Jadi penyebab 
belum tercapainya target yang diharapkan harus dikaji, bagaimana strategi 
pemecahan masalahnya, serta  ditindak lanjuti agar masalah yang ditimbulkan 
oleh penanganan sampah yang tidak benar dapat diminimalisir. Pemerintah, 
berbagai organisasi, masyarakat, serta akademisi dari perguruan tinggi harus 
berkontribusi dan bekerja sama agar penanggulangan sampah dapat 
dioptimalkan. 

 
2. Masalah 

 
Berikut ini adalah berbagai masalah yang mengakibatkan 

penanggulangan  sampah belum sesuai dengan yang diharapkan di Medan: 
(1) Peningkatan jumlah penduduk menuntut peningkatan strategi 

penanganan sampah. 
(2) Pengetahuan sebagian masyarakat tentang dampak negatif dari 

pembuangan sampah dengan sembarangan masih kurang. Hal ini dapat 
dilihat secara langsung terdapat perbedaan kondisi kebersihan yang 
kontras antar Kawasan di Kota Medan. Misalnya perbedaan kondisi 
lingkungan Kawasan pemukiman penduduk dengan ekonomi menengah 
ke atas seperti kompleks Setia Budi Indah dibanding dengan Kawasan 
pemukiman penduduk ekonomi lemah seperti Perumahan Simalingkar 
sangat kontras. Kondisi ini juga dapat kita saksikan sendiri dari 
banyaknya masyarakat dengan berbagai kelompok usia (anak-anak dan 
orang dewasa) di sekitar kita yang tidak melaksanakan cara 
pembuangan sampah yang benar. Bahkan mereka tidak merasa 
bersalah membuang sampah di depan rumah kita saat kita berada di 
lokasi.  Maka perlu dilakukan edukasi mulai dari tingkat kecamatan 
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sampai pada tingkat kelurahan dan lingkungan agar masyarakat 
menyadari pentingnya penanganan sampah yang benar dan 
mengimplementasikannya.  

(3) Program penanganan sampah yang telah disiapkan oleh pemerintah 
Kota Medan belum dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat Kota 
Medan. 

(4) Fakta nyata dapat dilihat di lapangan masih banyak masyarakat yang 
membuang sampah sembarangan walaupun sudah ada program bank 
sampah. 

 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
Sampai saat ini Indonesia, termasuk Sumatera Utara, khususnya Kota 

Medan terus berupaya untuk meningkatkan penanggulangan penanganan 
sampah melalui berbagai program dan kegiatan dengan melibatkan berbagai 
kelompok, termasuk masyarakat. Pemikiran strategi dan tindak lanjut tentang 
penurunan jumlah sampah yang dihasilkan harus terus ditingkatkan dan 
direalisasikan.  

Pertukaran informasi baik antar negara maupun antar daerah tentang 
pengalaman penanggulangan sampah merupakan salah satu upaya strategis. 
Bila ditinjau di Kawasan Asia, terdapat 2 negara yang telah berhasil 
mengelola sampah dengan baik yaitu Jepang dan Korea Selatan. Strategi 
yang dilaksanakan di Jepang yaitu  penerapan  kebijakan pengolahan sampah 
ditetapkan berbarengan dengan teknologi daur ulang. Dengan kebijakan ini, 
Jepang mampu mengurangi keseluruhan timbulan sampah secara bertahap 
sejak 2005. Kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah Jepang yaitu Undang-
Undang Pembersihan Limbah yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan 
masyarakat, pengatasan masalah polusi dan perlindungan hidup, dan 
pembentukan masyarakat yang faham siklus daur ulang yang sehat. Metode 
pengolahan sampah di Jepang mengutamakan penerapan 3R. Pemilahan 
sampah juga dilakukan dengan ketat [10]. Walaupun strategi melalui 
penerapan 3R di Kota Medan telah dilaksanakan, namun belum sesuai 
dengan harapan. Selain Jepang, Korea Selatan juga telah sukses melakukan 
pengelolaan sampah dengan baik. Kunci utama keberhasilan negara ini yaitu 
penerapan Volume-based Waste Fee (VBWF) yaitu diberlakukan biaya 
pembuangan sampah berdasarkan volumenya. Selain itu juga diberlakukan 
denda dan hukuman bagi warga yang tidak mematuhi aturan ini [11]. Strategi 
penanggulangan sampah yang dilakukan di Korea Selatan ini kemungkinan 
besar dapat diterapkan di Kota Medan. 

Pada tahun 2021, The Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) telah menobatkan beberapa kota di Asia Tenggara sebagai kota 
ramah lingkungan/bersih, 3 diantaranya yaitu Balikpapan, Surabaya, dan 
Bontang [12]. Kota Balikpapan telah  menerapkan  kebijakan Pengurangan 
Sampah Plastik berdasarkan Surat Edaran No: SE.8/PSLB3/PS.PLB.0/5/2016 
tentang Pengurangan  Sampah  Plastik  Melalui Penerapan    Kantong    
Belanja    Sekali Pakai  Tidak  Gratis, Peraturan  Walikota  Balikpapan  Nomor 
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8   Tahun   2018   tentang   Pengurangan Penggunaan   Kantong   Plastik, 
dan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang   Pengurangan   Produksi Sampah 
Plastik Sekali Pakai [13]. Surabaya sudah berhasil mengaplikasikan konsep 
3R dalam mengelola sampah secara berkelanjutan serta berdampak positif 
terhadap ekonomi masyarakatnya melalui pola-pola circular economy [14]. 
Berikutnya Bontang memiliki 9 keunggulan layak raih Adipura Kencana, 
diantaranya yaitu berhasil mengelola sampah dengan baik, 98% sampah di 
TPA berhasil dikelola ulang, system operasional TPA controlled landfill, 
pemanfaatan gas methane, dan pembatasan penggunaan plastik 1 kali pakai 
[15]. Keberhasilan ketiga kota ini dalam juga dapat dijadikan sebagai contoh 
untuk pengelolaan sampah di Kota Medan. 

Disamping pertukaran pengalaman dengan negara lain ataupun 
daerah lain di Indonesia, juga sangat penting dan prioritas utama untuk  
dilaksanakan yaitu program pendidikan dan peningkatan pengetahuan serta 
kesadaran tentang penanganan sampah yang benar. Apabila ditangani tidak 
benar perlu dijelaskan konsekuensinya, dan kalau perlu dikaitkan dengan 
ajaran agama.  Mengingat tingkat pendidikan masyarakat Kota Medan sangat 
bervariasi, maka berbagai kelompok masyarakat perlu diikut sertakan seperti 
para guru SD, SMP, SMA, LSM, kelompok pengajian dan organisasi 
kemasyrakatan lainnya.   
  
4. Strategi Pemecahan Masalah  

 
Strategi pemecahan masalah yang ditawarkan dalam upaya 

peningkatan pengelolaan sampah yaitu: 
(1) Kesadaran masyarakat harus lebih dahulu dibangun dan ditingkatkan 

melalui berbagai program dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan. 
Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat mendekati masyarakat 
agar kepatuhan terhadap penanganan sampah yang benar dapat 
direalisir.  

(2) Pemerintah Kota Medan juga perlu lebih meningkatkan dukungannya 
kepada kecamatan, kelurahan, lingkungan, organisasi kemasyarakatan 
terkait pelaksanaan program penanganan sampah seperti pelatihan 
pengolahan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis yang 
selanjutnya masyarakat mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dari 
hasil pelatihan tersebut yang dapat meningkatkan pendapatan. Jadi 
dukungan pemerintah, kebijakan serta mekanismenya adalah factor 
penentu keberhasilan penanggulangan sampah. Kolaborasi yang baik 
antara seluruh komponen masyarakat  adalah kunci utama keberhasilan 
penanggulangan sampah;  

(3) Sosialisasi cara penanganan/pembuangan sampah yang benar harus 
selalu disampaikan oleh para guru mulai dari Taman Kanak-Kanak 
sampai Sekolah Menengah Atas. Demikian juga di Perguruan Tinggi, 
para dosen harus selalu memantau mahasiswa yang membuang 
sampah sembarangan.  

(4) Penerapan peraturan pengurangan penggunaan plasik satu kali pakai. 



Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … | 13  

(5) Bila strategi point 4.1 dan 4.4 tidak berhasil, maka penegakan hukum 
dan sanksi yang tegas perlu dilaksanakan. 

 
5. Rencana Tindak Lanjut 

 
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana tindak lanjut adalah 
sebagai berikut:  

(1) Mengidentifikasi dan membuat rangking Kawasan/daerah di 
Kota Medan dengan system penanganan sampah yang belum 
baik;  

(2) Edukasi dan pemahaman tentang penanganan sampah 
diberikan (oleh pihak pemerintah setempat bekerjasama 
dengan organisasi-organisasi, LSM, atau pergurian tinggi) 
kepada kelompok masyarakat yang bermukim di Kawasan 
dengan sistim penanganan sampah yang belum baik 
sebagaimana ditemukan pada point (1); 

(3) Melaksanakan berbagai program penanganan sampah yang 
sudah tersedia terhadap seluruh lapisan masyarakat sampai 
kepada tingkat kelurahan dan lingkungan; 

(4) Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap keberhasilan 
sistem pengelolaan sampah; 

(5) Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran 
terhadap penanggulangan sampah, hukuman dan sanksi yang 
akan diberlakukan terhadap masyarakat; 

(6) Pelanggaran terhadap penanganan sampah perlu diproses 
sesuai peraturan yang berlaku. 

 
6. Kesimpulan dan Saran 

 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu diupayakan 

agar masyarakat sadar dan faham terhadap dampak negative dari 
penanganan sampah yang tidak benar, berkomitmen untuk perperan aktif 
dalam upaya penanggulangan permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah, 
dan mematuhi peraturan yang akan diberlakukan. Peningkatan program-
program dan dukungan pemerintah Kota Medan yang diimplementasikan di 
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta peran aktif masyarakat menjadi 
sangat penting dalam keberhasilan penanggulangan permasalahan sampah. 
Perlu kerjasama antara pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, dan 
perguruan tinggi dalam penanganan sampah ini.  Penegakan hukum dan 
sanksi yang tegas harus dilaksanakan terhadap masyarakat yang tidak patuh 
terhadap peraturan/surat edaran yang akan diberlakukan.  

 
Saran 
Monitoring dan mengidentifikasi, mengakses, dan menginterpretasi 

permasalahan di seluruh wilayah untuk ditindak lanjuti. 
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1. Latar Belakang 
 

Pembangunan Indonesia di era globalisasi seperti sekarang ini 
memberi dampak yang sangat berarti terhadap pemenuhan hak atas air 
bersih dan lingkungan yang sehat dan bersih. Pembangunan seringkali 
melupakan aspek lingkungan, sebagai contoh adalah pembangunan sektor 
perumahan, pembangunan kawasan industri dan pembangunan gedung-
gedung pencakar langit. 

Pembangunan di era globalisasi ekonomi saat ini ternyata telah 
berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tentunya telah 
berdampak pada akses pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh 
konstitusi untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap 
upaya pembangunan sudah semestinya memperhatikan prinsip-prinsip hukum 
perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development). Pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dalam 
memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat semestinya bertindak 
progresif dalam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan dan sumber 
daya alam. 

Era globalisasi serperti globalisasi ekonomi yang ditandai dengan 
munculnya ekonomi pasar bebas, berpusat pada pasar dan tidak dibatasi oleh 
hambatan teritorial. Market bebas dan mengidealkan pasar sebagai tempat 
dimana semua keputusan dan tindakan keuangan dibuat oleh individu dalam 
kerangka pergerakan bebas uang, barang dan jasa. Terciptanya kondisi pasar 
bebas berdampak besar pada kehidupan manusia secara keseluruhan, 
dimana pemikiran nasional, pola konsumsi dan pola politik sangat 
terpengaruh. 

Hubungan dan interaksi di pasar bebas telah lama menjadi kebutuhan 
yang telah lama mendominasi agen-agen ekonomi, terutama negara-negara 
maju, di negara-negara berkembang atau negara miskin. Globalisasi biasanya 
dianggap hanya dalam kaitannya dengan ekonomi, termasuk hubungan 
global. Namun pada kenyataannya, globalisasi bukan hanya tentang saling 
ketergantungan ekonomi, tetapi juga tentang perubahan ruang dan waktu 
dalam kehidupan manusia.  

Peristiwa yang terjadi baik ekonomi atau tidak, memiliki dampak yang 
lebih langsung pada masyarakat daripada sebelumnya. Hal ini tidak terlepas 
dari capaian revolusi komunikasi dan penyebaran teknologi informasi. 
Dampak serius terkait pasar bebas ini adalah perusahaan multinasional 
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(Multinational Corporation/MNC) yang membuka peluang bagi agen negara 
maju untuk mengembangkan investasi di negara berkembang, sehingga 
menimbulkan konflik kepentingan ekonomi. 

Sehubungan dengan terjalinnya hubungan simbiosis mutualisme 
antara pemegang otoritas di negara tempat dilakukannya investasi dengan 
para investor sebagaimana tersebut di atas, pada tataran praksis situasi ini 
semakin diperparah dengan adanya kebijakan desentralisasi di sektor sumber 
daya alam yang memungkingkan daerah, melalui suatu kebijakan dan regulasi 
memberikan ijin eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa 
mempertimbangkan aspek perlindungan hak atas lingkungan hidup. 

Memperhatikan kondisi yang demikian, dengan memposisikan 
keberadaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai salah 
satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar, maka, yang perlu dilakukan 
adalah bagaimana mewujudkan pembangunan yang bersentuhan dengan 
lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam yang berspektif Hak Asasi Manusia, 
seperti pemenuhan atas air bersih yang selalu tersedia setiap saat dan  
berkesinambungan. 
 
2. Masalah 
 

Pembangunan di era globalisasi tanpa kita sadari telah memberi 
dampak yang sangat luas, termasuk di dalamnya makin pesatnya 
pembangunan kawasan pemukiman yang melupakan aspek lingkungan yang 
sehat dan bersih. Seringkali pembangunan kawasan perumahan berdampak 
pada kualitas air dan pemenuhan atas air untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini 
terjadi karena sumber daya airnya adalah satu, sementara penyalurannya 
semakin banyak dan berkembang sangat pesat. 

Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan di era globalisasi 
telah melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional, dimana perusahaan-
perusahaan ini akan memanfaatkan sumber daya alam negara berkembang 
dengan membentuk koalisi kepentingan dengan otoritas negara tempat 
mereka berinvestasi.  

Pemegang otoritas di negara berkembang umumnya tertarik untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi dari otoritas mereka. Perusahaan 
multinasional di sisi lain juga antusias menjaga pasokan bahan baku dan 
barang-barang manufaktur untuk akumulasi modal, sehingga mereka 
bersimbiosis dan saling menguntungkan antara otoritas negara tempat 
mereka berinvestasi dan investor residen.  

Adalah sebuah hubungan antara nggota perusahaan multinasional 
yang mempengaruhi lingkungan, kehidupan, dan sumber daya alam. Seperti 
yang disebutkan sebelumnya, situasi ini diperburuk pada tataran praktis oleh 
kebijakan desentralisasi di bidang sumber daya alam dalam rangka 
membangun hubungan timbal balik antara otoritas negara investor dan 
investor. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengeluarkan izin pemanfaatan 
sumber daya alam secara berlebihan melalui kebijakan dan peraturan tanpa 
mempertimbangkan aspek perlindungan hak atas lingkungan.  
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Melihat situasi ini, kita harus memposisikan keberadaan lingkungan 
dan sumber daya alam (SDA) sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) 
dan melakukan apa yang harus kita lakukan.  
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
Agar dampak pembangunan di era globalisasi tidak merampas hak 

warga negara dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan lingkungan hidup 
yang sehat dan bersih, Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas 
terhadap batasan-batasan sumber daya alam mana yang bisa disentuh dan 
mana yang tidak bisa di eksploitasi. Eksploitasi terhadap hutan dan 
lingkungan yang sangat erat kaitannya dalam pemenuhan hak atas air bersih 
harus benar-benar dalam penerapan sanksinya. 

Sanksi hukuman kepada warga masyarakat termasuk di dalamnya 
lembaga yang membuang sampah tidak pada tempatnya, penyerobotan lahan 
eks perkebunan dan tanah-tanah bermasalah lainnya yang seringkali diklaim 
oleh seseorang, harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.  

Mengubah fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman atau 
perkebunan, menyikapi hal ini pemerintah harus tegas dalam membuat 
regulasinya. Membuat aturan yang jelas terhadap daerah resapan air dan 
lingkungan yang bersih dan sehat untuk mendukung kehidupan yang baik 
bagi masyarakatnya. 

Saat ini, dunia berada dalam era globalisasi, menciptakan saling 
ketergantungan antar negara yang membutuhkan kerjasama yang erat untuk 
membangun kehidupan mereka. Globalisasi juga telah mengubah peran 
bangsa. Hal ini perlu disesuaikan dengan realitas baru yang muncul di dunia. 
Globalisasi hanya akan berhasil jika bangsa terus berperan aktif di dalamnya 
dan beradaptasi dengan realitas baru. Globalisasi tidak menghalangi peran 
negara, karena manfaat globalisasi hanya dapat dinikmati jika negara mampu 
berpartisipasi secara aktif sesuai dengan tanggung jawabnya.  
 
4. Strategi Pemecahan Masalah 
 

Menurut cara pandang yang holistik, interaksi antara pembangunan 
dan lingkungan hidup membentuk suatu sistem ekologi yang disebut dengan 
ekosistem. Filosofi pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan 
kesejahteraan rakyat. Selanjutnya keberlanjutan pembangunan di suatu 
daerah sangat ditentukan oleh cara mengelola dan mendayagunakan 
lingkungan hidupnya.  

Realitas inilah yang mendasari landasan filosofi kehadiran instrument 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan UU No.32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), 
sebagai bentuk pengaman daya dukung lingkungan dan daya tampung 
lingkungan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan (suistanable development). 
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Konsep pembangunan berkelanjutan (suistanable development) ini, 
menurut Emil Salim adalah merupakan “suatu proses pembangunan yang 
mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, 
dengan menyelaraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.”  

Dengan demikian, setiap upaya pembangunan harus merupakan 
pembangunan yang berwawasan lingkungan hal mana segala kegiatan 
pembangunan yang berkaitan terhadap lingkungan hidup, senantiasa 
memperhatikan asas dan sasaran daripada perlindungan lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  

Prinsip-prinsip hukum perlindungan dan pembangunan berkelanjutan 
ini, telah menjadi perhatian dunia internasional, diantaranya terlihat di dalam 
hasil-hasil Konferensi Stockhom 1972, dan lebih lanjut adanya laporan dari 
WCED (World Commision on Environment and Development) tentang Legal 
Principles for Environmental Protection and Suistanable.  

Merosotnya kualitas lingkungan, serta meningkatnya kesadaran dan 
kepedulian lingkungan masyarakat dunia, telah melahirkan gerakan-gerakan 
dan gencarnya kampanye-kampanye lingkungan di berbagai belahan bumi.  

Gerakan konsumen hijau (green consumers), cenderung 
mempengaruhi masyarakat luas untuk mengonsumsi produk yang peduli 
lingkungan. Gerakan ini juga mendorong lahirnya persyaratan-persyaratan 
dalam perdagangan internasional seperti : ecolabeling, cleaner production, 
dan eco efficiency.  

Hal ini telah pula membuat para industriawan di negara-negara maju 
terus berupaya melakukan terobosan-terobosan dalam memproduksi barang-
barang yang peduli terhadap lingkungan.  

Orientasi pembangunan hukum yang bersentuhan dengan aspek 
lingkungan dan SDA dan masyarakat harus berubah menuju kepada ide dasar 
hukum progresif, yang berpijak dari asumsi dasar hukum adalah untuk 
manusia dan bukan sebaliknya, hukum bukan sebagai suatu institusi yang 
bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai suatu institusi bermoral dan 
bernurani   

Memisahkan hukum dari kemanusiaan harus dibayar mahal, faktor 
manusia dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untuk lebih memberi 
tempat kepada hukum (baca: undang-undang, prosedur dan logika hukum). 
Ide hukum progresif adalah menempatkan hukum sebagai suatu institusi yang 
bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, 
sejahtera, dan membuat manusia bahagia atau dapat disebut hukum yang pro 
rakyat dan pro keadilan.  

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam paradigma pembangunan 
hukum perlu diganti dari paradigma kekuasaan menjadi paradigma moral 
yang memiliki seperangkat nilai egalitarian, demokratis, pluralistis dan 
profesional untuk membangun masyarakat madani.  

Untuk itu akomodasi dalam konteks pengintegrasian hubungan-
hubungan antara kepentingan investor yang berkarakter ideologi kapitalis dan 
masyarakat adat yang komunal-sosial diperlukan sehingga diperoleh tingkat 
kemapanan tertentu. 



Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … | 21  

Menurut Bernard L.Tanya, fungsi pengintegrasi hukum bisa tampil 
dalam wujud penyelesai dan peredam konflik-konflik, pembagian atau 
pendistribusian sumber daya, serta pembuat prosedur-prosedur yang 
menjamin keteraturan hubungan antara anggota masyarakat. 

Upaya penyadaran masyarakat dan pelaku usaha perlu dilakukan 
secara berkesinambungan agar masyarakat dan pengusaha dalam 
menjalankan proyeknya tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya.  
 
5. Rencana Tindak Lanjut 
 

Untuk mengurangi dampak berkelanjutan dari pembangunan di 
Indonesia di era globalisasi, pemerintah harus benar-benar dalam membuat 
regulasi yang tegas dan aturan yang benar-benar harus dijalankan tanpa 
membeda-bedakan. Ketika pemerintah menemukan pembangunan sebuah 
kawasan melanggar aturan yang berlaku dan dikhawatirkan akan berdampak 
pada hilangnya sumber air bersih untuk kebutuhan mahluk hidup. 

Tidak hanya berdampak pada hilangnya sumber air, lingkungan yang 
rusak juga sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup semua 
mahluk yang ada di sekitarnya. Menurut laporan WWF “Water Conflict – Myth 
or Reality”, meskipun 70% permukaan bumi terdiri dari air, ternyata hanya 
0,3% sumber air bersih dunia yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan 
manusia dan 60% dari jumlah tersebut berasal dari negara Brazil, Indonesia, 
Rusia, Cina, Kanada, India, Kolumbia, Kongo, dan Amerika. 

Penggunaan air bersih di dunia semakin meningkat dalam satu abad 
terakhir. Peningkatan tersebut digunakan mencukupi kegiatan manusia, 
seperti pertanian, industri, energi, sektor bisnis dan rumah tangga sehingga 
ketersediaan air bersih dianggap semakin mengkhawatirkan. 

Berdasarkan perhitungan para ahli, setiap orang memerlukan 2 liter 
hingga 4 liter air untuk keseimbangan tubuh. Akan tetapi, menurut perkiraan 
manusia menghasilkan 2 juta ton sampah rumah tangga yang di buang ke 
sungai sehingga mempengaruhi berkurangnya sumber air bersih. 

Berkurangnya air bersih atau juga disebut krisis air juga merupakan 
dampak dari perubahan iklim. Iklim dunia yang tidak berjalan normal akan 
menyebabkan musim kemarau panjang sehingga membuat sumber air kering 

Kebalikannya, jika musim penghujan terjadi secara terus menerus dan 
berkepanjangan akan menyebabkan ekosistem tidak berjalan dengan baik 
bahkan tercemarnya sumber mata air. 

Aksi nyata yang dapat dilakukan secara kolektif untuk menjaga 
ketersediaan sumber air adalah dengan menanam pohon, menjaga 
kelestarian alam dan lingkungan, membuat regulasi yang jelas agar 
masyarakat tidak sembarangan dalam membangun, membuang sampah dan 
merusak hutan. 
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6. Kesimpulan dan Saran 

 
Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 
agar pembangunan di era globalisasi dapat memenuhi hak asasi manusia 
atas kebutuhan air bersih dan lingkungan hidup yang baik serta sehat, maka 
pertama, agar setiap upaya pembangunan harus merupakan pembangunan 
yang berwawasan lingkungan, hal mana segala kegiatan pembangunan yang 
berkaitan terhadap lingkungan hidup, senantiasa memperhatikan asas dan 
sasaran daripada perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Kedua, akomodasi atas perbedaan ideologi dalam konteks pengintegrasian 
hubungan-hubungan antara kepentingan diperlukan sehingga diperoleh 
tingkat kemapanan.  
Ketiga, regulasi yang jelas dan aturan hukum yang berlaku dalam proses 
pembangunan di era globalisasi harus tegas dan tidak setengah hati. 
Keempat, aksi nyata perlu digalakkan agar ketersediaan air dan lingkungan 
yang sehat dan bersih tetap terjaga dengan melakukan aksi penanaman 
pohon, membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan 
lingkungan sekitar kita. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat 
dikemukakan adalah sebagai berikut: Pertama, agar pelaksanaan 
pembangunan tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup dan 
sumber daya alam serta tetap dapat memenuhi hak asasi manusia atas air 
yang bersih serta lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sudah semestinya 
upaya pembangunan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan 
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).  
Kedua, pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama dalam memenuhi 
hak atas lingkungan hidup yang sehat, semestinya bertindak progresif, dalam 
: (1) Mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran; (2) Menanggulangi 
akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran; (3) Melakukan tindakan 
penyelamatan penanggulangan atau pemulihan kualitas lingkungan dan SDA 
atas beban dari pananggungjawab usaha. 
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1. Latar Belakang 
 

Globalisasi memiliki dampak besar pada cara kehidupan kita. Ini telah 
meningkatkan komunikasi, akses lebih cepat ke teknologi, dan lebih banyak 
inovasi, yang mengantarkan ke era baru kemakmuran ekonomi, menciptakan 
saluran pembangunan besar-besaran, dan memainkan peran penting dalam 
menyatukan orang dari budaya yang berbeda.(1) Di sisi lain, globalisasi telah 
memunculkan beberapa isu, yang paling menonjol adalah dampaknya 
terhadap lingkungan.(2) Globalisasi telah menjadi subjek utama dalam diskusi 
lingkungan, dengan para pencinta lingkungan yang menyoroti konsekuensinya 
yang luas. Namun, ketika kemakmuran meningkat menyebabkan kesadaran 
untuk menurunkan kerusakan lingkungan.(3) Karena globalisasi dan 
industrialisasi, berbagai bahan kimia telah masuk ke dalam tanah, dan 
menghasilkan tanaman yang berbahaya. Dengan perubahan komposisi 
genetik tanaman, limbah beracun menyebabkan kerusakan yang signifikan.(4) 
Di banyak tempat, gunung-gunung dipahat untuk menciptakan ruang bagi 
terowongan atau jalan raya, petak tanah yang besar dilanggar untuk membuat 
struktur baru.(5) Perkembangan ini dapat menarik individu, bahkan 
menyebabkan konsekuensi pada lingkungan yang keras. Plastik dan zat aktif, 
diidentifikasi sebagai salah satu polutan paling berbahaya dalam beberapa 
penelitian.(6) Di sisi lain, plastik sangat berguna untuk mengemas dan 
mengawetkan produk untuk diekspor. Akibatnya, penggunaan plastik 
meningkat dan mengakibatkan kontaminasi yang meluas.(7) Pemanasan 
global dan masalah lingkungan lainnya menjadi sangat berharga, serta 
kebangkitan perdagangan barang konsumsi global memperburuk situasi. 
Sementara kesulitan lingkungan lebih terfokus pada pengurangan berbagai 
bentuk emisi difus dari berbagai tempat, termasuk jalan, laut, penerbangan, 
dan pertanian, dan polusi menyebar ke wilayah yang luas.(8) Tantangan ini 
ditunjukkan oleh sulitnya mendapatkan kesepakatan iklim global, dan manusia 
tidak mampu mengabaikan dampak ini karena masa depan manusia di planet 
ini sangat bergantung pada lingkungan. Untuk menjaga keseimbangan 
ekologi, manusia harus melakukan upaya tertentu. Dalam penelitian, ada 
banyak perdebatan dan diskusi tentang topik ini, dan yang paling penting 
adalah memiliki kebijakan yang solid dan menerapkannya.  

Permasalahan permasalahan kesehatan global hingga saat ini masih 
menjadi tantangan besar terhadap pencapaian target-target pembangunan 
berkelanjutan. Dunia masih menghadapi tingginya angka kematian ibu dan 
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anak. Epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit-penyakit lainnya 
masih belum dapat dihentikan. Kemajuan ekonomi di beberapa negara di 
dunia juga menyebabkan tingginya angka penyakit tidak menular dikarenakan 
gaya hidup yang tidak sehat. Serangan jantung, stroke, diabetes dan kanker 
yang merupakan kelompok penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi salah 
satu penyebab kematian terbesar di dunia.  

Pandemi virus Ebola di Afrika Barat pada tahun 2014 telah 
memberikan pelajaran berharga bahwa kewaspadaan global harus terus 
ditingkatkan.(9) Di Indonesia, data dari SUSENAS pada bulan Maret 2019 
memperlihatkan 25 juta orang (9,4 persen penduduk) hidup di bawah garis 
kemiskinan. Selanjutnya, 55 juta orang (20,6 persen penduduk) hidup sedikit 
di atas garis kemiskinan, maknanya mereka rentan menjadi miskin. Terkait hal 
itu, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan kini mencapai 
30 persen akibat pandemi. Dengan meningkatnya jumlah orang yang hidup di 
bawah garis kemiskinan, pelaksanaan penelitian dan pelajaran yang dipetik 
mengenai dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap kelompok yang rentan 
dan anak-anak jelas perlu dipercepat agar kebijakan dan program multisektor 
bisa dikembangkan untuk mengatasi dampak tersebut.(10) Arus globalisasi 
menyebabkan pergerakan manusia dan barang semakin cepat dan semakin 
luas jangkauannya. Hal ini dapat berdampak pada tingginya nilai kerugian 
ekonomi dan korban jiwa apabila pandemi global kembali terjadi. Blueprint 
WHO Research & Development (R&D) telah mengidentifikasi sejumlah 
penyakit berpotensi pandemi yang belum ditemukan vaksin pencegahnya.(11) 
Oleh karena itu, langkah antisipasi global harus terus dipersiapkan. Faktor-
faktor lainnya yang turut memberi andil terhadap timbulnya permasalahan 
kesehatan global juga harus dihadapi. Ketimpangan industri dari vaksin antara 
negara maju dan negara berkembang dan tertinggal harus dicari solusinya 
demi terwujudnya kesehatan global yang adil buat semua negara. Konflik 
yang masih terjadi di beberapa bagian di dunia menyebabkan kehancuran 
fasilitas kesehatan dan kematian petugas kesehatan. Kondisi tersebut 
menyebabkan daerah konflik berpotensi besar terjadinya epidemi penyakit. 
Pada level nasional, Indonesia juga masih menghadapi tantangan besar 
dalam mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional di bidang kesehatan. 
RPJMN 2015- 2019 telah mencantumkan sasaran dan arah kebijakan 
pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan Program Indonesia Sehat. 
Namun mewujudkan Indonesia yang sehat tidak hanya menjadi tanggung 
jawab Kementerian Kesehatan. Semua Kementerian/Lembaga, kalangan 
industri, akademisi dan masyarakat madani memiliki tanggung jawab bersama 
mengingat isu kesehatan merupakan isu yang multisektoral.(9) Dari studi yang 
mempertimbangkan peran struktur ekonomi untuk mengurangi masalah 
lingkungan, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan ekonomi yang 
hijau dan teknologi ramah lingkungan, menyimpulkan bahwa bekerja menuju 
ekonomi yang hijau dapat membantu mengurangi kemiskinan.(12)                       

Tidak ada negara yang tidak melakukan pembangunan bagi 
negaranya. Sejatinya, pembangunan merupakan proses perubahan menuju 
sesuatu yang lebih baik. Kondisi yang lebih baik dari keadaan semula menjadi 
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tujuan dari dilaksanakannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan 
pun seyogianya memperhatikan hal-hal penting yang mendukung setiap 
prosesnya. Persoalan yang timbul adalah apabila dalam pelaksanaan 
pembangunan, terdapat aspek-aspek yang merasa dirugikan. Disini, 
muncullah pertanyaan apakah pembangunan benar-benar membawa 
perubahan menuju ke arah yang lebih baik atau perubahan lebih baik yang 
dihasilkan oleh pembangunan juga dapat memberikan risiko yang dapat 
merugikan.(13)  
 
2. Masalah 
 

Kondisi kesehatan global mengalami banyak kemajuan. Menurut data 
WHO, tingkat harapan hidup dunia terus mengalami perbaikan.(14) Angka 
kelahiran dua kali lebih banyak dibandingkan angka kematian. Dalam periode 
2007-2017, negara yang memiliki tingkat harapan hidup di atas 80 tahun 
meningkat dari 15 negara menjadi 29 negara. Kematian anak di bawah 5 
tahun pada periode 2005-2015 menurun sebanyak 32% dan angka kematian 
pasca melahirkan juga turun sebesar 25% pada periode yang sama. Angka 
kematian karena HIV menurun 50%, kematian karena malaria turun 49%, 
kematian karena penyakit kardiovaskuler turun 14%, kematian karena kanker 
turun 11% dan kematian karena kecelakaan turun sebesar 7%. Kondisi 
tersebut memberikan harapan dalam pencapaian Agenda 2030 for 
Sustainable Development Agendas (SDG). Namun dunia masih menghadapi 
tantangan besar dalam mencapai target-target dalam SDG. Berdasarkan data 
statistik WHO,(15) angka kematian ibu pada tahun 2015 adalah 216 per 
100.000 kelahiran hidup. Jumlah tersebut masih jauh dari target SDG sebesar 
70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015, terdapat 2,1 juta orang 
terinfeksi HIV sehingga menambah total orang yang hidup dengan HIV pada 
akhir tahun 2015 menjadi 36,7 juta orang. Data yang sama (15) juga 
menunjukkan bahwa di tahun 2015 terdapat 212 juta kasus malaria di dunia 
dan telah menelan korban sebanyak 429.000 jiwa, terdapat 10,4 juta kasus 
Tuberculosis (TB) baru dan 1,4 juta kematian karena TB. 

Penyakit tidak menular (PTM) juga telah menjadi salah satu penyebab 
terbesar angka kematian di dunia. PTM telah menjadi epidemi terselubung 
dikarenakan beberapa faktor seperti penggunaan tembakau, alkohol, 
makanan tidak sehat, kurang olahraga, obesitas, meningkatnya tekanan 
darah, gula darah dan kolesterol. Berdasarkan data Center for Infectious 
Disease Research, tren angka kematian yang disebabkan PTM meningkat 
dibandingkan kematian yang disebabkan oleh penyakit infeksi, malnutrisi, dan 
permasalahan kelahiran. Pada tahun 2015, PTM menyebabkan kematian 
hingga 40 juta orang dengan tren positif dari tahun 1990. Sedangkan penyakit 
infeksi, malnutrisi dan permasalahan kelahiran sebagai penyebab kematian 
terus mengalami penurunan yang signifikan pada periode tahun 1990-2015. 
WHO juga menyebutkan bahwa kondisi lingkungan juga menyebabkan 
ancaman kesehatan bagi manusia.(16) Polusi udara di perkotaan dan 
pedesaan diperkirakan terkait dengan kematian sebanyak 3 juta jiwa di 
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seluruh dunia di tahun 2012. Di tahun yang sama, sekitar 871 ribu kematian 
disebabkan oleh tidak amannya air yang digunakan dan tidak bersihnya 
sistem sanitasi. Globalisasi menyebabkan penyakit menular dapat menyebar 
lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Sejarah telah mencatat 
bagaimana pandemi global dapat menyebabkan kerugian besar baik dalam 
korban jiwa maupun kerugian ekonomi. Pandemi Pes (Plague) yang dikenal 
dengan sebutan The Black Death terjadi di Eropa dan Asia pada Abad 14 dan 
menelan korban jiwa sebanyak 375 juta orang.(17) Virus influenza telah 
mengakibatkan tiga kali pandemi: H1 Spanish Flu, H1N1 Swine Flu, dan 
H5N1 Avian (Bird) Flu. Spanish Flu yang terjadi tahun 1918 telah membunuh 
sekitar 50 juta orang. Sejak tahun 2003, Avian Flu atau Flu Burung telah 
menyebar melalui burung-burung yang berpindah dari Asia ke Timur Tengah, 
Eropa dan Afrika. Penularan flu burung ke manusia di Indonesia terjadi pada 
tahun 2005. Indonesia memiliki kasus penularan ke manusia tertinggi di dunia 
sebanyak 130 kasus dan 110 orang meninggal. Selain korban jiwa, 
penyebaran wabah penyakit juga menyebabkan kerugian ekonomi. Wabah 
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) di tahun 2003, misalnya, 

menyebabkan 774 korban jiwa dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 
lebih dari 50 miliar dolar AS. Wabah Ebola yang terjadi di tahun 2014 telah 
menyebabkan 11.000 kematian. Wabah Zika pada tahun 2015-2016 
diperkirakan menyebabkan lebih dari 3.000 bayi yang cacat lahir dan 
memberikan kerugian sebesar 3,5 miliar AS bagi kawasan Amerika Latin dan 
Karibia.(18) Negara atau kawasan yang sedang dilanda konflik dan perang 
saudara juga dapat menjadi memicu munculnya pandemi. Konflik membuat 
kapasitas suatu negara dalam mengidentifikasi, mengontrol serta merespon 
terjadinya epidemi penyakit menjadi lemah. Perang saudara juga 
menghasilkan forced migration dimana seringkali populasi bermigrasi ke 
daerah yang lebih aman seperti kawasan hutan dimana interaksi antara 
manusia dan hewan liar sangatlah tinggi. Mayoritas dari sekitar 400 penyakit 
infeksi yang telah diidentifikasi sejak tahun 1940 merupakan penyakit 
zoonosis dimana terdapat penularan dari hewan ke manusia.(19) Oleh karena 
itu, perang saudara sangat mungkin menjadi pemicu timbulnya pandemi 
penyakit. 

Berdasarkan penelitian, ancaman terbesar pandemi berada di 
kawasan tropis dan sub-tropis dimana terdapat interaksi antara manusia dan 
hewan, khususnya hewan liar, yang cukup tinggi.(19) Kawasan “hotspot” 
pandemi ini terdiri dari kawasan timur Tiongkok, Asia Tenggara, kawasan 
timur Pakistan, timur laut India dan Bangladesh, Amerika Tengah dan negara-
negara di Afrika tengah seperti Guinea, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, 
Rwanda, Burundi dan Ethiopia.(20) Terdapat tumpang tindih  antara kawasan 
hotspot pandemi dengan kawasan konflik. Dengan lemahnya kapasitas 

identifikasi, kontrol dan respon negara berkonflik terhadap penyakit dan 
ditambah interaksi manusia dan hewan, potensi timbulnya epidemi sangatlah 
tinggi. Selain itu konflik juga menghasilkan konsentrasi populasi pengungsi 
yang padat sehingga transmisi penyakit antara manusia ke manusia sangat 
mungkin terjadi. Kondisi sanitasi dan gizi buruk yang dapat dijumpai diantara 



Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … | 29  

para pengungsi juga dapt memperparah penanganan epidemi. Fasilitas 
kesehatan sangatlah krusial dalam memberikan respon terhadap potensi 
pandemi.(21) WHO mencatat sejak tahun 2015 – 2017 terdapat trend 
meningkat penyerangan terhadap fasilitas kesehatan dalam konflik yang 
terjadi di 13 negara. Pada tahun 2015 terdapat 256 penyerangan yang 
menewaskan 434 orang. Jumlah penyerangan terus meningkat pada tahun 
2016 (302 penyerangan) dan di tahun 2017 (322 penyerangan). Kondisi 
tersebut jelas akan mempersulit penanganan penyakit menular di daerah 
konflik. 

Dampak Globalisasi menyebabkan peningkatan biaya transportasi 
berpengaruh terhadap globalisasi dari lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. 
Salah satu efek awal globalisasi adalah memperluas jumlah pasar di mana 
perusahaan dapat menjual barang dan sumber tenaga kerja, bahan baku, dan 
produk mereka. Kedua fakta ini menyiratkan akan melangkah lebih jauh dari 
sebelumnya di seluruh dunia. Sepanjang masa lalu, produk jauh lebih 
mungkin diproduksi, dibeli, dan dikonsumsi. Peningkatan transportasi 
komoditas dapat memiliki banyak implikasi lingkungan yang negatif, termasuk:  
- Peningkatan gas rumah kaca: Ketika barang bergerak lebih lama, ia 

menggunakan lebih banyak bahan bakar dan memancarkan lebih banyak 
gas rumah kaca. Gas karbon secara signifikan mempengaruhi 
keanekaragaman hayati, peningkatan polusi, pemanasan global, dan 
pengasaman lautan di seluruh dunia.  

- Deforestasi: Mobilitas membutuhkan infrastruktur seperti jalan dan 
jembatan, terutama transportasi darat. Dua masalah yang mungkin terjadi 
karena pembangunan infrastruktur tersebut adalah hilangnya habitat dan 
terjadi kontaminasi. Penting untuk diingat bahwa kapal-kapal 
menyampaikan hampir 70% dari semua materi, seperti yang ditunjukkan 
dalam survei yang dilakukan oleh International Move Forum. Oleh karena 
itu, semakin banyak kapal yang melaut, semakin besar kemungkinan akan 
ada tumpahan atau kebocoran minyak yang besar, dan merusak habitat 
laut yang rapuh.  

- Spesies yang invasif: Setiap kontainer pengiriman dan kendaraan adalah 
rumah yang potensial bagi organisme hidup. Seperti tanaman, hewan, 
atau jamur, untuk menumpang perjalanan ke situs baru kemudian menjadi 
invasif dan berkembang tanpa pemeriksaan dan keseimbangan yang ada 
di ekosistem normalnya. Hal itu memungkinkan negara dan wilayah di 
seluruh dunia untuk memfokus cara terbaik untuk mengamankan barang-
barang dari luar daerahnya. Dalam banyak keadaan, keahlian ekonomi 
meningkatkan efisiensi produksi, di sisi lain, dapat mengakibatkan 
masalah lingkungan yang serius seperti perusakan habitat, deforestasi, 
dan penyalahgunaan sumber daya. Di bawah ini adalah beberapa contoh 
seperti: penangkapan ikan yang berlebihan di daerah pesisir seperti Asia 
Tenggara, telah berkontribusi besar terhadap berkurangnya populasi ikan 
dan polusi laut serta peningkatan ketergantungan pada tanaman komersial 
seperti tebu, cokelat, buah-buahan dan sayuran. Keadaan ini membantu 
perusakan habitat terutama di daerah beriklim tropis akibat peningkatan 



30 | Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … 

kadar karbon dioksida, pengasaman laut, perusakan (dan jenis hilangnya 
atau perusakan habitat lainnya), pemanasan global, dan flora yang 
terancam punah, semuanya berkontribusi terhadap hilangnya 
keanekaragaman hayati dunia.(22)  

 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 
- Terhadap Penyakit Tidak Menular (PTM) 
Saat ini, kesehatan telah menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri 
dan agenda global tentang keamanan, ekonomi global, dan keadilan sosial. 
Elemen kunci dari agenda ini adalah memperkuat kesehatan sebagai nilai 
sosial dan hak asasi manusia, mendukung tujuan pembangunan milenium 
PBB, mengadvokasi akses ke obat-obatan dan perawatan kesehatan primer, 
dan menyerukan negara-negara yang berpenghasilan tinggi untuk 
berinvestasi dalam berbagai inisiatif kesehatan global.(23) Oleh karena itu, 
membangun koalisi dengan masyarakat sipil, penggunaan negosiasi dan 
diplomasi oleh pembuat kebijakan kesehatan untuk terlibat dalam pembuat 
kebijakan perdagangan mengenai dampak kesehatan dari perjanjian 
perdagangan internasional, dan manajemen konflik industri adalah sangat 
penting untuk pencegahan dan pengendalian PTM. Ada kebutuhan untuk 
pendekatan yang lebih terkoordinasi di tingkat internasional dan keterlibatan 
yang lebih besar oleh sistem kesehatan dan pembuat kebijakan di seluruh 
dunia. Di sisi lain, mengembangkan dokumen strategis untuk diplomasi publik, 
mempromosikan pengembangan kapasitas dan kerja sama nasional dan 
transnasional, meletakkan dasar bagi perluasan kegiatan sektor swasta, dan 
memanfaatkan kebijakan luar negeri untuk mempromosikan kesehatan dan 
kesejahteraan nasional dapat memainkan peran kunci dalam pencegahan dan 
pengendalian PTM di tingkat nasional. Penting juga untuk membangun 
konsensus nasional, menyelaraskan kepentingan dengan diplomasi negara, 
dan memantau arena global untuk memanfaatkan peluang potensial. Juga, 
penggunaan alat pelatihan dan penelitian untuk menerjemahkan kebijakan 
luar negeri ke dalam tindakan untuk pencegahan dan pengendalian PTM 
untuk mengurangi beban penyakit ini.(24) 
 
- Terhadap Penyakit Menular 
Era baru penyakit menular dalam beberapa dekade terakhir adalah penurunan 
mortalitas dan morbiditas, terutama mortalitas anak. Hal ini menjadi salah satu 
kemenangan besar dari kesehatan. Akses yang lebih besar terhadap 
perawatan, seperti terapi (termasuk antibiotik), sanitasi yang lebih baik, dan 
pengembangan vaksin,(25) telah menjadi pendorong utama kemajuan ini. 
Mengurangi ketidakadilan dalam akses ke perawatan kesehatan dan 
meningkatkan pengawasan dan pemantauan untuk penyakit menular di 
negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah, dan pada 
populasi yang kurang terlayani di dalam negara, harus menjadi prioritas dalam 
mengatasi kemunculan dan penyebaran dari penyakit patogen. Sementara 
harapan hidup terus meningkat, dan tahun-tahun kehidupan yang hilang 
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karena penyakit menular menurun, ancaman baru penyakit menular 
kemungkinan akan datang dari infeksi yang muncul kembali. Perubahan iklim, 
khususnya, dapat mengubah kisaran patogen global, memungkinkan infeksi, 
terutama infeksi yang ditularkan melalui vektor, untuk memperluas ke lokasi 
baru. Peningkatan yang berkelanjutan dalam perjalanan, perdagangan, dan 
mobilitas global akan mengangkut patogen dengan cepat setelah 
kemunculannya. Namun, ada tandingan dari tren ini yaitu pertumbuhan 
konektivitas yang cepat dan stabil, maka perubahan struktural yang 
ditimbulkan selama pandemi COVID-19 dapat bertahan.(26) Peningkatan 
investasi dalam merespons wabah, seperti pembentukan WHO Hub for 
Pandemic and Epidemic Intelligence,  dapat membantu mengurangi ancaman 
dari infeksi yang muncul di masa depan. Selain itu, upaya untuk 
mengembangkan vaksin universal (yaitu, vaksin yang menimbulkan kekebalan 
terhadap semua jenis virus influenza atau virus corona, misalnya) dapat 
memberikan lompatan monumental ke depan dalam mengatasi infeksi saat ini 
dan masa depan.(27) Dunia yang terus berubah membutuhkan perubahan 
ilmu pengetahuan untuk mengevaluasi risiko masa depan dari penyakit 
menular. Penelitian yang lebih berwawasan ke depan, untuk bersaing dengan 
kemungkinan hasil di masa depan, diperlukan di samping analisis retroaktif 
yang biasanya mendominasi literatur. Pada saat yang sama, teknologi baru, 
termasuk kemajuan dalam pengumpulan data dan pengawasan, perlu 
dimanfaatkan. Ada banyak inovasi terbaru seputar pengawasan, mulai dari 
menafsirkan kembali informasi yang tersedia dari alat klasik seperti PCR 
hingga memanfaatkan pendekatan serologi multipleks untuk mengidentifikasi 
anomali yang mungkin menyarankan kemunculan patogen, dan ada 
peningkatan minat dalam mengintegrasikan beberapa platform pengawasan 
(dari genom ke data kasus) untuk lebih memahami penyebaran patogen.(28) 
Akhirnya, penelitian di masa depan perlu selaras dengan pandangan global 
tentang risiko penyakit. Di dunia yang semakin terhubung, risiko dari penyakit 
menular dibagi secara global. Pandemi COVID-19, termasuk sirkulasi strain 
global yang cepat berkembang, memerlukan kerangka kerja kolaboratif di 
seluruh dunia untuk penelitian dan pengendalian penyakit menular. 
 
4. Strategi Pemecahan Masalah 
 

Berdasarkan data, beberapa negara telah membuat strategi khusus 
dalam menghadapi permasalahan kesehatan global. Inggris merupakan 
negara pertama yang mengembangkan strategi kesehatan global dengan 
melibatkan kerja sama antar departemen. Strategi Kesehatan Global Inggris 
yang pertama diterbitkan pada tahun 2008. Strategi ini memiliki 5 (lima) area 
aksi, yaitu: 1. Keamanan kesehatan global yang lebih baik; 2. Sistem 
kesehatan yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih aman; 3. Organisasi 
kesehatan internasional yang lebih efektif; 4. Perdagangan yang lebih kuat, 
lebih bebas, dan kesehatan yang lebih baik; 5. Memperkuat penyusunan 
kebijakan dan implementasinya berdasarkan pada bukti. Inggris kemudian 
merevisi strategi kesehatan globalnya pada tahun 2011 untuk melakukan 
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reposisi berdasarkan perkembangan dunia pada saat itu. Dalam revisi ini, 
strategi kesehatan global Inggris memiliki 3 (tiga) area aksi (29) yaitu: 1. 
Keamanan Kesehatan Global; 2. Pembangunan Internasional; 3. 
Perdagangan untuk Kesehatan yang lebih baik. Selain itu, Public Health 
England (PHE) yang merupakan instansi penjuru Inggris untuk 
implementasinya, telah menerbitkan Global Health Strategy 2014 - 2019.(30) 
Strategi Kesehatan Global yang diterbitkan PHE, yaitu: 1. Memperbaiki 
keamanan kesehatan global, keramaian umum, kondisi ekstrem, perubahan 
iklim, bioterorisme, respon darurat, penyakit infeksi baru, ancaman lintas 
batas serta kesehatan migran dan kesehatan perjalanan; 2. Memberikan 
respon terhadap wabah dan insiden yang meresahkan dunia internasional 
serta mendukung respon kesehatan publik terhadap bencana kemanusiaan; 
3. Membangun kapasitas kesehatan publik, khususnya negara-negara yang 
berpenghasilan sedang dan rendah; 4. Membangun fokus dan kapasitas 
untuk keterlibatan pada aspek kesehatan internasional dan kesejahteraan dan 
penyakit tidak menular; 5. Memperkuat kemitraan Inggris untuk aktifitas 
kesehatan global. Dari tiga strategi yang telah diterbitkan oleh Inggris, Global 
Health Security merupakan komponen yang selalu mendapat perhatian. Hal 
ini mengisyaratkan bahwa ancaman kesehatan yang dinilai oleh pemerintah 
Inggris sebagai bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional. Inggris 
juga menekankan pada prinsip equity dalam kesehatan global. Hal ini 
dikarenakan Inggris menilai kesehatan sebagai global public good di mana 
kondisi kesehatan dalam negeri sama pentingnya dengan kondisi kesehatan 
di negara lain. Oleh karena itu, Inggris selalu mengedepankan kemitraan dan 
bantuan kepada negara lain khususnya negara miskin dan berkembang. 
Berdasarkan laporan yang dibuat oleh The All-Party Parliamentary Group on 
Global Health, Inggris menjalankan strategi Kesehatan Global dalam bentuk 
kolaborasi 4 (empat) sektor: sektor pemerintah, sektor swasta, akademisi dan 
organisasi nirlaba dan filantropis. Mekanisme ini menjadikan Inggris sebagai 
salah satu negara terdepan dalam program-program kesehatan global. 
Perancis sudah membentuk strategi kesehatan globalnya sejak tahun 2012. 
Dengan perkembangan baru terkait komitmen global seperti Addis Ababa 
Action Agenda for Development Financing, SDG, dan Paris Agreement of 
Climate Change. Perancis kemudian merilis strategi terbaru pada tahun 2017. 
Dalam dokumen tersebut, Perancis mengedepankan pendekatan koordinasi 
multisektor untuk menghadapi tantangan-tantangan Kesehatan.(31) Thailand 
menerbitkan Global Health Strategic Framework 2016-2020 pada tahun 

2015.(32) Kerangka strategi tersebut memiliki 5 (lima) strategi aksi (Thailand, 
2016), yaitu: 1. Mengembangkan keamanan kesehatan; 2. Memajukan 
kepemimpinan dan berbagi tanggung jawab dalam komunitas global; 3. 
Mempromosikan koherensi kebijakan antara kebijakan kesehatan nasional 
dan global; 4. Memperkuat sistem kesehatan yang adil; 5. Memajukan 
kapasitas aparat dan institusi serta memperbaiki kualitas informasi kesehatan 
global. Dengan mengimplementasikan framework ini, Thailand berharap dapat 
meningkatkan posisinya dalam kerja sama kesehatan global sehingga dapat 
meningkatkan keamanan kesehatan nasional sekaligus dapat berkontribusi 
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dalam mendukung pembangunan regional dan global. Thailand juga berharap 
dengan adanya strategi tersebut, dapat memaksimalkan keuntungan dari 
kerja sama ASEAN dan melindungi dampak negatif dari globalisasi. Kerangka 
kerja tersebut berfungsi sebagai panduan untuk kerja sama di antara sektor 
pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan 
keamanan kesehatan di Thailand serta sebagai panduan Thailand dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya di komunitas global dalam meningkatkan 
kesehatan dunia. Selain Inggris, Perancis dan Thailand, beberapa negara lain 
juga memiliki strategi khusus untuk kesehatan global. Amerika Serikat telah 
menerbitkan Global Strategy of the U.S. Department of Health and Human 
Services 2015 – 2019. Swiss: Strategic Frameworks 2015-2019. Jepang 
(Strategy for Global Health Diplomacy), Italia (The Italian Cooperation on 
Global Health: Guiding Principles 2014 – 2016), Jerman (Shaping Global 
Health Taking Joint Action Embracing Responsibility, The Federal 
Government’s Strategy Paper) dan Kamboja (Cambodia Global Health 
Initiative Strategy 2010- 2015) untuk strategi kesehatan global.(11) 

Kerja Sama Internasional dalam Kesehatan Global yang merespon isu-
isu kesehatan global seperti yang dijelaskan di atas, perkembangannya saat 
ini semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat dari kesepakatan-kesepakatan 
dan negosiasi-negosiasi internasional di berbagai level, baik multilateral dan 
regional dan bilateral. Perkembangan ini tentu saja memberi peluang bagi 
perluasan ruang kerja sama internasional di negara-negara di dunia, termasuk 
Indonesia. Sejak tahun 1851 hingga 1900, telah diselenggarakan 10 (sepuluh) 
International Sanitary Conferences(15) antara lain The World Health Report 
2007: a safer future: global public health security in the 21st century,(Geneva, 
WHO, 2007) dan pada tahun 1892, International Sanitary Regulations. Tiga 
tahun setelah dibentuk, International Sanitary Regulations direvisi pada tahun 
1951 dan tahun 1969 menjadi International Health Regulations 
(IHR).(Geneva, WHO, 2007) Dalam rangka menciptakan sistem peringatan 
dan respon global yang efektif terhadap pandemi, WHO membentuk Global 
Outbreak Alert and Response Network (GOARN) pada tahun 1969,(15) 
GOARN merupakan kemitraan teknis dari institusi dan jaringan yang ada 
dalam rangka mengumpulkan sumber daya manusia dan teknis untuk 
melakukan identifikasi, konfirmasi dan respon yang cepat terhadap wabah 
internasional. Dalam periode 2000 hingga 2005, terdapat lebih dari 70 respon 
terhadap wabah internasional melalui mekanisme GOARN.(15) 
 
5. Rencana Tindak Lanjut 
 

Pemerintah memiliki agenda pembangunan 2020-2024 antara lain: 1. 
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. 2. 
Mengembangkan wilayah untuk megurangi kesenjangan. 3. Meningkatkan 
SDM berkualitas dan berdaya saing, yang tebih dititikberatkan pada 
pemenuhan layanan dasar. 4. Revormasi mental dan pembangunan 
kebudayaan. 5. Memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan 
ekonomi dan pelayanan dasar. 6. Membangun lingkungan hidup, 
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meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. 7. Memperkuat 
stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.  

Tujuan kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya status 
kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan lingkungan 
dengan kegiatan prioritas penguatan gerakan masyarakat hidup sehat 
(Germas) dan proyek prioritas pengembangan lingkungan sehat.  

Sasaran kegiatan penyehatan lingkungan adalah meningkatnya 
penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan dengan kegiatan prioritas 
dalam penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) adalah 
jumlah kabupaten/kota sehat. Proyek prioritas kegiatan adalah : 
1. Presentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) 

sebanyak 90%  
2. Jumlah kabupaten/kota sehat sebanyak 420 kabupaten/kota  
3. Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya 

sesuai standar sebanyak 76%. 
Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan kementerian kesehatan 

yang terkait Penyehatan Lingkungan adalah penguatan pelayanan kesehatan 
primer. Kemampuan Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem 
informasi kesehatan mutu perencanaan di tingkat Puskesemas dan 
kemampuan teknis untuk pelaksanan deteksi dini masalah kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan. 
Secara teknis kebijakan kegiatan penyehatan lingkungan adalah peningkatan 
keterpaduan program preventif dan promotif penyehatan lingkungan. Strategi 
meningkatnya kesehatan lingkungan berdasarkan Renstra adalah:  
1. Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, 

Walikota/Bupati yang dapat menggerakkan sektor lain di daerah untuk 
berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan seperti 
peningkatan ketersediaan sanitasi dan air minum layak serta tatanan 
kawasan sehat  

2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan 
kemampuan dan kondisi permasalahan kesehatan lingkungan di masing-
masing daerah  

3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi  
4. Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 

melalui pertemuan jejaring AMPL, Pembagian peran SKPD dalam 
mendukung peningkatan akses air minum dan sanitasi 5. Peningkatan 
peran Puskesmas dalam pencapaian desa/kelurahan Stop Buang Air 
Besar Sembarangan (SBS). 6. Meningkatkan peran daerah potensial yang 
melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim  

Sedangkan secara teknis strategi Penyehatan Lingkungan adalah sebagai 
berikut :  
1.  Melaksanakan review dan memperkuat regulasi tentang baku mutu 

kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan media lingkungan  
2.  Melaksanakan advokasi dan sosialisasi bidang penyehatan lingkungan  
3.  Melaksanakan intensifikasi, akselerasi dan inovasi program penyehatan 

lingkungan  
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4.  Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia di bidang penyehatan 
lingkungan  

5.  Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan bidang penyehatan lingkungan  
6.  Memperkuat manajemen logistik dan aset bidang penyehatan lingkungan  
7. Meningkatkan surveilans dan aplikasi teknologi informasi bidang 

penyehatan lingkungan  
8.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pendampingan teknis bidang 

penyehatan lingkungan  
9.  Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program  
10. Meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna, rekayasa lingkungan 

dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta analisis dampak kesehatan 
lingkungan. (Rencana Aksikementerian Kesehatan Direktorat Jenderal 
Kesehatan Masyarakat, 2020) 

 
Mengkontrol Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Tidak Menular 
(PTM) 

PTM adalah pembunuh diam-diam yang mengancam kesehatan tanpa 
menunjukkan gejala apa pun sampai masalah berkembang ke stadium lanjut. 
Pasien dengan PTM, atau orang dengan kerentanan membutuhkan 
perawatan jangka panjang, proaktif, dan berkelanjutan. Perawatan kesehatan 
primer dapat mengatur dan memberikan strategi perawatan kesehatan untuk 
mengelola PTM di setiap komunitas dan untuk mendeteksi penyakit pada 
tahap awal. Dengan demikian, mereka dapat secara signifikan mengatasi 
tantangan terkait dengan biaya tinggi di sektor kesehatan. Beberapa 
penelitian telah membuktikan bahwa faktor gaya hidup memiliki hubungan 
langsung dengan risiko kanker dan mengubah gaya hidup, dalam pendekatan 
yang positif, dapat meminimalkan beban kanker. Faktor risiko utama kanker 
adalah usia, jenis kelamin, alkohol, merokok, riwayat penyakit keluarga, dan 
makanan.(34) Kanker dapat dicegah dengan mengubah perilaku: perbaikan 
pola makan, aktivitas fisik, pengendalian berat badan, manajemen obesitas, 
pencegahan tembakau, seks aman dan pengendalian virus onkogenik, 
perlindungan matahari, obat-obatan, dan konsumsi alkohol yang lebih 
rendah.(35) Penurunan dramatis dalam semua kematian terkait penyakit 
kardiovaskular telah dicatat di negara-negara berpenghasilan tinggi, 
sedangkan peningkatan yang signifikan terdapat di negara-negara yang 
berpenghasilan rendah dan menengah.(36) Kendala utama yang 
menyebabkan peningkatan jumlah pasien PTM di masyarakat berpenghasilan 
rendah dan menengah adalah tidak adanya rencana yang dirancang dengan 
baik untuk menghentikan terjadinya dan penyebaran penyakit. Setiap negara 
perlu menyiapkan rencana pengelolaannya, tidak hanya dengan model 
penanggulangan dari negara-negara berpenghasilan tinggi. Beberapa model 
yang berhasil telah diverifikasi, dengan mempertimbangkan strategi berbiaya 
rendah untuk mencegah, mendiagnosis, dan mengobati PTM. Misalnya, 
strategi hemat biaya telah dikembangkan di Kenya untuk mendiagnosis 
diabetes dan hipertensi pada tahap awal kehidupan. Sementara petugas 
kesehatan mengunjungi rumah-rumah untuk memeriksa infeksi human 
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immunodeficiency virus (HIV), mereka juga mengukur kadar glukosa darah 

dan tekanan darah. Selanjutnya, diabetes tipe 2 adalah pandemi global yang 
sangat mempengaruhi kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi 
global.(37) Federasi Diabetes Internasional melaporkan bahwa ada 415 juta 
orang yang hidup dengan diabetes tipe 2 pada tahun 2015, dan 
memperkirakan bahwa jumlahnya pada tahun 2040 dapat meningkat menjadi 
642 juta, yang disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Interaksi 
genetik-lingkungan menginduksi resistensi insulin dan disfungsi sel β. Epidemi 
diabetes tipe 2 dalam beberapa dekade terakhir tidak hanya dikaitkan dengan 
perubahan gen, tetapi perubahan lingkungan juga memainkan peran penting 
dalam peningkatan prevalensi diabetes tipe 2.(37) Namun, epidemi diabetes 
mellitus global membutuhkan pendekatan inovatif untuk pencegahan.(38) 
Pentingnya mencegah PTM muncul dari dampak langsung PTM terhadap 
penurunan tingkat pendapatan nasional. Kehilangan produktivitas dalam skala 
besar adalah hasil dari ketidakmampuan untuk bekerja dan seringnya 
ancaman ketidakhadiran terhadap perekonomian nasional. Strategi 
manajemen untuk mencegah PTM didasarkan pada manajemen faktor risiko 
yang membahas tingkat individu, masyarakat, negara, dan global, dengan 
tindakan, seperti alokasi sumber daya, kemitraan multi-sektoral, manajemen 
pengetahuan dan informasi dan inovasi. Dimensi yang paling penting dari 
strategi pencegahan adalah manajemen gaya hidup di tingkat individu dan 
dengan fokus pada tindakan, inovasi tersebut, yang dapat membantu 
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran manajemen faktor risiko, untuk 
mengambil keputusan kebijakan kesehatan di tingkat negara dan untuk 
mengembangkan strategi kesehatan di tingkat global. Pentingnya 
kepemimpinan untuk proses manajemen perubahan dan membutuhkan 
penciptaan pendekatan baru untuk pencegahan PTM.(11) Di tingkat global, 
WHO dan badan-badan PBB dapat bekerja sama untuk merancang kebijakan 
dan strategi untuk mengurangi risiko PTM.(39) Penting untuk memantau PTM 
dan menilai kemajuannya di tingkat nasional, regional dan global. Organisasi 
ini dapat mendukung penelitian dan mendorong kolaborasi antara lembaga 
kesehatan nasional dan internasional dan lembaga akademik. Selanjutnya, 
asap tembakau, sebagai faktor umum dari empat jenis utama PTM, harus 
dikendalikan. WHO menawarkan bantuan kepada perokok yang memiliki 
keinginan untuk berhenti menggunakan produk tembakau dan menerapkan 
aturan untuk mengusulkan lingkungan bebas asap rokok. Selanjutnya, WHO 
secara hukum, melindungi kebijakan pengendalian tembakau dari 
kepentingan komersial industri tembakau. Di tingkat negara, setiap 
pemerintah perlu merancang rencananya berdasarkan ekonominya. Beberapa 
strategi berbiaya rendah dan sangat efektif tersedia untuk mencegah dan 
mengelola PTM.(40) Misalnya, mendorong orang untuk berolahraga untuk 
aktivitas fisik adalah faktor paling efektif yang dapat dengan mudah 
mempengaruhi pencegahan PTM, dan pada saat yang sama hemat waktu 
dan biaya. Selain itu, peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung sistem 
perawatan kesehatan primer harus diberlakukan untuk memberikan layanan 
kesehatan kepada semua anggota masyarakat. Untuk mencapai kemajuan 
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skala besar, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai organisasi non-
pemerintah, sekolah, dan universitas, untuk memberikan saran tentang 
modifikasi gaya hidup dan  memperingatkan orang tentang risiko PTM. Di 
tingkat masyarakat, pusat dan lembaga penelitian dapat berkontribusi secara 
signifikan terhadap pencegahan PTM dengan melakukan proyek dan program 
penelitian. Memfokuskan penelitian pada bioteknologi pangan dan pertanian 
memiliki pengaruh langsung terhadap risiko PTM.(38,41) Pengembangan alat 
diagnostik memungkinkan deteksi biomarker yang cepat terhadap PTM 
dengan sensitivitas tinggi, yang kemudian berkontribusi pada pengobatan 
yang lebih mudah dan penyembuhan yang cepat.(42) Namun, untuk 
mencapai standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan mendorong 
individu dan keluarga untuk mengikuti gaya hidup sehat.(43) 
Mengkontrol Pemanasan Global  
Ada banyak cara untuk menghentikan konsekuensi pemanasan global:  
1 Berhenti terhadap deforestasi dan menanam lebih banyak pohon: Sejauh 

ini, ini adalah cara paling sederhana untuk melindungi dunia dari bahaya 
pemanasan global. Akumulasi skala besar karbon dioksida atmosfer atas 
pemanasan global. Di sisi lain, menanam pohon dapat membantu 
menyerap gas beracun ini, mengatur kuantitasnya di atmosfer, dan 
mengurangi pemanasan global dengan mengurangi efek rumah kaca.  

2 Gunakan kembali dan daur ulang komoditas: Menggunakan kembali dan 
mendaur ulang berbagai produk yang digunakan manusia setiap hari juga 
dapat membantu berkontribusi pada perang melawan pemanasan global. 
Misalnya, kertas daur ulang akan memastikan bahwa penebangan pohon 
skala besar untuk produksi kertas dihentikan, dan pohon-pohon ini akan, 
pada gilirannya, menyerap karbon dioksida di atmosfer dan mengurangi 
pemanasan global.  

3 Mendorong penggunaan makanan organik: Salah satu strategi yang paling 
efektif untuk memerangi pemanasan global adalah untuk mendorong 
makanan organik. Tanah organik memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi 
untuk menyerap karbon dioksida daripada tanah pertanian konvensional. 
Menurut perkiraan, beralih ke pertanian untuk produksi pangan dapat 
menghemat 580 miliar pon emisi CO2.  

4 Manfaatkan kendaraan secara efisien: Kendaraan memancarkan sejumlah 
besar karbon dioksida ke atmosfer, menjadikannya salah satu sumber 
utama polusi. Manusia dapat berusaha untuk mengurangi polusi secara 
signifikan jika ada adaptasi teknologi modern seperti lebih sedikit 
kendaraan mobil. Namun, akan lebih baik untuk menggunakan angkutan 
umum atau sarana transportasi lain yang bermanfaat bagi lingkungan 
seperti bersepeda,  

5 Penggunaan sumber energi alternatif: Beralih ke energi terbarukan seperti 
tenaga surya dan angin adalah salah satu solusi pemanasan global yang 
paling banyak dibahas. Sumber daya alam ini mungkin hanya 
menyediakan energi dan menggantikan bahan bakar fosil. Cukup 
menghilangkan bahan bakar fosil akan membantu mengurangi sejumlah 
besar karbon dioksida yang dilepaskan ke langit setiap hari.(44)  
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6. Kesimpulan dan Saran 
 
- Rencana aksi kegiatan penyehatan lingkungan dalam periode waktu 2020-

2024 disusun sebagai wujud operasionalisasi Rencana Strategis 
Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Pengendalian 
Terhadap penyakit dan penyehatan lingkungan, selain mengupayakan 
penyelesaian masalah kesehatan lingkungan di masa depan, serta 
merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan 
kegiatan, pemantauan dan penilaian dalam kurun waktu 5 tahun. 
Diharapkan melalui penyusunan rencana aksi kegiatan penyehatan 
lingkungan memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan 
kesehatan khususnya untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan 
kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan 
komitmen nasional dan `global.(Rencana Aksi Kementerian Kesehatan 
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2020) 

- Penyakit tidak menular merupakan tantangan utama dalam sistem 
kesehatan. Manajemen faktor risiko sangat penting dalam manajemen 
PTM. Pengelolaan PTM membutuhkan banyak strategi dari beberapa 
perspektif dan pada tingkat yang berbeda, termasuk tingkat individu dan 
negara. Berdasarkan hipotesis dapat disimpulkan bahwa strategi modern 
untuk pengelolaan PTM harus berorientasi pada tingkat individu, di mana 
individu bertanggung jawab atas kesehatan mereka hanya dengan 
mengikuti gaya hidup sehat. Penting untuk menggabungkan pencapaian 
ilmiah modern dan keputusan inovatif, berkaitan dengan rasionalitas nutrisi 
dan efek positif pada kesehatan manusia. Pemerintah dan organisasi 
internasional harus membuat orang sadar akan kesehatan dan lingkungan 
mereka untuk membuat dunia menjadi tempat yang aman dan sehat. Dari 
perspektif lain, perlu penelitian untuk mendukung penemuan teknik baru 
dalam meningkatkan bioteknologi pangan. Lebih lanjut, menemukan 
platform diagnostik yang cepat dan sensitif untuk mendeteksi PTM di 
perawatan sistem kesehatan. Inovasi yang sangat penting untuk 
mengatasi krisis PTM yang berkembang adalah promosi  gaya hidup 
sehat, perilaku makan sehat dan berhenti merokok.  
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1. Latar Belakang 
 

Varietas unggul merupakan salah satu faktor utama yang menentukan 
tingginya produksi yang diperoleh. Salah satu usaha yang dilakukan untuk 
meningkatkan produksi yakni dengan perakitan kultivar unggul baru. Perakitan 
suatu kultivar unggul baru dimulai dengan penyediaan populasi dasar sebagai 
populasi untuk seleksi berdasarkan berbagai karakter yang diinginkan, baik 
karakter-karakter komponen hasil maupun karakter-karakter morfologis yang 
berkolerasi dengan hasil[1]. 

Pemuliaan tanaman dengan menggunakan sistem budidaya organik 
merupakan upaya meningkatkan benih yang diproduksi secara organik dari 
varietas konvensional, tetapi juga mendesak untuk mengkombinasikan 
program pemuliaan untuk varietas yang beradaptasi lebih baik. Kontribusi 
tidak hanya untuk kebutuhan petani organik yang membutuhkan kultivar lebih 
baik beradaptasi dengan sistem pertanian mereka, tetapi juga untuk 
pengembangan pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi 
input eksternal. Pemuliaan tanaman organik adalah strategi penting untuk 
mencapai tujuan dari sistem pertanian berkelanjutan[2,3].  

Praktik pengelolaan tanaman secara organik dapat meningkatkan 
kualitas tanaman, hal ini juga berpengaruh terhadap respon fisiologi tanaman 
tersebut, penerapan kombinasi dan penanaman pada waktu yang tepat akan 
meningkatkan kandungan protein yang terdapat pada tanaman kedelai 
sehingga berpengaruh kepada kualitas dan hasil panen dari kedelai. Interaksi 
faktor-faktor pada penggunaan kultivar hasil pemuliaan dengan praktik 
budidaya organik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan 
dan produktivitas kedelai sehingga juga dapat beradaptasi di daerah baru[4]. 

Pertanian organik merupakan sistem pertanian yang memanfaatkan 
bahan organik dalam bentuk produk buangan tanaman ataupun ternak 
dengan tujuan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Tanah 
dan sumber air dikelola dengan baik sehingga residu kimia yang terkandung 
dalam produk selama budidaya dapat diminimalisasi. Oleh karena itu produk 
pertanian organik dinilai lebih aman terhadap kesehatan dan kelestarian 
lingkungan. Seleksi tidak langsung di bawah input rendah dapat berguna 
untuk memperoleh genotipe-genotipe dalam suatu plasma nutfah, yang 
membaginya ke dalam kelompok genotipe yang mampu beradaptasi dengan 
input tinggi dan genotipe yang mampu beradaptasi dengan input rendah dan 
kondisi organik[5,6]. 
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2. Masalah 
 

Pertanian organik kini mulai dikenal seiring dengan adanya permintaan 
bahan pangan yang berkualitas dan bebas bahan kimia. Pertanian organik 
penting untuk perbaikan ekosistem pertanian yang kian rusak terpapar bahan 
sintetik atau kimiawi seperti pupuk an organik, pestisida, fungisida serta 
pemakaian senyawa zat kimia lainnya. 

Pemuliaan organik adalah salah satu langkah dalam mewujudkan 
pertanian berkelanjutan dengan menciptakan benih yang tahan terhadap 
beberapa teknik budidaya. Varietas tahan adalah salah satu cara praktik 
budidaya untuk pengendalian hama/penyakit yang ekonomis, berkelanjutan 
dan aman bagi lingkungan. Namun, di Indonesia cara tersebut belum secara 
intensif digunakan sebagaimana tanaman padi. Hal ini karena beberapa 
alasan antara lain: 1) terbatasnya sumber ketahanan yang tersedia dalam 
koleksi plasma nutfah kedelai, 2) kesulitan penggabungan sifat tahan melalui 
pemuliaan konvensional, 3) program pemuliaan tahan hama/penyakit bukan 
prioritas, dan 4) kerjasama antara peneliti dengan pemulia tanaman belum 
terpadu[7].  

 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 

Metode Pemuliaan Tanaman dengan menggunakan sistem budi daya 
organik ini sebagai sebuah solusi pertanian berkelanjutan dalam melestarikan 
dan memperbaiki ekosistem pertanian yang ada. Pelaksanaan budidaya 
pertanian organik hampir sama dengan pemuliaan organik. Pembedanya, 
unsur pelaksanaan pemuliaan organik bisa merupakan kegiatan seleksi awal 
yang dilakukan untuk perakitan galur dengan budidaya masukan rendah. 
Perakitan kultivar unggul baru yang dimulai dengan penyediaan populasi 
dasar sebagai populasi untuk seleksi melalui hibridisasi (persilangan). 

Keragaman genetik diperlukan pada materi awal genetik. Keragaman 
genetik merupakan syarat mutlak dalam keberhasilan suatu program 
pemuliaan tanaman. Keragaman genetik yang luas dari suatu karakter pada 
populasi menyebabkan semakin bervariasi sifat yang ada pada karakter yang 
mencerminkan pengendalian genetik pada populasi. Pengendalian genetik 
yang tinggi pada karakter maka peluang untuk mendapatkan genotip dengan 
sifat karakter yang lebih baik melalui seleksi semakin besar[8]. 

Keragaman adalah perbedaan yang ditimbulkan dari suatu penampilan 
populasi tanaman[9]. Karakter yang memiliki keragaman genetik luas maka 
akan memiliki keragaman fenotipe luas juga, demikian juga sebaliknya. Hal ini 
karena keragaman fenotipe dipengaruhi oleh keragaman genetik dan 
keragaman lingkungan[10].  

Sistem pemuliaan produk organik bergantung pada pemeliharaan atau 
peningkatan bahan organik tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah secara 
fisik, kimia, dan biologis, untuk menopang produksi tanaman. Kesuburan 
tanah adalah dipertahankan terutama melalui penggunaan tanaman 
pembentuk kesuburan polong-polongan, siklus  hara  pada  pertanian dan  
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aplikasi  pupuk  hijau,  pupuk kandang dan kompos secara teratur. Tingkat 
bahan organik tanah, unsur hara makro, dan unsur hara mikro naik oleh input 
organik tetapi tingkat akhirnya juga tergantung pada laju dekomposisi, sifat 
tanah, dan kondisi iklim. Efek bersih dari pengelolaan ini merupakan 
peningkatan penyerapan karbon tanah di beberapa sistem pertanian 
organik[11].   

 
4. Strategi Pemecahan Masalah 
 

Penambahan bahan organik seperti kotoran sapi, ayam dan kambing 
merupakan langkah penting dalam memperbaiki kesuburan tanah, setiap 
kotoran ternak yang berbeda memiliki kandungan unsur hara yang berbeda. 
Unsur hara yang paling dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan 
berimbang adalah unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur hara nitrogen 
berperan merangsang pertumbuhan daun, cabang dan pembentukan klorofil. 
Fosfor dan kalium berperan dalam merangsang perkembangan akar, 
mempercepat pembungaan dan pemasakan biji[12].  
 Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari 
tumbuhan, mempunyai kandungan bahan aktif yang dapat mengendalikan 
serangga hama. Sejarah telah mencatat bahwa pemanfaatan pestisida nabati 
sebenarnya sudah dipraktikkan sejak tiga abad yang lalu. Pada tahun 1690, 
petani di Perancis menggunakan perasan daun tembakau untuk 
mengendalikan hama kepik pada buah persik. Pada tahun 1800, bubuk 
tanaman pirethrum digunakan untuk mengendalikan kutu daun. Pestisida 
nabati dapat dibuat dengan mengolah biji, daun, akar, rimpang menjadi cairan 
berupa ekstrak dan minyak, serta bentuk padat (tepung dan abu). 
Mengekstrak biji, daun, akar, dan rimpang dapat menggunakan pelarut 
organik, ataupun ekstraksi sederhana dengan menggunakan pelarut air. 
Minyak yang di hasilkan dari pengepresan biji dapat digunakan sebagai 
pestisida nabati. Kandungan senyawa aktif pada biji umumnya lebih tinggi 
dibanding pada daun[13,14]. 

 Studi kelayakan pemuliaan organik ini adalah memperoleh tanaman 
yang secara genetik mampu dibudidayakan dengan budidaya organik, dengan 
kisaran produksi yang lebih baik atau sama dengan kisaran produksi pada 
budidaya optimum. Penelitian yang dilakukan diharapkan menghasilkan 
produksi yang lebih aman dan berkualitas bagi kesehatan dan mengelola 
kelestarian lingkungan dengan baik menuju sistem pertanian berkelanjutan. 
 
5. Rencana Tindak Lanjut 
 

Rencana tindak lanjut adalah: (1) melakukan penelitian dengan 
membentuk populasi dasar melalui perakitan genetik dengan teknik 
persilangan. Keturunan atau generasi kedua (F2) hasil persilangan 
merupakan generasi yang memiliki rekombinasi gen (keragaman genetik) 
paling maksimum sehingga pada generasi F2 ini merupakan pilihan terbaik 
dalam melakukan seleksi untuk kegiatan pemuliaan tanaman; dan (2) 
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melakukan kerjasama dengan pemulia tanaman lainnya dalam menghasilkan 
tanaman unggul melalui pemuliaan organik. Kegiatan seleksi ini nantinya 
diharapkan menghasilkan varietas adaptif lingkungan melalui pemuliaan 
organik. Varietas unggul komersil juga dapat digunakan untuk menghasilkan 
produksi benih organik pada satu generasi penanaman melalui pemuliaan 
organik. 

Untuk mengetahui keragaman dan heritabilitas tanaman perlu 
dilakukan pengamatan karakter tanaman. Karakter tanaman, seperti tinggi 
tanaman, potensi hasil, dan lain-lain secara umum terbagi menjadi dua, yaitu 
karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Karakter kualitatif adalah karakter-
karakter yang perkembangannya dikondisikan oleh aksi gen atau gen-gen 
yang memiliki sebuah efek yang kuat atau dikendalikan oleh sedikit gen, 
seperti warna bunga, bentuk bunga, bentuk buah, bentuk daun, serta 
ketahanan terhadap cekaman hama/penyakit [15,16] 

Ketahanan tanaman bersifat (1) genik, yaitu sifat tahan yang diatur 
oleh sifat genetik yang dapat diwariskan, (2) morfologik, yaitu sifat tahan 
karena sifat morfologi tanaman yang tidak menguntungkan bagi 
hama/patogen, dan (3) kimiawi, yaitu sifat tahan karena zat kimia yang 
dihasilkan tanaman [17, 18, 19, 20]. Berdasarkan susunan dan sifat gen, ketahanan 
genetik dapat dibedakan menjadi: (1) monogenik, yaitu sifat tahan yang diatur 
oleh satu gen dominan atau resesif, (2) oligogenik, yaitu sifat tahan yang 
diatur oleh beberapa gen yang saling menguatkan, dan (3) poligenik, yaitu 
sifat tahan yang diatur oleh banyak gen yang saling menambah dan masing-
masing gen memberikan reaksi yang berbeda sehingga timbul ketahanan 
dengan spektrum luas [18]. 
 Interpretasi dan pemanfaatan informasi interaksi G × E (Interaksi 
Genotipe x Lingkungan) bervariasi antar peneliti, interaksi G × E dapat 
mempengaruhi kemajuan seleksi dan sering mengganggu dalam seleksi 
genotipe-genotipe unggul[21]. Interaksi G × E sering mempersulit pengambilan 
pilihan dari suatu percobaan varietas uji multilokasi yang kisaran 
lingkungannya luas. Informasi interaksi G × E sangat penting bagi negara-
negara yang variabilitas biogeofisiknya luas seperti Indonesia. Pemulia dapat 
memanfaatkan potensi lingkungan spesifik dalam kebijakan penentuan 
penerapan kebijakan wilayah sebaran suatu varietas unggul baru. Ada dua 
alternatif pilihan, yaitu : (1) melepas varietas unggul baru dengan potensi hasil 
tinggi untuk kisaran spasial yang luas (wide adaptability), (2) melepas varietas 
unggul baru dengan potensi hasil tinggi pada wilayah tumbuh yang spesifik 
(spesifik lingkungan tumbuh-specific adaptability)[22]. 
Hasil yang diperoleh diharapkan sebagai bahan informasi bagi 
pengembangan pemuliaan tanaman melalui pertanian organik. 

 
6. Kesimpulan 
 

Pemuliaan tanaman dengan menggunakan sistem budidaya organik 
merupakan upaya meningkatkan benih yang diproduksi secara organik dari 
varietas konvensional, sekaligus juga mendesak untuk mengkombinasikan 
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program pemuliaan untuk varietas yang beradaptasi lebih baik. Kontribusi 
tidak hanya untuk kebutuhan petani organik yang membutuhkan kultivar lebih 
baik beradaptasi dengan sistem pertanian mereka, tetapi juga untuk 
pengembangan pertanian berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi 
input eksternal. Pemuliaan tanaman organik adalah strategi penting untuk 
mencapai tujuan dari sistem pertanian berkelanjutan. Produk pertanian 
organik dinilai lebih aman terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. 
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1. Latar Belakang 
 

Bentuk pertumbuhan nasional tidak dapat dipisahkan dari 
pembangunan fisik (material) dan moral (spiritual) yang arahnya sejalan 
dengan konstitusi dan Pancasila. Lingkungan memiliki hubungan yang sangat 
kuat dalam pembangunan, dimana lingkungan akan memberikan berbagai 
manfaat yang berdampak langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan 
manusia. Tujuan nasional yang tentunya untuk mewujudkan cita-cita nasional 
sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.  

Pertumbuhan suatu negara akan ditentukan oleh bagaimana ia 
mengimplementasikan kemajuan di semua disiplin ilmu dan menawarkan arah 
dasar dalam pembangunan nasional. Akibatnya, akan ada keseimbangan 
manfaat dari pembangunan ini terhadap tujuan nasional. Pembangunan 
spiritual adalah pertumbuhan jiwa dalam hubungan antara lingkungan dengan 
manusia sebagai modal dasar dalam pembangunan, khususnya dengan 
memperhatikan lingkungan sebagai sarana pencapaian tujuan nasional. 
Namun, dalam proses pembangunan, kita sering mengabaikan 
konsekuensinya terhadap lingkungan. (Wahyuningsih et al, 2021) 

Lingkungan fisik dikaitkan dengan kesehatan fisik dan mental, kinerja 
kognitif, dan perilaku penggunanya seperti yang ditunjukkan dalam berbagai 
penelitian. Sebagai contoh, dalam literatur epidemiologi terdapat dua aspek 
lingkungan fisik yang telah diperiksa secara dominan dalam kaitannya dengan 
kesehatan, kognisi, dan perilaku manusia berupa polusi udara dan ruang 
hijau. Kedua aspek fisik lingkungan ini biasanya menghasilkan hasil yang 
serupa, seperti kesehatan fisik, kognisi, dan kesehatan mental yang 
berhubungan negatif dengan paparan polusi udara. (Mueller et al, 2019) 

Berbagai penyakit juga bisa disebabkan oleh faktor lingkungan yang 
tidak sehat. Kemajuan pembangunan dapat terhambat oleh kesehatan 
penduduk yang buruk. Menurut Kerangka Pengembangan Statistik 
Lingkungan (FDES) yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO), lingkungan yang tidak sehat menjadi penyebab lebih dari sepertiga 
beban penyakit pada anak-anak dan seperempat beban penyakit global 
secara keseluruhan. FDES membagi banyak jenis penyakit ke dalam kategori 
tergantung pada asal penyakit tersebut, seperti penyakit yang ditularkan 
melalui udara, penyakit yang ditularkan melalui air, penyakit yang disebarkan 
oleh vektor penyakit menular, masalah kesehatan yang disebabkan oleh 
paparan radiasi UV yang berlebihan, dan penyakit yang berhubungan dengan 
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bahan kimia berbahaya serta radiasi nuklir. Berbagai penyakit yang timbul 
secara fisik juga berhubungan dengan kesehatan mental dimana penyakit fisik 
dapat menimbulkan beban mental karena menimbulkan kecemasan. (Badan 
Pusat Statistik, 2016) 

Konsep pembangunan berkelanjutan telah dipraktikkan oleh 
pemerintah Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah 
nasional (RPJMN 2015-2019). Salah satu kebijakan yang terkait dengan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah ekonomi hijau, yang 
bertujuan menyeimbangkan keberlanjutan dan pemanfaatan untuk mengelola 
dan menggunakan sumber daya alam dengan lebih baik. Di Indonesia, 
gagasan pembangunan berkelanjutan saat ini banyak menitikberatkan pada 
sisi lingkungan. Ada empat tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan 
kelestarian lingkungan, antara lain : 

1. Perbaikan lingkungan. 
2. Meningkatkan konservasi dan restorasi sumber daya hutan. 
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya maritim. 
4. Meningkatkan akurasi informasi perubahan iklim, bencana alam, dan 

kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 
Menurut Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 perubahan kedua, setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan 
lingkungan hidup yang menyenangkan dan sehat, serta memperoleh 
pelayanan Kesehatan. Termasuk kesehatan mental yang merupakan 
terwujudnya keserasian yang sesungguhnya antara fungsi-fungsi kejiwaan 
dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri serta 
lingkungannya. (Badan Pusat Statistik, 2016) 

 

2. Masalah 
 
Pada era globalisasi, didapati banyak kemajuan dalam pembangunan 

namun tidak sedikit dari pembangunan tersebut yang berdampak pada 
kerusakan lingkungan sehingga terjadi perubahan pada keadaan lingkungan 
yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia di lingkungan itu sendiri. 
Dimana perubahan lingkungan dapat berdampak pada kesehatan baik fisik 
maupun mental.  

Lingkungan hidup dapat mempengaruhi kesehatan secara fisik, seperti 
penyakit menular, wabah, endemi dan pandemi. Namun tidak hanya secara 
fisik, perubahan pada lingkungan juga mempengaruhi kesehatan mental dari 
berbagai segi. Berbagai penyakit dapat muncul dari keadaan lingkungan yang 
tidak baik, keadaan lingkungan yang mengkhawatirkan seperti kerusakan 
lingkungan, perubahan iklim, konservasi alam yang buruk dan bencana alam 
serta peristiwa ekstrim yang timbul pada pembangunan di era globalisasi jika 
pembangunan yang berlangsung terjadi tanpa disertai wawasan mengenai 
lingkungan (Gruebner et al ya, 2017).   

Selain menyebabkan gangguan secara fisik, kerusakan alam juga 
menyebabkan beban mental bagi manusia yang mengalaminya. Perubahan 
iklim ekstrim, kekurangan sumber daya alam serta polusi lingkungan sangat 
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berpengaruh pada kesehatan mental. Oleh karena berbagai kerusakan 
lingkungan dapat menjadi beban kekhawatiran yang dapat menimbulkan 
kecemasan dan mengganggu kesehatan mental. Selain itu, lingkungan 
perkotaan di era globalisasi juga dikaitkan dengan kejadian stresor sosial 
yang tinggi. Pada studi secara langsung menunjukkan bahwa stresor dikaitkan 
dengan keadaan lingkungan dan stress sosial yang memperlihatkan adanya 
perubahan pada struktural dan fungsional otak. (Krabbendam et al, 2021) 

Saat ini kesehatan mental menjadi topik yang sering dibahas dan 
sangat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pada era globalisasi dengan 
pembangunan yang begitu cepat, pembangunan Indonesia berwawasan 
lingkungan harus diterapkan pada era globalisasi dengan harapan 
pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan dapat mengurangi 
dan mencegah berbagai masalah dan penyakit termasuk penyakit mental. 

Pembangunan Indonesia di era globalisasi harus memikirkan berbagai 
aspek dan berkesinambungan. Aspek lingkungan hidup telah menjadi salah 
satu titik berat dalam konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan 
untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan gambaran yang 
jelas mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup 
sehingga pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan 
maksimal.  Pembangunan nasional yang diinginkan adalah pembangunan 
yang berkeadilan sosial dari generasi ke generasi dan pembangunan yang 
melestarikan fungsi serta kemampuan ekosistem dalam memberikan 
layanannya. Permasalahan lingkungan hidup dapat tercermin dari kondisi dan 
kualitas lingkungan. 
 
3.  Pemikiran pemecahan masalah 

 
Perlunya dukungan sumber daya manusia serta pemberian edukasi 

pengetahuan mengenai ekoliterasi yang diterapkan terutama untuk para 
pelajar dari berbagai tingkat dan jenis keilmuan, agar pengetahuan mengenai 
wawasan lingkungan dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu. Sehingga 
pembangunan pada era globalisasi dapat sejalan dengan pembangunan yang 
berawawasan lingkungan yang juga akan berdampak baik pada kualitas 
lingkungan, yang dapat memperbaiki kualitas hidup manusia sehingga dapat 
mengurangi kejadian penyakit baik penyakit secara fisik maupun mental.   

 
4. Strategi pemecahan masalah 

 
Perguruan tinggi sebagai dasar lembaga ilmu, pengetahuan, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dituntut untuk dapat 
memberikan informasi dan pembelajaran mengenai lingkungan dalam 
berbagai aspek ilmu. Sehingga sumber daya manusia yang lahir dapat 
memiliki Ekoliterasi dan pengetahuan berwawasan lingkungan.Sehingga 
pembangunan pada era globalisasi di Indonesia dapat sejalan dengan 
pembangunan berwawasan lingkungan. 
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Selain itu, Lembaga Pendidikan juga dapat menjadi wadah untuk 
menyatukan Kerjasama dari berbagai bidang ilmu untuk dapat saling 
mendukung dan berkolaborasi  dalam berbagai usaha untuk megedukasi dan 
menambah wawasan yang mengarah pada usaha perbaikan kualits 
lingkungan hidup, peningkatan konservasi alam, dan pengelolaan sumber 
daya alam.  

Diharapkan Kerjasama yang berkesinambungan multi sektor untuk 
dapat menjalankan pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan, 
termasuk sektor Kesehatan, dengan berjalan baiknya pelayanan Kesehatan 
dapat memberikan sumberdaya manusia yang sehat secara fisik dan spiritual 
yang mampu mengembangkan pembangunan berwawasan lingkungan. 
Diharapkan juga dari sektor Kesehatan dapat memberi pelayanan pada 
masyarakat dengan sumber daya yang minim polusi serta menggunakan 
peralatan yang lebih sustainable. Diharapkan juga dari bidang Kesehatan 
dapat memberi rekomendasi kebijakan-kebijakan di rumah sakit yang 
berwawasan lingkungan agar dapat memberi outcome yang lebih baik pada 
Kesehatan baik secara fisik maupun mental. 

 

5. Rencana tindak lanjut 
 
Kegiatan yang mempromosikan perlindungan lingkungan memiliki 

tujuan utama untuk menghindari, mengurangi, dan memberantas pencemaran 
dan jenis kerusakan lingkungan lainnya. Beberapa kegiatan tersebut adalah 
pengelolaan limbah, pengurangan kebisingan dan getaran, perlindungan 
radiasi, pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan tanah, air tanah, 
dan air permukaan, pengelolaan limbah, perlindungan udara dan iklim 
ambien, penelitian dan pengembangan untuk perlindungan lingkungan, dan 
kegiatan perlindungan lingkungan lainnya. 

Untuk menjalankan kegiatan perlindungan lingkungan di era 
globalisasi dapat diawali dengan mengedukasi dan mempromosikan informasi 
mengenai Ekoliterasi atau wawasan mengenai lingkungan serta menilai 
keadaan lingkungan sekitar dan mengidentifikasi masalah lingkungan yang 
mempengaruhi kesehatan masyarakat, menggunakan pendekatan 
interprofessional.Sehingga dari berbagai bidang Pendidikan dan profesi dapat 
secara berkesinambungan membangun sumber daya manusia yang 
berwawasan lingkungan. 

Berikutnya dari berbagai bidang seperti edukasi dan Kesehatan untuk 
dapat merekomendasikan dan  menyarankan reformasi dan yang dapat 
diimplementasikan pada tingkat administrasi lokal untuk mengatasi masalah 
dari kerusakan lingkungann yang sudah teridentifikasi. 

Beberapa faktor, termasuk tersedianya infrastruktur pembuangan 
limbah, air bersih, dan sanitasi, serta perencanaan penggunaan lahan yang 
hati-hati, transportasi yang bersih dan aman, desain bangunan yang aman, 
dan indikator perumahan yang baik lainnya, dapat meningkatkan kesehatan 
permukiman dan lingkungannya. 
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Pada bukti eksperirmental didapati bahwa keadaan lingkungan fisik 
memiliki efek sinergis terhadap Kesehatan mental,dimana penyakit mental 
seperti kecemasan, gangguan, gangguan mood dan gangguan psikotik 
ditemukan cukup tinggi di daerah perkotaan. Diharapkan berbagai area 
fasilitas umum dan lingkungan dapat berkembang dengan mengikuti 
pembangunan berwawasan lingkungan agar dapat  dapat menciptakan 
lingkungan rendah polusi udara, polusi suara, memili ruang hijau yang luas 
yang dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat yang tentunya dapat 
berdampak pada menurunnya angka kejadian gangguan Kesehatan mental di 
masyarakat.   

 Sumber daya lingkungan digunakan sebagai input yang signifikan 
dalam produksi dan konsumsi hampir setiap elemen kehidupan manusia, 
termasuk tempat tinggal, makanan, kesehatan, infrastruktur, komunikasi, 
transportasi, dan pertahanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat 
kebijakan untuk mencatat kuantitas dan kualitas sumber daya alam dari waktu 
ke waktu untuk mencegah kelangkaan atau membatasi penggunaannya, serta 
untuk mengidentifikasi masalah seperti ketergantungan impor. Untuk 
mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan baik saat ini 
maupun di masa mendatang, data tentang ketersediaan dan pemanfaatannya 
sangat penting.  

 
6. Kesimpulan dan saran 

 
Pada dasarnya bentuk pertumbuhan nasional tidak dapat dipisahkan 

dari pembangunan fisik (material) dan moral (spiritual) yang arahnya sejalan 
dengan konstitusi dan Pancasila. Lingkungan memiliki hubungan yang sangat 
kuat dalam pembangunan, dimana lingkungan akan memberikan berbagai 
manfaat yang berdampak langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan 
manusia.Kesehatan baik secara fisik maupun mental berkaitan erat dengan 
keadaan ldan kualitas lingkungan di sekita manusia. Diharapkan dari berbagai  
sektor untuk dapat bekerjasama dalam pembangunan Indonesia berwawasan 
lingkungan di era globalisasi. Sehingga menghasilkan juga sumber daya 
manusia dengan ekolitaerasi yang baik yang secara berkesinambungan 
mengarah pada pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan. Dengan 
adanya pembangunan berwawasan lingkungan diharapkan juga dapat 
meningkatkan Kesehatan masyarakat baik dari segi fisik maupun mental. 
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1. Latar Belakang 
 
Semua manusia baik golongan atas (high class), menengah (middle 

class) dan bawah (lower class) pasti suka dengan yang indah-indah. 
Pariwisata identik dengan yang indah-indah. Keindahan alam, flora dan fauna 
yang indah, serta budaya masyarakat Indonesia yang unik adalah salah satu 
modal dasar bagi pembangunan pariwisata (Revida, et al, 2022) 

Prayogo (2019) menyatakan Indonesia memiliki beraneka ragam jenis 
pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar 
dari Sabang hingga Merauke, sehingga pariwisata dapat dijadikan andalan 
utama sumber devisa. Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya 
kaya akan sumber daya alam sehingga dapat dijadikan destinasi wisata 
(Revida, Munthe dan Purba, 2022). 

Pariwisata adalah salah satu sektor yang penting dan menjanjikan bagi 
kehidupan masyarakat pada umumnya baik di kota maupun di desa (Revida, 
Trimurni dan Purba, 2021). Hal ini sudah sejak lama disadari oleh negara-
negara asing. Oleh karena itu sangatlah wajar kiranya jika di negara-negara 
asing sudah lebih dahulu membangun sektor pariwisata begitu pesatnya dan 
sangat jauh lebih berkembang dan maju jika dibandingkan dengan 
pembangunan pariwisata di negara-negara sedang berkembang termasuk 
negara Indonesia.  

Pariwisata mempunyai dampak yang positif bagi pembangunan dan 
kehidupan masyarakat sekitarnya. Adapun dampak positif pariwisata sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
c. Menghapus kemiskinan 
d. Mengatasi pengangguran 
e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya 
f. Memajukan kebudayaan 
g. Mengangkat citra bangsa 
h. Memupuk rasa cinta tanah air 
i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan 
j. Mempererat persahabatan antarbangsa.  

Sejak diundangkannya kepariwisataan, pemerintah Indonesia mulai 
gencar membuat program dan kegiatan dengan tujuan meningkatkan 
pembangunan pariwisata. Namun dalam kenyataannya hingga kini dapat 
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dikatakan belum menunjukkan hasil yang signifikan dan tidak atau belum 
seindah yang dibayangkan.  

Namun, dalam prakteknya banyak hal yang belum menyambut baik 
tentang pentingnya sektor pariwisata bagi negara dan kehidupan masyarakat 
(Revida dan Munthe, 2020). Hal ini tampak dengan belum menggeliatnya 
pembangunan pariwisata di berbagai di daerah dalam berbagai sektor antara 
lain belum maksimalnya kegiatan atraksi, amenitas, aksesibilitas dan 
infrastruktur jalan yang belum mendukung, keramahtamahan (hospitality) 
masyarakatnya serta belum tersedianya sarana prasarana pariwisata yang 
layak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh wisatawan dan yang lebih parah 
lagi belum menjaga ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Zaini dan 
Darmawanto (2015) menyatakan bahwa lingkungan adalah salah satu hal 
yang penting untuk diperhatikan, karena lingkungan mencerminkan dan 
menggambarkan kondisi atau keadaan dalam suatu wilayah tertentu, 
sehingga dapat mencerminkan aktivitas, keperilakuan masyarakat dalam 
wilayah tersebut. Pembangunan pariwisata tidak boleh merusak lingkungan. 
Hal inilah yang mendasari tulisan ini dikaji dengan judul ‘Pembangunan 
pariwisata berwawasan lingkungan: Masa kini dan di masa yang akan 
datang”. 

 
2. Masalah 

 
Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk menikmati keindahan alam dan lingkungan yang 
dilakukan hanya sementara waktu, berpindah-pindah dari satu tempat ke 
tempat lain dan bukan untuk menetap serta mencari tambahan penghasilan 
atau pekerjaan. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 disebutkan 
pengertian pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 
oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 
pemerintah, dan pemerintah daerah.  

Pariwisata selain mempunyai dampak positif, juga mempunyai dampak 
negatif.  Dampak positif pariwisata adalah dampak yang diharapkan antara 
lain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, desa, daerah bahkan bagi 
negara, menciptakan lapangan kerja, mencegah urbanisasi dan sebagainya, 
sedangkan dampak negatif adalah dampak yang tidak diharapkan terjadi. 
Masalahnya adalah bagaimana agar dampak positif pariwisata dapat 
ditingkatkan dan dampak negatif pariwisata dapat dihindarkan atau paling 
tidak direduksi agar tidak berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan 
dan kualitas hidup masyarakat pada umumnya. Pembangunan pariwisata 
berwawasan lingkungan adalah pembangunan pariwisata yang 
memperhatikan kelestarian lingkungan atau tidak merusak lingkungan. 
Masalah dalam hal ini adalah masih banyaknya pembangunan pariwisata 
yang belum berwawasan lingkungan.  
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3. Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
Dalam Undang-Undang kepariwisataan nomor 10 Tahun 2009 

disebutkan bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan prinsip 
memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Wafi, et al (2018) 
menyatakan pembangunan pariwisata tidak boleh terlepas dari kepribadian 
bangsa dan kelestarian lingkungan. Demikian halnya Widyastuti (2010) 
menyampaikan bahwa negara Indonesia telah menggalakkan pariwisata 
sebagai salah satu sumber devisa nonmigas, maka untuk mengembangkan 
daerah pariwisata harus pula memperhatikan keselarasan antara 
pemanfaatan alam dan lingkungan yang ada di daerah wisata tersebut.  

Idealnya pembangunan pariwisata haruslah berwawasan lingkungan, 
artinya tidak merusak ekosistem lingkungan dan kehidupan masyarakat di 
sekitarnya. Pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan mempunyai ciri-
ciri antara lain sebagai berikut: 

a. Menjamin pemerataan dan keadilan 
b. Menghargai keanekaragaman hayati 
c. Menggunakan pendekatan integratif 
d. Menggunakan pandangan jangka panjang (Elizabeth dalam 

Samlawi, 1997) 
Namun dalam kenyataannya pembangunan pariwisata masih saja 

mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan baik lingkungan fisik maupun 
non fisik. Dampak negatif pariwisata selain akan dapat merusak ekosistem 
lingkungan hidup, nilai-nilai budaya asli daerah, kesenjangan pendapatan 
antar desa/daerah, juga menimbulkan sampah yang menumpuk dan 
berserakan sebagai akibat semakin banyaknya kunjungan wisatawan dan 
masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Cohen (1984) 
menyatakan bahwa dampak negatif pariwisata antara lain semakin 
memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, 
memburuknya kesenjangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal 
terhadap sumber daya ekonomi, munculnya neo-kolonialisme, dan 
sebagainya 

Selanjutnya, Milman and Pizam (1988) menyatakan dampak negatif 
pembangunan pariwisata terhadap sosial-budaya masyarakat ke dalam enam 
kategori, yaitu:  

a. Dampak terhadap aspek demografis (jumlah penduduk, umur, 
perubahan piramida kependudukan) 

b. Dampak terhadap mata pencaharian (perubahan pekerjaan, distribusi 
pekerjaan),  

c. Dampak terhadap aspek budaya (tradisi, keagamaan, bahasa) 
d. Dampak terhadap transformasi norma (nilai, norma, peranan seks) 
e. Dampak terhadap modifikasi pola konsumsi (infrastruktur, komoditas), 

dan  
f. Dampak terhadap lingkungan (polusi, kemacetan lalu lintas).  

Selain itu, Ismayati (2010) menyatakan dampak negatif pembangunan 
pariwisata yaitu ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pariwisata, 
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meningkatnya inflasi dan harga jual tanah, meningkatnya impor barang-
barang dari luar negeri terutama alat-alat teknologi modern dalam penyediaan 
sarana prasarana wisatawan, serta biaya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang 
ada, produksi yang bersifat musiman menyebabkan rendahnya tingkat 
pengembalian modal awal, terjadinya ketimpangan daerah dan kesenjangan 
pendapatan di antara kelompok masyarakat, dan hilangnya kontrol 
masyarakat lokal terhadap sumber-sumber daya ekonomi. Selanjutnya Pinto 
(2015) mengajukan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pariwisata antara 
lain polusi air, udara, suara, maupun sampah.  

Pada umumnya dampak lingkungan fisik lebih mudah untuk 
diidentifikasi daripada lingkungan nonfisik. Adapun dampak lingkungan fisik 
tampak pada kualitas air, polusi udara, sampah yang menumpuk dan 
berserakan. Polusi dari pembuangan limbah cair dari hotel dan sisa makanan 
tamu misalnya akan mencemari air laut, danau dan sungai. Demikian halnya 
dengan pembuangan bahan bakar minyak dari transportasi air semisal kapal-
kapal pesiar akan merusak vegetasi air dan air akan terkontaminasi dan 
wisatawan pun tidak akan berani untuk berenang di danau. Selain itu 
transportasi darat yang kencang akan menimbulkan polusi udara akibat 
transportasi yang ramai dan bising akan berdampak negatif pada kesehatan 
masyarakat sekitar dan sebagainya. Banyaknya kunjungan wisatawan sudah 
pasti akan menambah jumlah sampah yang dibuang. Sampah yang tidak 
dikendalikan dengan baik akan mengganggu keindahan dan mengganggu 
kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu juga akan menyebabkan rusaknya 
situs arkeologi dan sejarah serta masalah penggunaan lahan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Nunes, Raposo dam Gomes (2020) menyimpulkan bahwa 
pariwisata memiliki dampak negatif terhadap kekayaan biodiversitas local 
akibat pengisian pantai secara artificial di Praia da Cova Redonda Portugal.  

Pembangunan pariwisata juga berdampak pada sosial dan budaya 
masyarakat. Perilaku masyarakat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan 
sangat berpengaruh pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Zhuang, et al (2019) menyimpulkan bahwa 
perkembangan pariwisata di Cina menyebabkan munculnya gaya hidup 
hedonism dan kelambanan dalam bekerja. Demikian halnya Ketut dan 

Widyatmaja (2017) menyatakan dampak negatif pariwisata terhadap sosial 
budaya masyarakat yaitu: 

a. Adanya modifikasi tarian-tarian sakral yang seharusnya hanya 
dipentaskan di tempat suci tetapi dipertunjukan ke hadapan wisata 

b. Kerajinan tangan menjadi komoditi yang diperjualbelikan dengan 
masal, sehingga nilai estetika kurang diperhatikan karena disesuaikan 
dengan tuntutan konsumen. 

c. Penggunaan simbol agama, artefak pada tempat-tempat yang tidak 
semestinya demi mendapatkan daya tarik. 
Dampak negatif pembangunan pariwisata tentunya menjadi masalah 

yang harus ditanggulangi atau paling tidak direduksi, agar di kemudian hari 
tidak menjadi masalah yang berdampak pada kerusakan ekosistem 
lingkungan dan kehidupan dan kesehatan masyarakat di sekitar pariwisata. 
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Oleh karena itu sangat diperlukan peran penting pemerintah, swasta, 
masyarakat, akademisi, dan media dalam pembangunan pariwisata 
berwawasan lingkungan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. 

 
4. Strategi Pemecahan Masalah 

 
Dalam rangka mencegah dampak negatif pariwisata, maka ada 

beberapa aktor yang mempunyai peranan penting dalam hal ini yaitu 
akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media atau yang sering 
disebut dengan singkatan ABCGM (Academy, Business, Community, 
Government, dan Media) yang disebut oleh Sumaryani (2016) dengan istilah 
pentahelix (2016) yaitu.  

a. Akademisi (Academy).  

Peran akademisi dalam hal ini adalah memberikan konsep-konsep 
yang diperlukan dalam mencegah kerusakan lingkungan fisik maupun 
nonfisik. Slamet, et al (2016) menyatakan bahwa akademisi 
merupakan sumber ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
pemberian teori-teori baru yang relevan dalam pencegahan 
kerusakan lingkungan hidup 

b. Swasta (Business). 
Swasta mempunyai peran yang penting khususnya dalam hal 
memberikan dana/anggaran dalam pencegahan kerusakan 
lingkungan. Slamet, et al (2016) menyatakan bahwa swasta adalah 
promotor atau sumbangsih anggaran dalam memberikan nilai tambah 
atau pemasukan berupa pendanaan dalam mencegah kerusakan 
lingkungan hidup.  

c. Masyarakat (Community). 
Masyarakat adalah subjek dan objek pariwisata. Oleh karena itu 
masyarakat sebagai subjek pariwisata mempunyai peran utamanya 
melaksanakan pencegahan kerusakan lingkungan. Masyarakat harus 
berada di garda terdepan dalam pencegahan terhadap kerusakan 
lingkungan. Hal ini disebabkan masyarakat adalah orang-orang yang 
secara langsung berhadapan dengan dampak negatif dari pariwisata.   

d. Pemerintah (Government). 
Pemerintah adalah orang atau badan yang paling bertanggung jawab 
terhadap kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah 
pemerintah harus berfungsi sebagai regulator, fasilitator, dan 
katalisator dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan. 
Pemerintah adalah aktor penting dalam pembangunan pariwisata 
berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai 
peranan yang cukup dominan dalam pembangunan pariwisata. Hal ini 
bukan saja disebabkan karena pemerintah adalah orang atau badan 
yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan dan sebagai 
pelayan publik (public service) akan tetapi juga diakui bahwa 
pemerintahlah yang mempunyai dana atau anggaran yang cukup 
untuk membangun pariwisata. Masyarakat hanyalah sebagai 
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pelengkap, namun motor pembangunan pariwisata berada di pundak 
pemerintah. Menurut Pitana dan Gayatri (2005) peranan pemerintah 
dalam pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan antara lain 
sebagai berikut :  

 Motivator, dalam pengembangan pariwisata peran pemerintah 
daerah sebagai motivator sangat diperlukan agar usaha pariwisata 
terus berjalan. Investor serta masyarakat dan pengusaha di bidang 
pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus 
diberikan motivasi agar pembangunan pariwisata dapat berjalan 
dengan baik.  

 Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata 
peran pemerintah daerah adalah menyediakan segala fasilitas 
yang mendukung atas program yang diadakan pemerintah. 
Adapun pada praktiknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama 
dengan berbagai pihak baik itu swasta maupun masyarakat.  

 Dinamisator, dalam pilar good governance untuk dapat 

berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta 
dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah 
daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata 
memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut agar 
terciptanya suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan 
pariwisata. 

e. Media (Media).  
Media adalah unsur yang mendukung dalam menginformasikan 
pariwisata yang merusak lingkungan hidup. Media dalam hal ini media 
sosial adalah sarana bagi produsen dan konsumen untuk berbagi 
informasi dapat berupa teks, gambar, video, serta audio atau suara 
satu sama lain untuk mencapai tujuannya. Media sosial saat ini 
adalah sarana paling “ampuh” dalam mempromosikan suatu barang 
atau jasa/informasi. Munculnya media sosial menyebabkan batas 
ruang dan waktu di dunia menghilang.  
 

5. Rencana Tindak Lanjut 

 
Pada dasarnya pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan 

sama halnya dengan pembangunan sektor lain yang berwawasan lingkungan. 
Prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan juga dianut oleh 
pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan. Salah satu prinsip 
pembangunan berwawasan lingkungan adalah memasukkan faktor 
lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
(monev) serta pengawasan pembangunan. Demikian halnya pembangunan 
pariwisata berwawasan lingkungan haruslah dimasukkan dalam setiap 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) serta 
pengawasan pembangunan pariwisata. 

Sehubungan dengan strategi pemecahan masalah yang telah 
diuraikan sebelumnya tentang peran kelima unsur yaitu Academy (akademisi), 
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Business (bisnis/swasta), Community (masyarakat), Government 
(pemerintah), dan Media (media), maka ada beberapa hal yang perlu 
dilakukan untuk rencana tindak lanjutnya sebagai berikut.  

a. Akademisi (Academy). 
Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan peran akademisi adalah 
dengan membuat salah satu wadah tempat berkumpulnya para 
akademisi pada “forum pariwisata berwawasan lingkungan”. Dalam hal 
ini akademisi dapat memberikan ide-ide atau gagasan untuk 
menindaklanjuti dan menjaga agar pembangunan pariwisata tentang 
menjaga kelestarian lingkungan hidup. Di forum ini akademisi dapat 
menuangkan konsep-konsep atau teori-teori atau hasil penelitian 
terbaru tentang pencegahan pariwisata yang merusak lingkungan 
hidup. 

b. Swasta (Business). 
Rencana tindak lanjut peran swasta dalam hal ini adalah swasta wajib 
memberikan dana/anggaran setiap tahunnya terutama memberikan 
CSR (Corporate Social Responsibility) setiap tahun kepada 
masyarakat di sekitar destinasi wisata. Menjalin kemitraan antara 
swasta dengan masyarakat dalam membangun pariwisata 
berwawasan lingkungan. Swasta dapat menjadi contoh membangun 
usaha pariwisata berwawasan lingkungan dan sebagainya.  

c. Masyarakat (Community). 
Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam 
pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan adalah menjalankan 
perannya sebagai social control (pengawasan masyarakat) untuk 
mencegah pengrusakan lingkungan hidup. Community Based Tourism 
(CBT) adalah salah satu wadah bagi masyarakat untuk 
mengembangkan sayapnya dalam membangun pariwisata 
berwawasan lingkungan.  

d. Pemerintah (Government). 
Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah 
membuat peraturan yang mengikat masyarakat dan orang lain 
termasuk wisatawan yang datang berkunjung agar dalam menjalankan 
aktivitas pariwisatanya tidak merusak lingkungan hidup. Pemerintah 
daerah dapat membuat peraturan daerah dan pemerintah desa 
membuat peraturan desa dan sebagainya. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Russo (2022) menyimpulkan bahwa pembangunan 
pariwisata di Venesia tidak diimbangi dengan kebijakan pariwisata 
yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga subsistem 
pendukungnya seperti transportasi dan pengelolaan sampah menjadi 
tidak memadai sesuai dengan peningkatan jumlah wisatawan. Selain 
itu, pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 
dan penggiat wisata tentang pentingnya pembangunan pariwisata 
berwawasan lingkungan. 
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e. Media (Media).  
Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh media untuk 
pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan antara lain dengan 
menyebarkan kegiatan pariwisata yang cenderung melakukan 
pencemaran lingkungan hidup dan sebagainya baik melalui facebook, 
instagram, video, youtube, whatsapp dan media sosial lainnya. 
Dengan bantuan media sosial, informasi pengrusakan ekosistem 
lingkungan dapat tersebar begitu cepatnya ke semua elemen bahkan 
ke seluruh dunia dengan biaya yang terjangkau. Arisandi dan Pradana 
(2018) menyatakan bahwa aspek penting dari media sosial adalah 
proses interaksi yang berada pada jalur maya, yang menjadi bagian 
dari budaya massal. Orang-orang dapat mengakses media sosial 
dimanapun dan kapanpun tanpa batasan. Dari segi promosi, media 
sosial mampu meningkatkan nilai (value) suatu barang atau jasa. 
Selain itu, media sosial juga dapat meningkatkan brand awareness 
bagi para penggunanya. 
 

6. Kesimpulan dan Saran 
 
Dari penjelasan dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 
Pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan sangat penting 

dilaksanakan di masa kini dan masa yang akan datang. Pembangunan 
pariwisata mempunyai dampak positif dan negatif bagi pembangunan. 
Dampak positif adalah dampak yang diharapkan terjadi seperti peningkatan 
perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mencegah 
urbanisasi dan sebagainya, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang 
tidak diharapkan antara lain merusak lingkungan seperti limbah, polusi dan 
sebagainya.  

Pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan memerlukan peran 
dari beberapa unsur yang terlibat dalam pembangunan pariwisata. Beberapa 
hal yang mempunyai peran dalam menjaga pembangunan pariwisata 
berwawasan lingkungan di masa kini dan di masa yang akan datang adalah 
akademisi (academy), swasta (business), masyarakat (community), 
pemerintah (government), dan media (media) atau yang disingkat dengan 
istilah ABCGM. Kemitraan antara kelima unsur ini maka pembangunan 
pariwisata berwawasan lingkungan akan dapat dilaksanakan. 
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1. Latar belakang 
 

Globalisasi merupakan fenomena yang kompleks, bahkan disebut 
sebagai kata yang memiliki kekuatan karena definisinya melintasi batas politik, 
sosial ekonomi dan lingkungan sehingga sulit untuk menemukan definisi 
tunggal [1], [2]., Globalisasi adalah proses tatanan sosial dunia yang tidak 
mengenal batas [3]. Globalisasi sains merujuk pada fenomena di mana 
pengetahuan dan praktik ilmiah tersebar dan saling terhubung di seluruh 
dunia. Ini melibatkan pertukaran ide, penelitian, teknologi, dan kolaborasi 
ilmiah yang melintasi batas-batas negara dan wilayah geografis. Globalisasi 
sains khususnya dalam fisika material memiliki potensi untuk mempercepat 
kemajuan ilmiah dan solusi untuk tantangan global. Namun, juga penting 
untuk memperhatikan isu-isu etika, keadilan, dan ketergantungan yang 
mungkin timbul dalam konteks globalisasi sains, serta memastikan bahwa 
manfaatnya tersebar secara adil di seluruh dunia.  

Fisika memiliki keterkaitan dalam pembangunan berwawasan 
lingkungan di era globalisasi. Fisika memainkan peran penting dalam energi 
terbarukan, efisiensi energi, pengelololahan limbah, pemodelan dan simulasi, 
bahan ramah lingkungan dan transportasi berkelanjutan. Dalam 
pengembangan teknologi untuk pengelolaan limbah, dan bahan ramah 
lingkungan  fisika dapat digunakan dalam pemrosesan limbah, pemurnian air, 
dan pemisahan material berdasarkan sifat fisiknya. Sedangkan dalam bahan 
ramah lingkungan fisika dpat menciptakan suatu bahan yang memiliki sifat 
mekanik dan termal yang baik yang dapat digunakan sebagai pengganti 
bahan-bahan yang tidak dapat diperbarui. Berbicara tentang pengolahan 
limbah dan dalam kaitanya dengan bidang penelitian fisika material, telah 
dilakukan pengolahan limbah dan bahan ramah lingkungan seperti abu boiler 
kelapa sawit (ABKS).  

ABKS merupakan geopolimer yang terdiri dari bahan anorganik seperti 
silika, kalsium oksida, dan kalium oksida. Geopolimer atau pengikat yang 
diaktifkan alkali telah dianggap sebagai salah satu isu dalam menghasilkan 
keberlanjutan pembangunan karena menghasilkan sedikit emisi karbon 
dioksida terhadap lingkungan. ABKS  asli memiliki ukuran partikel yang besar 
dengan tekstur berpori.  Proses penghancuran, penggilingan akan 
menghasilkan partikel ABKS yang berukuran lebih kecil. Selain itu, proses 
penggilingan akan meningkatkan kehalusan partikel ABKS. ABKS ini telah 
diolah sebagai material adsorben, bahan pengisi dan bahan pelapis pada kain 
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untuk aktivitas selfcleaning [4]–[7]. Abu boiler kelapa sawit digunakan sebagai 

adsorben dengan memanfaatkan kandungan silikanya. Silika gel yang 
disintesis dari ABKS digunakan untuk menyerap kelembaban relatif.  Silika gel 
yang disintesis dari ABKS menunjukkan 22,4% kemampuan penyerapan lebih 
banyak dibandingkan silika gel komersial [8]. Modifikasi ABKS mentah 
menjadi komposit ABKS dapat meningkatkan luas permukaan adsorben, 
semakin besar luas permukaan adsorben semakin besar daerah adsorpsinya. 
ABKS memiliki potensi yang sangat baik untuk menghilangkan COD, amonia 
nitrogen, nitrat dan fosfor dari air limbah. Penyerapan cepat dan kapasitas 
adsorpsi tinggi, ditambah dengan kelimpahannya di lingkungan, menjadikan 
abu boiler kelapa sawit sebagai alternatif adsorben berbiaya rendah, yang 
dapat digunakan dalam pengolahan air limbah [9], [10]. Penggunaan abu 
boiler kelapa sawit sebagai bahan pengisi polimer berpengaruh terhadap 
peningkatan sifat fisik, mekanik dan termal komposit epoksi [11]. Selain itu, 
ABKS digunakan sebagai bahan pengisi pada nanokomposit elastomer 
sebagai pengganti carbon black dapat meningkatkan nilai modulus Young 
pada nanokomposit [12], [13]. Sementara itu sebagai material pelapis pada 
kain ABKS memiliki pengaruh signifikan pada penurunan sudut kontak air dan 
aktivitas pembersihan diri yang optimal[7]. 

Namun, rekayasa material berbasis abu ABKS belum banyak 
dilakukan dan diterapkan di Indonesia hal ini terkait dengan permasalahan-
permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk 
membahas pemecahan masalah dalam penerapan rekayasa berbasis 
material ABKS dalam pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di era 
globasasi 
 
2. Masalah 

 
Rekayasa material Abu Boiler Kelapa Sawit dalam Pembangunan 

Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era Globasasi memiliki permasalahan. 
Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu keterbatasan sumber daya. 
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
Pemikiran pemecahan masalah adalah kemampuan untuk 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan cara 
yang sistematis dan efektif. Keterbatasan sumber daya merupakan 
permaslahan yang signifikan dihadapi dalam rekayasa material terkait ABKS. 
Peralatan laboratorium yang mahal dan modal yang diperlukan untuk 
mengembangkan teknologi baru merupakan masalah umum yang dihadapi 
peneliti khususnya peneliti yang ada di Sumatera Utara. Seperti yang kita 
ketahui bahwa keterbatasan peralatan ini tentunnya menghambat para peneliti 
dalam merekayasa dan memodifikasi ABKS menjadi suatu material yang 
memiliki efektifitas yang tinggi sebagai bahan yang terbarukan. Selanjutnya 
modal ataupun biaya untuk mengembangkan teknologi baru tentunya menjadi 
masalah bagi peneliti. Peneliti hanya berharap dari dana-dana hibah yang 
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belum tentu dapat dimenangkan. Menghadapi keterbatasan peralatan 
laboratorium dan dana dalam penelitian adalah tantangan yang umum 
dihadapi oleh banyak peneliti. Namun, terdapat beberapa pendekatan yang 
dapat untuk mengatasi masalah ini seperti : 

1. Merancang penelitian yang sesuai: Pertimbangkan untuk merancang 
penelitian yang memanfaatkan peralatan dan sumber daya yang 
sudah tersedia di laboratorium atau yang lebih terjangkau. Buatlah 
rencana yang realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan 
peralatan dan dana yang ada. 

2. Melakukan kolaborasi dengan peneliti lain: melakukan kolaborasi 
dengan peneliti lain atau laboratorium lain yang memiliki peralatan 
yang dibutuhkan.  

3. Manfaatkan sumber daya yang ada: Mempertimbangkan untuk 
memodifikasi peralatan yang bisa disesuaikan untuk memenuhi 
kebutuhan penelitian. Memanfaatkan peralatan yang ada dengan cara 
yang kreatif dan efisien untuk mencapai tujuan penelitian. 

4. Mencari alternatif yang lebih murah: Selidiki apakah ada alternatif yang 
lebih murah atau lebih terjangkau untuk peralatan yang yang 
butuhkan. Banyak peneliti berhasil menemukan solusi yang lebih 
hemat biaya dengan menggunakan peralatan yang lebih sederhana 
atau mengganti peralatan dengan bahan-bahan yang lebih terjangkau. 

5. Mengajukan proposal penelitian ke lembaga atau organisasi: 
Pertimbangkan untuk mengajukan proposal penelitian ke lembaga 
atau organisasi yang menyediakan dana penelitian. Ada banyak 
sumber pendanaan yang tersedia untuk peneliti, seperti yayasan 
penelitian, lembaga pemerintah, atau lembaga swasta. Persiapkan 
proposal penelitian yang komprehensif dan jelas untuk meningkatkan 
peluang mendapatkan dana. 
 

4. Strategi Pemecahan Masalah 
 
Strategi dalam pemecahan masalah keterbatasan sumber daya dalam 

mengembangkan rekayasa material abu boiler kelapa sawit dalam 
pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di era globasasi ialah 
membuat suatu tim penelitian yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM) 
yang memiliki kemampuan dalam merancang suatu penelitian, memanfaatkan 
sumber daya yang ada dan mampu membuat dan menganalisa suatu 
proposal yang komprehensif dan jelas. Selanjutnya. Keterlibatan pemerintah 
atau pihak-pihak terkait dalam melakukan kerjasama pada lembaga atau 
pihak swasta sehingga peneliti menjalin hubungan yang baik dengan pihak-
pihak tersebut sehingga menciptakan kolaborasi antara peneliti baik di dalam 
maupun diluar negeri. 
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5. Rencana Tindak Lanjut 

 
Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam pengembangan 

rekayasa material berbasis limbah, berikut adalah beberapa rencana tindak 
lanjut yang dapat dipertimbangkan: 

1. Penelitian dan Inovasi: Melakukan penelitian lebih lanjut dan inovasi 
dalam pengembangan teknologi  

2. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Membangun kemitraan dan 
kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti universitas, lembaga 
penelitian, dan perusahaan untuk memperoleh sumber daya 
tambahan. Ini dapat mencakup akses ke fasilitas penelitian, dana 
penelitian, dan pengetahuan tambahan dari para ahli di bidang 
rekayasa material. 

3. Pemanfaatan Teknologi Digital: Memanfaatkan teknologi digital seperti 
simulasi komputer dan pemodelan untuk mengurangi kebutuhan akan 
sumber daya fisik dalam pengembangan material. Dengan 
menggunakan simulasi dengan berbagai skenario dan memprediksi 
kinerja material sebelum melakukan pengujian fisik yang 
membutuhkan sumber daya yang lebih besar. 

4. Pendidikan dan Pelatihan: Melakukan pendidikan dan pelatihan 
kepada tim terkait rekayasa material ABKS. Dengan meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan dapat mendorong inovasi dan 
pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. 

5. Pendekatan Berkelanjutan: Mengadopsi pendekatan berkelanjutan 
dalam pengembangan rekayasa material berbasis limbah dengan 
mempertimbangkan siklus hidup material, efisiensi energi, dan dampak 
lingkungan. Ini dapat melibatkan evaluasi ekonomi dan lingkungan dari 
berbagai alternatif material serta penggunaan teknologi yang ramah 
lingkungan. 

 
6. Kesimpulan dan Saran  

 
Dalam keseluruhan, keterkaitan fisika dalam pembangunan 

berwawasan lingkungan di Indonesia melibatkan penerapan prinsip-prinsip 
fisika untuk mengembangkan teknologi yang lebih efisien, ramah lingkungan, 
dan berkelanjutan. Dalam penerapan rekayasa material abu boiler kelapa 
sawit dalam pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di era 
globasasi para peneliti dapat melakukan beberapa solusi untuk permasalah 
yang dihadapi membuat suatu tim penelitian yang terdiri dari sumber daya 
manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dalam merancang suatu 
penelitian, memanfaatkan sumber daya yang ada dan mampu membuat dan 
menganalisa suatu proposal yang komprehensif dan jelas. Selanjutnya. 
Keterlibatan pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam melakukan kerjasama 
pada lembaga atau pihak swasta sehingga peneliti menjalin hubungan yang 
baik dengan pihak-pihak tersebut sehingga menciptakan kolaborasi antara 
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peneliti baik di dalam maupun diluar negeri sehingga adanya kolaborasi yang 
global. 
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PENGURANGAN SUMBER DAN DAUR ULANG SAMPAH 
PADA PERUSAHAAN DAN INDUSTRI: PERENCANAAN 

DAN IMPLEMENTASI 
 

Halimatuddahliana 
Fakultas Teknik  

 
 
1. Latar Belakang 
 

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 
(SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbulan 
sampah di Indonesia dari inputan data 282 kabupaten/kota se Indonesia pada 
tahun 2022 mencapai 31,4 juta ton/tahun, sebanyak 64,08% (20,5 juta 
ton/tahun) terkelola dan 35,92% (11,3 juta ton/tahun) tidak terkelola 
(https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/). Kota Medan sendiri menghasilkan lebih 
kurang 2.000 ton sampah setiap hari dan sekitar 800 ton di antaranya berakhir 
di tempat pembuangan akhir. Lebih dari 1.000-1.200 ton sisanya rawan tidak 
tertangani (https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/24/kota-medan-
hasilkan-2000-ton-sampah-setiap-hari-sebagian-besar-belum-tertangani). 
Timbulan sampah yang tidak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk 
pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

Selain sampah rumah tangga (domestik), sumber sampah tersebut dapat 
berasal dari sampah perusahaan komersil maupun industri. Dalam hal ini 
perusahan komersil maupun industri tersebut mempunyai potensi dan 
kapasitas dalam mengelola sampah padat secara mandiri. Namun hal ini 
sering terkendala faktor-faktor yang sangat kompleks. Berikut adalah 
beberapa hal terkait terkendalanya kegiatan pengendalian sampah yang 
umum dihadapi oleh perusahaan komersial maupun industri. 

1. Kemampuan pemahaman terhadap pengelolaan sampah yang sangat 
kurang dan terlambat. 

2. Biaya pengelolaan sampah relatif mahal (manajemen dan 
pengolahannya termasuk fasilitas dan peralatan yang digunakan) 

3. Kegagalan dalam proses daur ulang, pemanfaatan kembali barang 
bekas, prilaku sembrono dalam penggunaan barang sehingga cepat 
rusak, atau konsumsi barang dengan kualitas rendah sehingga mudah 
rusak. 

4. Lahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) semakin terbatas. 

Hambatan-hambatan di atas harusnya tidak menjadi berlarut-larut karena 
biaya pembuangan sampah terus meningkat, sehingga minat daur ulang 
sebagai strategi penghindaran biaya juga semakin meningkat. Satu hal yang 
sangat penting lagi terkait dengan efisiensi baik dari segi dana maupun dari 
segi proses adalah pengurangan sumber sampah. Pengurangan sumber 

https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/)
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/24/kota-medan-hasilkan-2000-ton-sampah-setiap-hari-sebagian-besar-belum-tertangani)
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/24/kota-medan-hasilkan-2000-ton-sampah-setiap-hari-sebagian-besar-belum-tertangani)
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sampah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik sampah 
yang dihasilkan. 
 
2. Masalah 
 

Pengelolaan sampah merupakan suatu permasalahan yang cukup 
kompleks yang melibatkan pelaku utamanya yaitu pemerintah, masyarakat 
dan pelaku usaha. Khusus untuk perusahaan komersil dan industri beberapa 
hal yang dapat dijadikan program dalam pengelolaan sampah antara lain 
adalah: 

1. Bagaimana pengembangan rencana pengurangan sumber dan daur 
ulang sampah. 

2.  Apa tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh penghasil sampah untuk 
pencegahan dan daur ulang sampah lebih lanjut. 

 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 

Upaya terkait pengelolaan sampah pada suatu perusahaan dan industri 
dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:  

1. Mengembangkan upaya pengurangan sumber  dan daur ulang 
sampah  

2. Implementasi pengurangan sumber dan daur ulang sampah. 
Kajian terkait pencegahan pencemaran adalah langkah pertama yang 

penting dalam merencanakan dan menerapkan program pengurangan sumber 
dan daur ulang yang berhasil. Kegiatan yang diterapkan dapat dikembangkan 
untuk mengurangi biaya pembuangan sampah dan berkontribusi terhadap 
perlindungan lingkungan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tahapan 
mempelajari aliran sampah yang ada, mengidentifikasi cara untuk mengurangi 
sampah, dan mengidentifikasi bahan target untuk didaur ulang. Mempelajari 
aliran sampah dilakukan untuk menemukan jawaban hal-hal sederhana 
tentang bahan yang dibuang dari fasilitas terkait meliputi: jumlah dan jenis 
bahan yang dihasilkan; dimana, bagaimana dan mengapa sampah dihasilkan. 
Selanjutnya bagaimana sampah dikumpulkan dan dibuang serta biayanya. 
Dan yang terakhir adalah berapa banyak sampah di fasilitas yang dapat 
dikurangi atau di daur ulang. Jika hal tersebut di atas dapat 
diselesaikan/terjawab maka akan memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang praktik produksi sampah yang ada dan berfungsi sebagai titik awal 
untuk program pengurangan sumber dan daur ulang sampah. Dengan adanya 
informasi tentang jumlah dan jenis bahan yang dihasilkan, identifikasi bahan 
daur ulang tertentu dalam aliran sampah dapat dimulai, mengetahui 
bagaimana dan di mana bahan dihasilkan dapat mengarah pada rencana 
pemulihan bahan untuk didaur ulang. Daur ulang dapat ditemukan di banyak 
lokasi fasilitas, mulai dari kafetaria, bengkel, hingga dok pemuatan, dan 
sebagainya. Setiap lokasi mungkin memerlukan program yang berbeda untuk 
memulihkan bahan yang dapat didaur ulang. Setelah program pengurangan 
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sumber dan daur ulang diidentifikasi, dievaluasi, dan dipilih, implementasi 
dapat dimulai. 
 
4. Strategi Pemecahan Masalah 
 
Beberapa strategi pemecahan masalah terkait upaya pengurangan sumber 
dan daur ulang sampah yaitu (Bogardus, 1995): 
 
1. Memperkirakan kuantitas dan mengidentifikasi jenis material 

Jumlah sampah yang dihasilkan dapat diperoleh salah satunya melalui 
catatan pembuangan fasilitas atau catatan pengangkut sampah. Kontrak 
pembuangan dapat berdasarkan jumlah dan/atau ukuran wadah, dan juga 
berdasarkan berat. Salah satu metode menggunakan perhitungan sederhana 
berdasarkan jumlah dan ukuran kontainer, frekuensi pengumpulan, dan 
perkiraan seberapa penuh setiap kontainer pada saat pengumpulan. Jika 
beberapa jenis  kontainer yang berbeda digunakan, maka volume harus 
dihitung untuk setiap jenis kontainer dan kemudian volume total harus 
dihitung. Metode lain untuk memperkirakan jumlah sampah adalah dengan 
mengalikan jumlah karyawan dengan laju produksi bahan harian per 
karyawan. Jika jumlah bahan berdasarkan beratnya, maka jika wadah 
pengumpul diisi hanya dengan beberapa bahan yang berbeda, dapat dihitung 
dengan memperkirakan persentase terisi setiap jenis bahan. Estimasi volume 
dapat dikonversi menjadi bobot kotor dengan menggunakan faktor konversi. 
Metode dipilih untuk memproses dan menangani bahan seperti cara 
pengemasan juga dapat memengaruhi berat. Kelembaban juga dapat 
memengaruhi bobot kertas, daun, dan sampah organik. Angka densitas 
(kerapatan) juga menjadi penting untuk memperkirakan berat dan volume 
material yang dihasilkan. Variasi dari angka-angka ini biasa terjadi, karena 
kerapatan bergantung pada sejumlah faktor (misalnya, kerapatan lebih tinggi 
untuk botol soda plastik yang penyok daripada yang tidak).  
 
2. Mengidentifikasi Program Pengurangan Sumber Sampah 

Tujuan mendasar dari pengurangan sumber sampah adalah untuk 
memberlakukan perubahan dalam konsumsi, penggunaan, dan pola produksi 
sampah yang terkait dengan produk. Ini berarti bahwa lebih sedikit 
pemborosan yang tercipta sejak awal. Beberapa hal juga dapat dilakukan 
terkait pengurangan sumber sampah yaitu dengan mengubah perilaku 
pemasok yang menyediakan barang dan jasa bagi perusahaan, mendidik 
karyawan mengenai penggunaan bahan, dan menawarkan peluang kepada 
pelanggan untuk pengurangan sumber (Naidoo, 2018). Beberapa contoh 
pendekatan umum untuk pengurangan sumber seperti: 

a. Praktik pembelian yang mendukung produk yang dapat digunakan 
kembali, tahan lama, dan memiliki volume dan/atau berat yang lebih 
kecil.  

b. Mewajibkan pemasok untuk mengirimkan pesanan dalam kemasan 
yang dapat digunakan kembali atau dapat dikembalikan. Barang-
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barang yang dapat digunakan kembali ini kemudian dapat digunakan 
untuk operasi pengemasan dan pengiriman fasilitas, contohnya palet-
kayu. 

c. Mendidik karyawan untuk menggunakan kembali dan/atau 
menggunakan lebih sedikit bahan.  

d. Gunakan papan buletin sentral untuk memo, laporan, dan 
pengumuman alih-alih membuat satu salinan untuk setiap karyawan. 
Gunakan penyalinan dua sisi/timbal balik. Menerapkan prinsip 
paperless. 

e. Menyumbangkan atau menjual material yang masih dapat digunakan.  
f. Identifikasi dan sumbangkan inventaris lama dan/atau peralatan modal 

ke organisasi amal, sekolah, atau teater atau tawarkan untuk dijual 
kepada karyawan. 

g. Tawarkan peluang untuk pengurangan sumber sampah kepada 
pelanggan.  

h. Latih karyawan untuk meminimalkan pengemasan produk yang dijual 
ke pelanggan. 

i. Tawarkan produk dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah. 
 
3. Mengidentifikasi Program Daur Ulang Sampah 

Dengan informasi tentang jenis bahan yang dihasilkan di fasilitas, maka 
dapat mulai mengidentifikasi berbagai metode untuk memulihkan bahan daur 
ulang. Ada dua pendekatan dasar untuk memulihkan atau memisahkan daur 
ulang dari aliran sampah. Yang pertama adalah pendekatan front-end dimana 
sumber yang dapat didaur ulang dipisahkan; ini berarti sampah yang dapat di 
daur ulang dipisahkan pada atau dekat dengan sumber atau titik sumber. 
Dalam pendekatan ini, penting untuk mengetahui  dimana tempat-tempat 
barang yang dapat di daur ulang. 

Pendekatan kedua, daur ulang back-end atau campuran sampah, 

bergantung pada pemisahan daur ulang dari aliran sampah campuran dan 
biasanya dilakukan di fasilitas pemrosesan terpusat. Fasilitas seperti itu akan 
mengalirkan aliran sampah campuran melalui serangkaian proses pemisahan 
manual dan/atau mekanis untuk membuang sampah yang dapat didaur ulang. 
Bahan organik yang tersisa (sampah pekarangan, sisa makanan, dan lain-
lain) akan dibuat kompos, dan sisa sampah lainnya akan dibuang di Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA). 
Keuntungan dan kerugian berikut harus dipertimbangkan sebelum 
memutuskan pendekatan mana yang terbaik. 

a. Pemisahan sumber  (front-end) menghasilkan bahan daur ulang yang 
lebih bersih dan tidak terlalu terkontaminasi sehingga menjadi bahan 
yang lebih dapat dipasarkan. 

b. Pemrosesan sampah campuran (back-end) cenderung memulihkan 
jumlah daur ulang yang lebih besar, terutama jika pengomposan 
adalah bagian dari proses tersebut. 

c. Pendekatan back-end  yang dimodifikasi di mana berbagai jenis 

sampah disimpan sedapat mungkin terpisah (misalnya, menampung 
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sampah lembab dalam kantong plastik) meningkatkan nilai pasar 
bahan, tetapi menurunkan pemulihan keseluruhan daur ulang. 

d. Pendekatan front-end  menawarkan potensi untuk menerima 
pendapatan dari penjualan daur ulang dan mendidik karyawan tentang 
manfaat partisipasi langsung dalam daur ulang. 

e. Pemrosesan sampah back-end lebih mudah diterapkan karena sedikit 
atau tidak ada perubahan yang diperlukan dalam prosedur 
penanganan material saat ini. 

Memadukan kedua metode seringkali merupakan pendekatan terbaik. 
Pemisahan sumber sampah dapat digunakan untuk daur ulang bernilai lebih 
tinggi atau lebih mudah dipisahkan di ujung depan (front-end). Daur ulang 
bernilai lebih rendah atau lebih besar dapat dipulihkan di ujung belakang 
(back-end). Pendekatan optimal akan sangat ditentukan oleh jenis dan jumlah 

daur ulang, kondisi pasar lokal, dan sasaran program. 
Untuk pengolahan sampah campuran, tidak diperlukan modifikasi lebih 

lanjut di dalam suatu fasilitas. Untuk program yang layak, perlu 
mengidentifikasi fasilitas pemrosesan terpusat dan pengangkut yang akan 
mengangkut bahan daur ulang ke fasilitas pemrosesan. 
 
4. Mengidentifikasi Pasar untuk Daur Ulang Sampah 

Setelah jenis dan jumlah barang yang dapat didaur ulang dalam aliran 
sampah telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pasar 
untuk barang yang dapat didaur ulang. Pasar daur ulang biasanya 
menetapkan beberapa kriteria sebagai syarat untuk bahan yang mau di daur 
ulang terkait dengan:  

a. Jenis bahan yang mau di daur ulang; 
b. Prosedur pengumpulan sampah daur ulang dan peralatan yang 

digunakan; 
c. Jumlah bahan daur ulang yang akan di proses; 
d. Syarat pemrosesan, misalnya, mengantarkan botol dan kaleng 

campuran atau wadah kaca berwarna campuran); 
e. Tingkat kontaminasi yang diperbolehkan untuk daur ulang; 
f. Negosiasi kontrak; 
g. Kestabilan harga untuk satu atau dua tahun ke depan. 
Hal-hal diatas dapat menentukan pilihan perusahaan daur ulang yang 

paling sesuai dengan kebutuhan. Biasanya, perusahaan yang dipilih adalah 
yang dapat memaksimalkan total nilai daur ulang untuk bahan yang 
dikumpulkan. 
 
5. Mengevaluasi Program Pengurangan Sumber dan Daur Ulang Sampah 

Setelah teridentifikasi bahan yang dapat didaur ulang dan pasar yang 
layak, selanjutnya dapat dilakukan evaluasi untuk memulihkan bahan untuk 
didaur ulang. Kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi 
program daur ulang dikelompokkan dalam empat kategori: efektivitas biaya, 
kelayakan teknis, kelayakan administratif, dan kelayakan logistik. Kriteria 
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tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi metode pengurangan 
timbulan sampah di dalam suatu fasilitas. 
 
Efektivitas Biaya 

Kegiatan pengalihan sampah menjadi produk daur ulang merupakan faktor 
yang mempengaruhi efektifitas biaya pendaurulangan sampah. Beberapa hal 
yang terkait upaya pengalihan sampah yaitu 
(https://methodrecycling.com/world/journal/why-source-separate): 

1. Jumlah bahan dalam aliran sampah yang ditargetkan untuk 
pengurangan sumber dan/atau daur ulang 

2. Partisipasi karyawan dalam mengurangi atau mendaur ulang bahan 
yang ditargetkan 

3. Pemulihan bahan dengan mempertimbangkan seberapa banyak 
bahan yang dapat dikurangi atau didaur ulang 

4. Tingkat kontaminasi bahan yang diharapkan atau persentase bahan 
yang ditolak. 

Potensi untuk mengurangi biaya pembuangan sampah bergantung sejauh 
mana program daur ulang mengalihkan bahan yang akan menimbulkan biaya 
pembuangan. Oleh karena itu, program pengalihan bahan yang banyak 
menyumbang volume/berat aliran sampah harus mendapat prioritas yang 
tinggi, sedangkan program pengalihan bahan yang sedikit menyumbang 
volume/berat aliran sampah harus mendapat prioritas yang rendah. 
Selain itu, total biaya juga harus dihitung terkait efektifitas biaya yang akan 
dikeluarkan. Total biaya meliputi hal-hal berikut:  

1. Biaya modal untuk tempat sampah daur ulang dan peralatan lainnya. 
2. Operasi, pemeliharaan, dan biaya administrasi.  
3. Award bagi karyawan  
4. Pendapatan yang diharapkan dari daur ulang 

 
Kelayakan Teknis 

Tinjauan kelayakan teknis dalam upaya mengurangi sumber dan daur 
ulang sampah menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek 
teknologi yang akan digunakan. Dalam mengevaluasi kelayakan kebutuhan 
akan peralatan baru atau pengembangan menjadi pertimbangan. Program 
yang membutuhkan peralatan yang minim dan tidak mahal tentu menjadi 
priorotas. Selanjutnya program dengan menggunakan teknologi yang telah 
berhasil diterapkan di sejumlah komunitas atau bisnis selama bertahun-tahun, 
dengan tingkat kegagalan yang kecil, memiliki risiko yang rendah juga 
mempunyai potensi yang besar untuk dilaksanakan.  Kelayakan teknis juga 
sangat tergantung kepada pasar yang merupakan kunci keberhasilan dan 
ketergantungan program daur ulang. Daya jual materi yang ditargetkan untuk 
dikumpulkan secara langsung memengaruhi kelayakan berbagai program. 
Material yang dapat dipasarkan dengan mudah dan terpercaya akan menarik 
pasar untuk membelinya. 
 
 

https://methodrecycling.com/world/journal/why-source-separate)


Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … | 81  

Kelayakan administratif 

Kelayakan administratif  berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh 
perusahaan maupun industri terkait apakah benar-benar mempunyai 
komitmen melaksanakan dengan baik kewenangan yang ada ditangannya 
dalam hal ini pengurangan sumber dan pendaurulangan sampah. Selanjutnya 
dalam mengevaluasi kelayakan administratif, dua hal yang menjadi 
pertimbangan adalah kesesuaian dengan kebijakan perusahaan, dimana 
program yang sesuai dengan rencana, kebijakan, dan prosedur perusahaan 
akan lebih mudah diterapkan. Kelayakan suatu program juga akan tergantung 
pada ketersediaan komitmen personel yang diperlukan untuk 
pelaksanaannya. Program yang personelnya tersedia, atau yang kebutuhan 
personelnya minimal, lebih mudah diimplementasikan. 
 
Kelayakan logistik 

Kelayakan logistik meliputi kompatibilitas program dengan pengoperasian 
fasilitas, implementasi, dan komitmen karyawan. Program yang kompatibel 
dengan fasilitas yang ada akan lebih mudah diimplementasikan. Implementasi 
yang dilakukan juga harus cepat dan tepat. Selanjutnya, program tersebut 
harus diterima oleh karyawan dan dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa 
tanggung jawab.  
 
5. Rencana Tindak Lanjut 
 

Setelah program pengurangan sumber dan daur ulang diidentifikasi, 
dievaluasi, dan dipilih, implementasi dapat dimulai. Implementasi yang 
dilakukan terkait pelaksanaan program mengurangi sumber dan daur ulang 
sampah. Langkah-langkah umum dalam mengimplementasikan program 
meliputi: 

1. Pilih koordinator untuk mengelola program. 
2. Pilih vendor untuk mengumpulkan daur ulang, atau identifikasi fasilitas 

pemrosesan daur ulang. 
3. Jika perlu, beli peralatan yang diperlukan untuk program tersebut. 
4. Siapkan sistem pengumpulan, penyimpanan, dan daur ulang. 
5. Kembangkan program pendidikan karyawan untuk mempromosikan 

manfaat program pengurangan sumber daya dan daur ulang, jelaskan 
cara kerja program, dan tekankan pentingnya partisipasi karyawan. 

Peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pemegang otoritas pengelolaan 
lingkungan daerah juga sangat penting, beberapa hal yang dapat dilakukan 
antara lain: 

 
1. Mewajibkan perusahaan maupun industri untuk mengajukan rencana 

pengurangan sumber dan juga mendaur ulang sampah sebagai bagian 
dari permohonan izin penggunaan lahan untuk 
pembangunan/ekspansi usaha, permohonan usaha baru, atau 
perpanjangan izin usaha.  
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2. Memberikan insentif keuangan melalui biaya variabel untuk 
pengumpulan sampah. Dalam hal ini, semakin banyak sampah yang 
dihasilkan, semakin tinggi biaya unitnya; semakin banyak material 
yang dialihkan (sampah berkurang), semakin rendah biaya unitnya. 

3. Membangun persepsi bisnis bahwa pelanggan lebih memilih 
perusahaan dengan kesadaran lingkungan. 

4. Mengkoordinasikan dan mengadakan acara pendidikan berkelanjutan 
dan mendistribusikan materi informasi untuk memperkuat kebiasaan 
pengurangan sumber dan daur ulang serta mendidik karyawan baru. 

5. Menetapkan sistem pemantauan untuk pengurangan sumber dan 
tingkat daur ulang, pendapatan material, dan biaya program. 

6. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, dan modifikasi program 
sesuai kebutuhan. 

Hal-hal di atas secara tidak langsung telah memperkuat kesadaran 
perusahaan dalam mengembangkan rencana pengurangan sumber dan 
mendaur ulang sampah. 
Mewajibkan perusahaan dan industri untuk mendaur ulang sampah dan 
menggalakkan industri dengan bahan baku dari bahan daur ulang seperti 
plastik, karet, logam dan sebagainya. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 
 

Program pengurangan sumber dan daur ulang sampah adalah di dalam 
suatu perusahaan maupun industri dapat dilakukan dengan langkah-langkah 
berikut: 

1. Memperkirakan kuantitas dan mengidentifikasi jenis Material 
2. Mengidentifikasi Program Pengurangan Sumber Sampah 
3. Mengidentifikasi Program Daur Ulang Sampah 
4. Mengidentifikasi Pasar untuk Daur Ulang Sampah 
5. Mengevaluasi Program Pengurangan Sumber dan Daur Ulang 

Sampah 
Kelima program tersebut jika dilaksanakan nantinya akan memberikan 

dampak yang cukup signifikan dalam pengurangan dan daur ulang sampah 
perusahaan dan industri.  

Pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dengan 
melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah dan swasta dalam hal ini 
bisa dari kalangan perusahaan dan industri. Strategi 5R yaitu reduce, reuse, 
recycle, recovery, and repair sangat penting untuk terus disosialisasikan dan 
dilaksanakan demi terciptanya lingkungan yang sehat namun tetap produktif. 
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1.   Latar Belakang 
 

Pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di Era Globalisasi 
merupakan upaya yang strategis dalam menghadapi tantangan global yang 
meliputi perubahan iklim, kekurangan sumber daya alam, dan degradasi 
lingkungan. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan adanya interaksi dan 
ketergantungan antarnegara, Indonesia menyadari bahwa keberlanjutan 
pembangunan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan keberlanjutan 
lingkungan.1 

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk 
mendorong pembangunan berwawasan lingkungan. Salah satu langkah 
penting adalah penyusunan kebijakan dan regulasi yang mengarah pada 
pengurangan emisi gas rumah kaca dan pemanfaatan energi terbarukan. 
Pemerintah juga mendorong investasi dalam sektor energi terbarukan seperti 
pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan biomassa.2 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga fokus pada pengelolaan sumber 
daya alam yang berkelanjutan, termasuk hutan dan lahan. Program restorasi 
hutan dan penghijauan menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan 
ekosistem dan mengurangi deforestasi. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi 
penggunaan air dan pengelolaan limbah juga dilakukan untuk menjaga 
kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air.3 

Pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia juga melibatkan 
partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat 
sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Kolaborasi ini memungkinkan 
adanya pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya yang 
mendukung implementasi kebijakan lingkungan.4 

Pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan di era globalisasi 
juga tercermin dalam upaya Indonesia untuk berperan aktif dalam kerjasama 
internasional terkait isu lingkungan. Indonesia menjadi salah satu anggota 
aktif dalam negosiasi iklim global dan berkomitmen untuk mengurangi emisi 
gas rumah kaca sesuai dengan target global. Selain itu, Indonesia juga terlibat 
dalam upaya konservasi biodiversitas dan perlindungan ekosistem global.5 

Dalam konteks globalisasi, pembangunan berwawasan lingkungan di 
Indonesia bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga 
melibatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. 
Kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan menjadi 
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landasan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia 
dan dunia secara keseluruhan. 

 
2.   Masalah 
 

Pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di Era Globalisasi 
menghadapi sejumlah masalah yang kompleks dan menantang. Salah satu 
masalah utama adalah adanya konflik antara kepentingan ekonomi dan 
perlindungan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan daya saing global, seringkali terjadi eksploitasi sumber daya alam yang 
berlebihan dan merusak lingkungan. Misalnya, ekspansi sektor industri dan 
pertambangan yang tidak terkelola dengan baik dapat mengakibatkan 
deforestasi, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati.6 

Selain itu, tantangan lainnya adalah adanya keterbatasan pemahaman 
dan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan di kalangan 
masyarakat. Meskipun telah ada upaya pemerintah untuk meningkatkan 
kesadaran lingkungan, masih banyak individu dan kelompok yang kurang 
memahami dampak negatif dari aktivitas mereka terhadap lingkungan. 
Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat implementasi kebijakan dan 
praktik yang ramah lingkungan.7 

Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan teknologi dan 
infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembangunan berwawasan 
lingkungan. Penerapan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, 
dan teknologi ramah lingkungan lainnya memerlukan investasi yang signifikan 
dan akses yang luas. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam hal 
teknologi yang tersedia dan infrastruktur yang mendukung, terutama di daerah 
terpencil dan kurang berkembang.8 

Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam bentuk 
ketidakseimbangan ekologis akibat perdagangan internasional yang intensif. 
Aktivitas perdagangan yang melibatkan produksi dan konsumsi barang dari 
berbagai negara sering kali menghasilkan jejak karbon yang tinggi dan 
peningkatan polusi. Sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara 
pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan di tengah dinamika 
perdagangan global.4 

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan 
kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga 
internasional. Penyusunan kebijakan yang berbasis ilmiah, peningkatan 
kesadaran publik, investasi dalam teknologi ramah lingkungan, serta 
penguatan infrastruktur yang mendukung merupakan langkah-langkah penting 
dalam mengatasi masalah pembangunan berwawasan lingkungan di Era 
Globalisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut Indonesia dapat menghadapi 
tantangan global dengan cara yang berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan 
alam dan lingkungan bagi generasi masa depan. 
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Tantangan Pembangunan di Era Globalisasi 

Tantangan pembangunan di Era Globalisasi adalah kompleks dan 
melibatkan beberapa isu kritis yang harus diatasi untuk mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan.  Pertama, perubahan iklim menjadi salah 
satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya terhadap 
lingkungan sangat serius, termasuk kenaikan suhu rata-rata, pola cuaca yang 
ekstrem, dan naiknya permukaan air laut. Fenomena ini mengancam 
kelangsungan ekosistem dan sumber daya alam, serta mempengaruhi 
kehidupan manusia.11 

Kedua, kekurangan sumber daya alam dan degradasi lingkungan 
merupakan tantangan serius dalam pembangunan. Pemanfaatan sumber 
daya alam yang berlebihan tanpa pertimbangan berkelanjutan telah 
menyebabkan kelangkaan beberapa sumber daya dan merusak ekosistem 
alami. Deforestasi (penebangan hutan), degradasi lahan, dan penurunan 
kualitas air dan udara adalah contoh dampak negatif dari aktivitas manusia 
yang tidak terkendali. 

Selain itu, dampak negatif globalisasi juga merupakan tantangan 
dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Peningkatan perdagangan 
internasional dan pertumbuhan industri yang pesat menyebabkan peningkatan 
emisi gas rumah kaca, penurunan kualitas udara, dan peningkatan polusi. 
Globalisasi juga berkontribusi pada perubahan pola konsumsi yang cenderung 
tidak berkelanjutan. 
 
Tantangan dan Kendala dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

Tantangan dan kendala dalam pembangunan berwawasan lingkungan 
di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan menuntut solusi yang tepat. 
Pertama, salah satu tantangan utama adalah konflik antara kepentingan 
ekonomi dan lingkungan. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi, seringkali terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan 
merusak lingkungan. Pengembangan industri dan proyek infrastruktur sering 
kali menghadapi resistensi dari kelompok lingkungan karena potensi dampak 
negatif terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. 

Selanjutnya, keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat 
tentang lingkungan juga menjadi kendala. Meskipun telah ada upaya 
pemerintah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, masih banyak individu 
dan kelompok yang kurang memahami dampak negatif dari aktivitas mereka 
terhadap lingkungan. Kurangnya kesadaran ini dapat menghambat 
implementasi kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan. Dibutuhkan 
edukasi yang lebih luas dan kampanye informasi yang efektif untuk mengubah 
pola pikir dan perilaku masyarakat terkait lingkungan. 

Keterbatasan teknologi dan infrastruktur juga menjadi tantangan dalam 
pembangunan berwawasan lingkungan. Penerapan energi terbarukan, 
pengelolaan limbah yang efektif, dan teknologi lainnya yang berkelanjutan 
memerlukan investasi yang signifikan dan akses yang luas. Masih terdapat 
keterbatasan dalam hal teknologi yang tersedia dan infrastruktur yang 
mendukung, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Dalam 
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menghadapi kendala ini, diperlukan investasi lebih lanjut dalam riset dan 
pengembangan teknologi berkelanjutan serta perbaikan infrastruktur untuk 
mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. 

Dalam mengatasi tantangan dan kendala ini, perlu adanya upaya 
kolaboratif dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga 
internasional. Penyusunan kebijakan yang bijaksana dan berbasis ilmiah, 
kampanye kesadaran lingkungan yang efektif, investasi dalam riset dan 
teknologi berkelanjutan, serta perbaikan infrastruktur menjadi langkah-langkah 
kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan berwawasan lingkungan di 
Indonesia. Upaya-upaya mengatasi tantangan ini, Indonesia dapat 
mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan dan melindungi 
lingkungan alam untuk generasi mendatang. 

 
3.   Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
Dalam menghadapi masalah pembangunan Indonesia berwawasan 

lingkungan di Era Globalisasi, pemikiran pemecahan masalah yang holistik 
dan terintegrasi menjadi penting. Pertama, perlu adanya pendekatan yang 
berbasis ilmiah dan bukti dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. 
Keputusan yang diambil harus didasarkan pada data dan penelitian yang valid 
guna mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks.7 

Selanjutnya, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, 
masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional. Sinergi dan 
partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan akan memperkuat 
implementasi kebijakan dan praktik berwawasan lingkungan. Melalui dialog 
dan kemitraan yang kuat, berbagai pihak dapat berbagi pengetahuan, 
teknologi, dan sumber daya yang mendukung perubahan positif. 

Selain itu, peningkatan kesadaran publik menjadi elemen kunci dalam 
pemecahan masalah ini. Edukasi dan kampanye yang melibatkan masyarakat 
luas perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya 
pembangunan berkelanjutan dan dampak positifnya terhadap lingkungan. 
Kesadaran ini akan mendorong partisipasi individu dan kelompok dalam 
tindakan yang ramah lingkungan, mulai dari penghematan energi hingga 
pengurangan limbah. 

Pemecahan masalah juga harus melibatkan investasi dalam teknologi 
ramah lingkungan. Pengembangan dan penerapan teknologi terbaru dalam 
bidang energi terbarukan, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, dan 
sektor-sektor lainnya akan memainkan peran penting dalam mengurangi 
dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah perlu mendorong investasi 
sektor swasta dalam riset dan pengembangan teknologi yang inovatif dan 
berkelanjutan.8   

Sangat penting untuk membangun infrastruktur yang mendukung 
pembangunan berwawasan lingkungan. Infrastruktur yang ramah lingkungan, 
seperti sistem transportasi yang efisien, pengelolaan air yang berkelanjutan, 
dan teknologi hijau, akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan 
yang berkelanjutan di masa depan. 
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Melalui pendekatan ramah lingkungan, pemecahan masalah 
pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di Era Globalisasi dapat 
terwujud. Melalui pendekatan holistik, kolaborasi yang kuat, peningkatan 
kesadaran, investasi teknologi, dan infrastruktur yang berkelanjutan, 
Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan cara yang 
berkelanjutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi masa 
depan. 

 
4.   Strategi Pemecahan Masalah 
 

Strategi pemecahan masalah dalam pembangunan Indonesia 
berwawasan lingkungan di Era Globalisasi melibatkan beberapa pendekatan 
kunci. Pertama, perlu dilakukan diversifikasi sumber energi dengan 
meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga 
angin, dan bioenergi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada bahan 
bakar fosil yang merusak lingkungan.9 

Selanjutnya, penting untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan 
sumber daya alam melalui praktik-produksi yang bersih dan berkelanjutan. 
Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan bahan baku akan 
membantu mengurangi limbah dan emisi, serta mengurangi tekanan pada 
lingkungan. 

Selain itu, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem menjadi strategi 
penting dalam pemecahan masalah ini. Melalui penghijauan, restorasi hutan, 
dan konservasi lahan basah, dapat dipulihkan fungsi ekologis yang penting, 
meningkatkan keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak perubahan 
iklim. 

Selanjutnya, perlu ditingkatkan pengelolaan limbah yang efektif. Hal ini 
meliputi pengolahan dan daur ulang limbah, pengurangan limbah plastik, dan 
pengelolaan limbah berbahaya. Pengelolaan limbah yang baik akan 
mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas udara, air, 
dan tanah. 

Pendekatan berbasis masyarakat juga menjadi strategi penting dalam 
pemecahan masalah ini. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 
pengambilan keputusan, melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan 
sumber daya alam, dan memperkuat pengetahuan dan keterampilan mereka 
dalam pengelolaan lingkungan adalah langkah yang penting untuk mencapai 
pembangunan berkelanjutan. 

Terakhir, kerjasama internasional juga menjadi strategi penting dalam 
pemecahan masalah ini. Melalui kolaborasi dengan negara-negara lain, 
Indonesia dapat memperoleh akses terhadap teknologi dan pengetahuan 
terbaru dalam lingkup lingkungan. Selain itu, kerjasama internasional juga 
memungkinkan pertukaran pengalaman dan sumber daya yang mendukung 
implementasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif. 

 Mengadopsi strategi-strategi tersebut, pembangunan Indonesia 
berwawasan lingkungan di Era Globalisasi dapat mengatasi masalah yang 
ada. Diversifikasi energi, efisiensi sumber daya, perlindungan ekosistem, 
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pengelolaan limbah yang efektif, pendekatan berbasis masyarakat, dan 
kerjasama internasional akan membantu menciptakan masa depan yang 
berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan 
dapat berjalan seiring dan harmonis. 
 
Kebijakan dan Upaya Pemerintah dalam Pembangunan Berwawasan 
Lingkungan 

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai kebijakan dan upaya 
dalam pembangunan berwawasan lingkungan sebagai tanggapan atas 
tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Pertama, penyusunan 
kebijakan dan regulasi lingkungan menjadi langkah awal yang penting dalam 
menciptakan kerangka kerja yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 
Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengendalian emisi, 
pengelolaan limbah, perlindungan hutan, dan perlindungan kawasan 
konservasi.13 

Selanjutnya, pemerintah telah melakukan upaya untuk diversifikasi 
sumber energi dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Melalui 
investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan 
bioenergi, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar 
fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim. Diversifikasi ini juga 
meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi dampak negatif terhadap 
lingkungan. 

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi fokus 
utama dalam kebijakan pemerintah. Pemanfaatan sumber daya alam seperti 
hutan, lahan, dan air dilakukan dengan cara yang berkelanjutan untuk 
menjaga ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi 
mendatang. Langkah-langkah ini termasuk program penghijauan, restorasi 
hutan, dan pengelolaan lahan yang bertanggung jawab. 

Perlindungan ekosistem dan konservasi biodiversitas menjadi prioritas 
dalam upaya pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. 
Penerapan taman nasional, kawasan konservasi, dan langkah-langkah untuk 
mengurangi perburuan liar dan perdagangan satwa liar adalah contoh dari 
kebijakan tersebut. Melalui perlindungan ini, pemerintah berusaha menjaga 
keberlanjutan ekosistem dan spesies yang terancam punah. 

Peningkatan kesadaran publik tentang lingkungan juga menjadi bagian 
penting dalam upaya pemerintah. Melalui kampanye informasi, program 
edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait 
lingkungan, pemerintah berusaha menciptakan kesadaran tentang pentingnya 
menjaga lingkungan dan mendorong tindakan yang ramah lingkungan dari 
masyarakat. 

Melalui kebijakan dan upaya ini, pemerintah Indonesia berkomitmen 
untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 
Dengan pengelolaan yang bijaksana atas sumber daya alam, perlindungan 
ekosistem dan keanekaragaman hayati, diversifikasi sumber energi, dan 
peningkatan kesadaran publik, Indonesia berupaya untuk menciptakan masa 
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depan yang berkelanjutan, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan 
memberikan dampak positif bagi generasi mendatang. 

 
5.   Rencana Tindak Lanjut 
 

Rencana tindak lanjut pembangunan Indonesia berwawasan 
lingkungan di Era Globalisasi melibatkan serangkaian langkah nyata yang 
akan diambil oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pertama, 
pemerintah akan terus menyusun kebijakan dan regulasi yang mengarah 
pada pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, 
dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.10 

Selanjutnya, akan dilakukan investasi yang signifikan dalam 
pengembangan infrastruktur berkelanjutan, termasuk transportasi yang ramah 
lingkungan, pengelolaan limbah yang efektif, dan pengembangan kawasan 
hijau perkotaan. Investasi ini akan mendukung transisi ke ekonomi hijau dan 
memberikan dasar yang kuat bagi pembangunan berwawasan lingkungan. 

Pemerintah juga akan terus meningkatkan edukasi dan kesadaran 
lingkungan di kalangan masyarakat melalui kampanye publik, program 
pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Hal ini akan membantu mengubah 
pola pikir dan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih 
berkelanjutan. 

Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional 
akan ditingkatkan. Kolaborasi ini akan melibatkan pertukaran pengetahuan, 
teknologi, dan sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan 
lingkungan. Pemerintah juga akan mendorong investasi sektor swasta dalam 
sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan praktik-produksi yang 
ramah lingkungan. 

Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan dan penegakan 
hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Melalui pengawasan yang ketat, 
pelanggaran terhadap lingkungan akan ditindak secara tegas, mendorong 
kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. 

Selanjutnya, Indonesia akan terus berperan aktif dalam kerjasama 
internasional terkait isu lingkungan. Negara ini akan terus berpartisipasi dalam 
perundingan iklim global, konservasi biodiversitas, dan kerjasama regional 
untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan. 

Dengan rencana tindak lanjut ini, pembangunan Indonesia 
berwawasan lingkungan di Era Globalisasi akan melangkah maju menuju 
keberlanjutan yang lebih baik. Melalui kebijakan progresif, investasi 
berkelanjutan, kesadaran masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan 
keterlibatan internasional yang kuat, Indonesia dapat menjadi pemimpin 
dalam upaya global untuk melindungi lingkungan dan mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan. 
 
Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Berwawasan Lingkungan 

Rencana tindak lanjut pembangunan berwawasan lingkungan di 
Indonesia mencakup berbagai strategi yang saling mendukung. Pertama, 
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diperlukan konsistensi dan penegakan hukum yang tegas dalam implementasi 
kebijakan lingkungan. Hal ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang 
ditetapkan benar-benar dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak terkait. 
Dengan penegakan hukum yang kuat, pelanggaran terhadap regulasi 
lingkungan dapat ditindak secara tegas, sehingga memberikan efek jera dan 
mendorong kepatuhan.12 

Selanjutnya, penting untuk meningkatkan investasi dalam riset dan 
pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dengan mengalokasikan dana 
untuk riset dan pengembangan, Indonesia dapat mengembangkan dan 
menerapkan teknologi inovatif yang lebih efisien dalam penggunaan sumber 
daya alam dan energi. Investasi ini juga akan membuka peluang bagi sektor 
swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi ramah 
lingkungan, sehingga mempercepat adopsi solusi berkelanjutan. 

Pendekatan berbasis masyarakat juga menjadi pilar penting dalam 
rencana tindak lanjut ini. Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam 
pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan lingkungan akan 
memperkuat dukungan dan penerimaan dari masyarakat. Dengan melibatkan 
komunitas lokal, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan dapat 
lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas di tingkat lokal. 

Selain itu, diperlukan program pendidikan dan kesadaran lingkungan 
yang berkelanjutan. Edukasi mengenai pentingnya lingkungan dan bagaimana 
setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan alam harus 
dilakukan secara terus-menerus. Program ini dapat dilakukan melalui 
pendidikan formal di sekolah, kampanye publik, serta pelatihan keterampilan 
dan pengetahuan lingkungan. 

Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional juga 
harus ditingkatkan. Melalui kerjasama yang erat, Indonesia dapat memperoleh 
akses terhadap teknologi dan pengetahuan terbaru dalam lingkup lingkungan. 
Kolaborasi ini juga memungkinkan pertukaran pengalaman dan sumber daya 
yang mendukung implementasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan 
berdampak lebih luas. 

Terakhir, penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap 
pelanggaran lingkungan harus menjadi prioritas. Pengawasan yang ketat akan 
memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi dan industri berjalan sesuai 
dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran, 
penegakan hukum yang tegas perlu diterapkan untuk memberikan sanksi 
yang adil dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. 

Melalui rencana tindak lanjut ini, Indonesia dapat mempercepat 
perubahan menuju pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan 
di Era Globalisasi. Dengan konsistensi dan penegakan hukum yang tegas, 
investasi dalam riset teknologi, partisipasi aktif masyarakat, pendidikan dan 
kesadaran lingkungan, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga 
internasional, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum, Indonesia 
dapat mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan, menjaga 
keberlanjutan lingkungan, dan memberikan dampak positif bagi generasi 
masa depan. 
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6.  Kesimpulan dan Saran 
 
Kesimpulan 

Pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di Era Globalisasi 
merupakan langkah yang strategis dalam menghadapi tantangan lingkungan 
global. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting 
seperti penyusunan kebijakan, diversifikasi sumber energi, pengelolaan 
sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan ekosistem. 
Peningkatan kesadaran publik, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, 
investasi teknologi, dan infrastruktur yang mendukung juga merupakan 
komponen penting dalam pemecahan masalah pembangunan berwawasan 
lingkungan. Melalui pendekatan holistik dan terintegrasi, Indonesia dapat 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil melindungi 
lingkungan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. 
 
Saran 
1. Meningkatkan konsistensi dan penegakan hukum dalam implementasi 

kebijakan lingkungan. 
2. Mengintensifkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi 

yang ramah lingkungan untuk mendukung transformasi ekonomi hijau. 
3. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 

implementasi kebijakan lingkungan melalui pendekatan berbasis 
masyarakat. 

4. Menggalakkan program pendidikan dan kesadaran lingkungan yang terus-
menerus, termasuk dalam kurikulum pendidikan. 

Dengan menerapkan saran-saran di atas, Indonesia dapat 
mempercepat perubahan menuju pembangunan berwawasan lingkungan 
yang berkelanjutan di Era Globalisasi, menjaga keberlanjutan lingkungan 
alam, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi 
mendatang. 
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1. Latar Belakang 
 

Banyak yang tidak sadar bahwa masalah utama bangsa Indonesia 
dalam membangun adalah lemah dalam berencana [1,2]. Logika 
pembangunan selalu bernuansa kemewahan fisik dan kaya dengan ambisi 
kepentingan pribadi atau kelompok, tidak menghiraukan prinsip bangsa, 
sehingga pembangunan yang dilakukan tidak mendatangkan kemakmuran 
dan tidak berkeadilan sesuai pesan Undang-Undang Dasar 1945 [3]. 
Bagaimanapun, pembangunan bersifat fisik tidak saja mengubah suatu 
lingkungan kehidupan, tetapi menguras sumber daya yang terdapat pada 
lingkungan tersebut [4]. Perubahan itu akan berdampak kepada sosial-
ekonomi dan lingkungan hidup mulai dari lokal, nasional, sampai internasional 
(global) [5].  

Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan memerlukan perencanaan 
[6,7], dan agar pembangunan terencana dengan baik harus didasari data atau 
informasi yang mengungkapkan tidak saja masa depan pembangunan [8-11], 
tetapi juga fungsi dan manfaat pembangunan itu sendiri bagi meningkatkan 
mutu jiwa-raga dan semangat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang 
bermartabat, termasuk sebagai bangsa yang menjaga dan berwawasan 
lingkungan [12]. 
 
2. Masalah 

 
Sejarah mencatatkan bahwa bangsa Indonesia secara umum hidup 

bersahaja, dengan begitu kebiasaan yang terbentuk di dalam sosial-
masyarakat adalah apa adanya, yang kemudian menghasilkan budaya dari 
desakan keadaan lingkungan hidupnya [13]. Tanah yang subur dan sumber 
alam yang berlimpah ruah telah membentuk kebersahajaan itu sehingga 
kebudayaan bangsa Indonesia bukanlah kebudayaan yang menghasilkan 
pemikir-pemikir yang mumpuni yang mampu mempengaruhi dunia [6]. Apa 
yang menjadi kekurangan dari kehidupan bersahaja adalah ketidakmampuan 
menggunakan logika dan bernalar. Suatu kemampuan yang perlu untuk 
membangun dan di dalam pembangunan itu, suatu sebab agar suatu bangsa 
berpikir lurus, meluas, mendalam dan kritis. Dalam hal tertentu, suatu alasan 
bahwa dalam pembangunan perlu pemimpin berpikir sistematis, radikal dan 
universal, sehingga penyelenggaraan pembangunan tidak rentan terhadap 
korupsi dan kolusi, tidak menabrak tata aturan yang melemahkan penegakan 
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hukum, atau tidak membuat aturan-aturan yang memuluskan kepentingan 
pribadi atau kelompok tetapi mengabaikan kepentingan rakyat banyak [14]. 

Bagaimanapun, tabiat dan perilaku bangsa dalam kebiasaannya 
secara umum dan karakter kebanyakan pemimpin bangsa Indonesia 
khususnya [15,16], dan kerasnya arus globalisasi [17], menyebabkan 
pembangunan di Indonesia mengandung kontradiksi, tidak konsisten, 
berwawasan sempit, terbatas atau tidak berkesinambungan [18]. Cita-cita 
kemerdekaan yang telah diproklamirkan lebih ¾ abad yang lalu dengan 
mengorbankan darah dan nyawa, pada akhir-akhir ini telah ditutupi dengan 
timbunan tumpukan hutang yang berpotensi membebani bangsa Indonesia 
[19]. Kemandirian pembangunan, untuk mencapai masyarakat makmur dan 
berkeadilan, telah didegradasi sepanjang jalan tol yang mengiringi 
tergadainya sumber alam yang secara tidak langsung merusak lingkungan 
hidup [20]. Oleh karena itu, sebagaimana, pada waktu lalu, nusantara (cikal-
bakal Indonesia) melahirkan seorang pemikir, seorang pemersatu – ada 
dugaan bahwa Gadj Ahmada nama sebenarnya dari Patih Gadjahmada [21] – 
yang memiliki cita-cita luhur, sekarang ini bangsa Indonesia memerlukan 
pemimpin yang memiliki komitmen, seorang pemikir tangguh, yang memiliki 
etika, untuk menjalankan roda pembangunan dalam mengisi kemerdekaan itu. 
Pemimpin seperti itu akan lahir dari kesadaran bangsa Indonesia akan 
perlunya berpikir kritis, runtut, singkron, sistematis, dan universal, agar secara 
kebudayaan anak-anak bangsa memiliki disiplin dan berbudi luhur yang 
mampu mengusung suatu kepemimpinan yang memandirikan bangsa 
Indonesia. 

 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 

Dalam keadaan bangsa Indonesia yang morat-marit bagaimanapun, 
justru oleh karena itu memunculkan pemimpin yang mencoba mendobrak 
ketidakadilan, tetapi pemimpin yang tulus selalu lebih sedikit dibandingkan 
para perongrong bahkan dari jumlah pengkhianat bangsa. Dengan demikian, 
ada baiknya bangsa ini belajar dari apa yang telah dilaluinya, untuk 
menghadirkan para pemimpin yang memikirkan pembangunan yang sesuai 
bagi mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia [5].  

Seperti digambarkan oleh prinsip data, apa yang telah dilalui akan 
menentukan apa yang terjadi hari ini dan berpotensi untuk menghadirkan 
masa depan dalam bentuk yang bagaimana tergantung pada dua keadaan 
sebelumnya [22]. Barangkali, entah sejak kapan, tapi dari sedikit catatan 
berserakan semenda dalam prasasti maupun candi, suku-suku bangsa di 
nusantara telah dipengaruhi oleh anak benua – India [23]. Pembangunan 
selalu bernuansa kematian dan pengorbanan rakyat, dengan perang (barata 
yuda) yang tidak berkesudahan barangkali karena hasat-dengki dan dendam 
terhadap cinta antara Rama (keadilan) dan Shinta (kemakmuran) [24]. Pesta 
pora para pemimpin dilindungi dengan tembang yang menina-bobokkan 
rakyat dengan cerita cinta itu. Tembang itu juga seperti mengkiaskan 
pengorban para filsuf Yunani: Socrates, Aristoteles, dan Plato sebagai tumbal 
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demokrasi – suatu kata yang diadopsi untuk menafsirkan permusyawaratan 
dalam UUD 1945 – yang diikuti perang tidak berkesudahan antara Romawi 
dan Persia, yang membawa bersamanya kegelapan pemikiran di dunia Barat 
[22]. Seiring akhir abad kegelapan itu, di jajirah Arab ada gelombang utama 
perubahan yang memperbaiki secara radikal jalan pemikiran bersosial dan 
bernegara untuk pembangunan yang mencapai kesejahteraan [25]. Melalui 
pemikir utama, pembawa risalah, sang Nabi Muhammad saw 
memproklamirkan kemerdekaan berpikir untuk kemakmuran dan keadilan, 
dan Islam telah membuka mata Barat dan melahirkan zaman Renaissance, di 

mana para pemikir Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Rusyd (Averroes), Ibnu Sina 
(Avicenna), Ibnu Khaldun dan lainnya sepakat [26,27] - berdasarkan ajaran 
sang guru besar dan pemimpin yang tiada tara itu - menyampaikan dengan 
gamblang bahwa keadilan dan kemakmuran hanya bisa dicapai melalui 
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sayangnya, dunia Barat hanya mampu 
menafsirkan sebagian pemikiran itu dan mencampuradukkannya tanpa dasar 
yang sama ke dalam filsafat Yunani yang juga diperkenalkan oleh pemikir-
pemikir Islam itu. Keserakahan terhadap dunia dan kelemahan berpikir yang 
dulu membenamkan dunia Barat, bangkit lagi dengan wajah baru, dan turut 
melemahkan pemikiran Islam berikutnya. Ronrongan itu mencapai puncaknya, 
ketika Mongol bersama Cina memporakporandakan pemikiran itu dengan 
perang, tetapi ambisi Mongol untuk menguasai dunia itu tersandung di tanah 
Jawa [28]. 

Dengan terbata-bata (usaha membuka catatan sejarah), jejak rekam 
membuktikan bahwa Islam telah lama hadir di nusantara yang menyadarkan 
tidak saja rakyat tetapi pemimpin yang berada di istananya saat itu, bahwa 
pemimpin tidak memiliki arti jika tidak ada rakyat, atau dikatakan pemimpin 
jika mampu memberi kemakmuran dan keadilan kepada rakyat. Namun, 
kelemahan pemikiran telah menyebabkan lahirnya para pengambil 
kesempatan dalam kesempitan, ketika ada perselisihan pemikiran tentang 
pembangunan sejahtera itu, pemikiran perongrong muncul untuk 
mengkhianati [29]. Pemikiran pembangunan untuk kemakmuran semua 
terbebani oleh pemikiran yang menyelipkan kepentingan pribadi atau 
golongan dengan dalih keadilan, hanya pemimpin yang tangguh dengan 
pengalamannya yang mungkin mengeliminasi gangguan itu. Begitulah, era 
terbelenggu hadir tanpa disadari, seperti kata pepatah semula meminta 
sejengkal tanah akhirnya menguasai dan menjajah dunia timur termasuk 
nusantara. Dunia Barat yang siuman dari kegelapan dengan rakusnya 
menguasai sumber daya alam yang masih terpelihara di dunia Timur, untuk 
melindungi akibat kerusakan sumber daya alam atas perbuatan mereka, 
pemikiran-pemikiran anak-anak nusantara direduksi dan dibelunggu oleh 
dunia Barat dengan cara memecah belah [30]. Pemikiran-pemikiran yang 
membangun untuk kemakmuran itu disusupi dan diamputasi. Akan tetapi, 
para pemimpin bangsa yang muncul satu demi satu bersama pemikirannya 
mencari jati diri agar tidak mudah diumbang-ambing oleh pemikiran 
pragmatisme dari barat itu atau pemikiran lain seperti kapitalisme, sosialisme 
atau komunis. Jati diri itu, terangkum ke dalam berbahasa satu, bertanah air 
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satu, dan berbangsa satu, yaitu Indonesia [31]. Dengan deskripsi yang lebih 
jelas, persatuan menjadi inti keberhasilan untuk memulai membangun 
walaupun itu harapan terhadap kemakmuran, dan memang dengan semangat 
itu dan dengan penuh kendala dan tantangan dari dunia Barat yang tidak ingin 
kehilangan sumber daya alam yang melimpah ruah itu, perjuangan dan 
pemikiran bangsa Indonesia, oleh pemikir-pemikir tangguh, merumuskan 
piagam Djakarta [31]. Namun, atas desakan pemikir kebarat-baratan yang 
tidak memahami kemerdekaan itu, mendegradasi pemikiran final tentang 
prinsip membangun itu ke dalam suatu bentuk, yang terdapat dalam 
Pembukaan UUD 1945. Pancasila [32], yang terekam sebagai pernyataan 
sikap bangsa Indonesia adalah: “ … disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang 
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang 
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan begitu, sampai saat ini, 
pemikiran-pemikiran anak bangsa tentang pembangunan berdasarkan 
Pancasila telah, sedang, dan akan mengalami gangguan dari berbagai pihak 
baik dari dalam maupun dari luar negeri, mengingat nusantara begitu 
menjanjikan. Misalnya, saat ini sebagian ronrongan itu berasal dari Cina 
daratan (Tiongkok) melalui agen-agennya yang berusaha (dalam hegemoni) 
untuk menguasai dan menguras sumber alam Indonesia [33,34]. 

 
4. Strategi Pemecahan Masalah 
 

Pemikiran pembangunan yang bersahaja, yang berarti tanpa 
perencanaan, berasal dari kelemahan berpikir, telah menimbulkan masalah 
dalam kebudayaan, berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan melahirkan 
pimpinan-pimpinan yang kebanyakan juga lemah berfikir dan bernalar, dan 
akibatnya para pemimpin demikian memanfaatkan kelemahan kemampuan 
berpikir rakyatnya yang tidak kritis, memanfaatkan kelemahan kawannya 
sendiri dalam bernegosiasi, memelihara dendam-kusumat dan membuat 
fitnah [35]. Selain itu, pemikiran pembangunan yang bermuka dua - seperti 
kapitalisme dan komunisme, atau gaya baru masing-masing – telah 
merongrong tidak saja pemikiran pembangunan berkeadilan berdasarkan 
Pancasila tetapi secara ekonomi menguras sumber daya alam dan dengan 
ganasnya merusak lingkungan [36-38]. Para pemimpin dengan pemikiran 
bermuka dua itu secara bersama-sama telah melahirkan oligarki yang tidak 
saja menggerogoti demokrasi [39], tetapi juga mencoba mengubah prinsip 
dasar berbangsa. Masalah ini tidak mudah diurai agar Indonesia mampu 
berdiri sendiri dalam pembangunannya dan dengan begitu memiliki wawasan 
kepribadian berbangsa Indonesia yang tangguh dan bermartabat [40]. 

Menyiapkan generasi masa depan dan mereduksi pemikiran-pemikiran 
yang merongrong kepribadian bangsa mungkin menjadi jalan keluar. Kajian-
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kajian terhadap Pancasila tidak boleh putus untuk mengungkapkan lebih jauh 
jati diri bangsa itu bagi kepentingan pembangunan, suatu kajian yang tidak 
saja menjadikannya dasar bernegara tetapi menjadikannya sebagai falsafah 
bernegara dan berbangsa, yang memungkinkan Pancasila hadir dalam setiap 
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia: Ada tidaknya ekonomi 
berbasis Pancasila, misalnya, tergantung bagaimana kemampuan para 
pemikir bangsa mengungkapkan mulai dari konsep, perumusan (memerlukan 
matematika dan komputasi), dan implikasi untuk implementasi. Bagaimana 
mampu bertahan dan negara menjadi aman, jika pertahanan dan keamanan 
tergantung kepada teknologi pertahanan canggih yang diimpor. Kecanggihan 
tidak selalu menjadi patokan, keamanan dan ketahanan tergantung sikap 
mental dari anak-anak bangsa, bukan sikap menjilat dan harga diri yang 
murah dengan mudah menyerah (sebagaimana para buzzer bayaran [41,42]), 
yang menggadaikan apa saja termasuk ibu pertiwi. Kenapa harus lebih dahulu 
berpikir, bukan kerja, adalah karena bangsa adalah manusia yang memiliki 
kepribadian, hidupnya bukan untuk makan saja, tetapi untuk meningkatkan 
taraf hidupnya sebagai manusia. Jalan pikiran haruslah direntang lebih jauh. 
Martabat suatu bangsa berasal dari pengetahuan yang mereka kuasai, dan itu 
diperoleh dari membaca dan berpikir [43]. Jadi, pemikiran-pemikiran seperti itu 
perlu dibangkitkan dari perguruan tinggi yang sudah tentu memiliki sumber 
daya manusia terpelajar. 

Membangun pemikiran mandiri atau bersumberkan Pancasila untuk 
membangun adalah suatu kenisjayaan. Jika tidak untuk apa kemerdekaan 
yang diperjuangkan dengan ribuan pejuang yang gugur, bila hanya anak-anak 
bangsa mengisinya dengan pertengkaran tentang prinsip bernegara sehingga 
UUD 1945 diotak-atik. Jika tidak demikian, untuk apa revolusi menumpas G 
30 S PKI, jika generasi berikutnya mengangap itu hanya suatu kesalahan, 
padahal telah terjadi pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 lebih 
dari sekali. Jika tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, untuk apa 
reformasi dilakukan, mungkinkah itu hanya sekedar balas dendam [44]. 
Dengan kemerdekaan, yang hendak dicapai adalah kemakmuran dan 
keadilan. Suatu kemakmuran yang tidak bersumber kepada kapitalisme dan 
suatu keadilan yang tidak berdasarkan sosialisme (komunisme). Konsep 
pemikiran bangsa Indonesia secara mandiri ada dalam Pancasila: Suatu 
kemakmuran bersumber dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga 
keadilan tidak hanya sekedar kata di dalam prinsip kemanusiaan yang adil 
dan beradab serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi 
terimplementasi dalam peraturan dan penegakan hukum. Dengan begitu, 
eliminasi terhadap pemikiran-pemikiran yang bergentayangan saat ini dengan 
mengambil kesempatan dalam pembangunan dapat dideteksi dan diawasi 
dengan cara berpikir dan bernalar dengan sehat. Tidaklah karena kelemahan 
berpikir - dengan bukti bangsa Indonesia diposisikan sebagai bangsa dengan 
kemampuan berpikir secara rata-rata di bawah bangsa-bangsa lain di dunia – 
menyebabkan pengambil keputusan tanpa keadilan dan penegakan hukum 
dilakukan dengan tebang pilih [45]. Jika penegakan hukum tidak berjalan 
benar, bagaimana mungkin ada pembangunan berwawasan lingkungan di era 
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globalisasi. Seharusnya, kelemahan itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak 
bangsa, terutama bagi para pemimpin yang muncul dari rakyat melalui 
demokrasi. 
 
5. Rencana Tindak Lanjut 

 
Kemandirian tidak saja perlu dalam membangun tetapi juga dalam 

berpikir. Membangun dengan hutang berpotensi untuk tidak mandiri dalam 
bersikap baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Pemimpin 
yang berhutang dalam melaksanakan pembangunan negarannya kepada 
negara lain mau tidak mau akan mengikuti kemauan negara pemberi utang, 
memilah-milah kepentingan rakyat dan bersikap oportunis secara global. 
Negara yang berhutang terhadap suatu negara akan mempengaruhi 
pergaulannya di dunia global. Secara tidak langsung negara yang dibebani 
hutang, akan mengikuti poros yang memberi hutang, dan tidak berlaku netral. 
Sikap pemimpin yang tidak mandiri, mempengaruhi pembangunan dan 
menurunnya kemampuan berpikir. Kemandirian suatu negara juga lemah 
ketika kemampuan berpikir dari suatu generasi ke generasi lain menurun [46]. 
Kemampuan berpikir dari pemimpin negara merupakan cermin dari 
kemampuan berpikir rakyatnya di dalam negara demokrasi, kecuali 
penyelenggaraan demokrasi itu ada tipu muslihat. Dengan begitu, 
pembangunan yang bagaimanapun tidak akan memberi kemakmuran. Para 
pemimpin suatu bangsa yang hadir dengan tipu muslihat, menyebabkan 
rakyat terpecah-pecah dalam kotak-kotak yang saling mencurigai. Potensi 
kemandirian setiap anak bangsa mungkin akan pupus dengan hilangnya 
potensi ekonomi, hancurnya sumber daya alam, salah memanfaatkan 
teknologi dan pengetahuannya, dan melemahnya sistem pendidikan suatu 
bangsa [47]. 

Ketergantungan suatu bangsa terhadap bangsa lain, akan mengubah 
cara berpikir bangsa itu. Mau tidak mau, pembangunan secara tidak langsung 
akan diarahkan untuk memenuhi hajat hidup sekelompok orang tertentu, 
pembangunan tidak lagi dengan pertimbangan akademik. Penglibatan 
perguruan tinggi hanya kedok untuk memenuhi syarat agar tidak melanggar 
konstitusi dalam penyusunan rencana dan peraturan yang terkait dengan 
pembangunan itu, sementara itu pendidikan itu sendiri telah dikebiri [48]. 
Kemandirian rakyat dan generasi bangsa baik dalam berpikir dan membangun 
kehidupannya adalah dengan cara membangkitkan kembali semangat 
persatuan. Pertama, bahasa sebagai alat pemersatu itu sebagaimana yang 
tercantum dalam sumpah pemuda, dengan begitu transparansi pembangunan 
memberikan jaminan terhadap kemandirian pembangunan. Kedua, tanah air 
bagaimanapun menjadi wadah bagi pembangunan sehingga tidak boleh 
dikuasai sekelompok orang, sumber daya alam yang terdapat di tanah air itu 
mestilah diusakan sebaik-baiknya oleh negara untuk mencapai kemakmuran 
itu. Ketiga, berbangsa satu menjadi jaminan terhadap rakyat adalah bangsa 
Indonesia diisi oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai bangsa Indonesia 
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(pribumi) bukan warga yang menumpang dan merongrong sumber daya alam, 
yang menyebabkan pembangungan tidak berwawasan lingkungan. 

Kemandirian berpikir dan kemampuan berpikir dengan baik dan terus 
meningkat sepanjang mengisi kemerdekaan menjadi harapan, para pemimpin 
akan mampu memberi kemakmuran bagi rakyatnya secara bertahap. Cara 
berporos atau berkiblat ke suatu negara tidak menyebabkan negara menjadi 
lebih baik dalam pembangunannya, justru menunjukkan ketidakmampuan 
berpikir untuk membangun bangsa. Kemandirian pembangunan, dengan 
rencana berwawasan lingkungan hidup, muncul dari kemampuan berpikir. 
Ketidakmandirian pembangungan – dengan tumpukan hutang yang terus 
meninggi dan banyaknya tenaga kerja asing – mengungkapkan 
ketidakmampuan para pemimpin dalam merencanakan dan mempersiapkan 
pembangunan, dan bagaimana tidak – patut diduga bahwa konsep nawacita 
[49] yang digembar-gemborkan sejak awal berasal dari cara pandang ke timur 
negara lain [50]. Kelemahan para pemimpin dalam merencanakan 
pembangunan yang berwawasan lingkungan itu juga berasal dari 
ketidakmampuan menguasai data dan informasi tentang Indonesia secara 
utuh [51]. Bukankah wadah data dan informasi pemersatu Indonesia bernama 
“Sumpah Palapa” telah digadaikan para pemimpin dengan alasan 
ketidakmampuan [52,53]. Para pemimpin itu mungkin dapat merentang 
kemudahan fisik sepanjang rentang jarak antara Sabang sampai Marauke, 
tetapi tidak mampu merentang pikiran anak-anak bangsa untuk meningkatkan 
martabatnya [54-61]. Ketika dunia pendidikan Indonesia seperti merosot 
mutunya – dengan bukti peringkat rata-rata sedikit Perguruan Tinggi 
Indonesia yang hanya mampir di puncak Liga Dua [62-66] – patutlah waspada 
bahwa itu adalah peringatan tentang kemampuan menyiapkan berpikir anak 
bangsa yang secara rata-rata belum mencapai tingkat yang diharapkan [67-
74]. Bagaimana tidak, jika melihat peringkat dari hasil riset perguruan tinggi 
atau badan riset sedikit sekali yang berpengaruh luas secara global [75-90]. 
Dengan demikian pembangunan memerlukan juga prinsip “Ing Ngarsa Sung 
Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir dan kemandirian.  
 
6. Kesimpulan dan Saran 
 
Pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan kemampuan berpikir 
anak bangsa. Kemampuan berpikir mandiri menjadi modal secara prinsip, dan 
itu tidak lain berasal dari jati diri bangsa Indonesia, Pancasila. Kemakmuran 
yang menjadi cita-cita kemerdekaan tidak tercapai atau secara umum tidak 
menunjukkan perbaikan sejak kemerdekaan disebabkan ketidakmampuan 
berpikir para pemimpin yang terpilih dengan cara demokrasi. Para pemimpin 
perlu memahami bahwa ketika kemakmuran tak kunjung ada baik dalam 
harapan sekalipun, berarti ada hambatan yang menyumbat pencapaian itu, 
barangkali kemampuan berpikir para pemimpin dan kemandiriannya, atau 
pengaruh dunia luar yang membekas terhadap sikap kepemimpinan.   
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1. Latar Belakang 
 
Kehutanan adalah aset berharga bagi Indonesia, mengingat negara ini 
memiliki salah satu hutan terbesar di dunia. Namun, pembangunan kehutanan 
yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi hutan, kerugian 
ekologi, dan sosial. Untuk itu, perlu langkah-langkah menuju pembangunan 
kehutanan yang lestari dan berkelanjutan untuk melindungi keanekaragaman 
hayati, menjaga fungsi lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang 
bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan kehutanan yang lestari dan 
berkelanjutan di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks, melibatkan 
berbagai faktor ekonomi, sosial, ekologis, dan politik. Berikut adalah beberapa 
poin penting dalam latar belakang menuju pembangunan kehutanan yang 
lestari dan berkelanjutan di Indonesia [1-4], diantaranya (1) keanekaragaman 
hayati dan ekosistem, (2) Peran Ekosistem Hutan: Hutan memiliki peran kunci 
dalam mengatur iklim global, mengendalikan erosi tanah, menjaga 
ketersediaan air, dan menyimpan karbon. Upaya menjaga keberlanjutan hutan 
berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan 
memitigasi dampaknya. (3) Deforestasi dan Degradasi Hutan: Indonesia telah 
menghadapi tantangan serius dalam bentuk deforestasi (penebangan hutan 
secara besar-besaran) dan degradasi hutan (kerusakan ekosistem hutan). 
Faktor-faktor seperti perambahan hutan, perkebunan skala besar, dan 
pertambangan ilegal telah menyebabkan hilangnya luas hutan yang signifikan, 
(4) Deforestasi dan Degradasi Hutan: Indonesia telah menghadapi tantangan 
serius dalam bentuk deforestasi (penebangan hutan secara besar-besaran) 
dan degradasi hutan (kerusakan ekosistem hutan). Faktor-faktor seperti 
perambahan hutan, perkebunan skala besar, dan pertambangan ilegal telah 
menyebabkan hilangnya luas hutan yang signifikan.  Makalah ini akan 
membahas beberapa langkah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. 
 
2. Masalah 
 
Pembangunan kehutanan yang lestari dan berkelanjutan di Indonesia 
menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Untuk mengatasi masalah-
masalah ini, diperlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, 
masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas internasional. Hal ini 
mencakup implementasi kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, 
partisipasi masyarakat yang lebih aktif, pemanfaatan teknologi, 
pengembangan alternatif mata pencaharian berkelanjutan, dan upaya untuk 



110 | Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … 

mengintegrasikan pelestarian hutan ke dalam rencana pembangunan nasional 
secara komprehensif [5-6]. 
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 
Pemecahan masalah pengelolaan hutan lestari melibatkan pendekatan 
holistik yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. 
Berikut adalah beberapa pemikiran tentang bagaimana mengatasi tantangan 
dalam pengelolaan hutan lestari: (a). Penetapan dan Penguatan Kebijakan: 
Diperlukan kebijakan yang jelas dan tegas dalam pengelolaan hutan lestari. 
Ini mencakup aturan terkait izin penebangan, tata kelola hutan, konservasi 
biodiversitas, dan perlindungan hak masyarakat adat. Kebijakan yang kuat 
dan konsisten perlu ditegakkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum dan 
badan-badan terkait. (b). Rehabilitasi dan Restorasi: Upaya rehabilitasi dan 
restorasi hutan yang rusak dapat membantu mengembalikan fungsi ekologis 
dan konservasi hutan. Tanaman hutan yang sesuai, perlindungan terhadap 
ekosistem alami, dan tindakan restorasi lahan kritis adalah langkah-langkah 
penting dalam memulihkan hutan yang terdegradasi. (c). Pengelolaan 
Berbasis Ekosistem: Pendekatan pengelolaan hutan harus berbasis 
ekosistem, yang mempertimbangkan hubungan kompleks antara komponen 
biologis dan non-biologis di dalamnya. Ini melibatkan memahami interaksi 
antara tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan fisik dalam ekosistem 
hutan. (d). Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal, terutama 
kelompok masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan, sangat penting. 
Partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan 
hutan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa 
kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan lokal dan 
pengetahuan tradisional. (e). Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: 
Pengelolaan hutan lestari dapat dipadukan dengan pengembangan ekonomi 
berkelanjutan. Ini dapat mencakup promosi ekowisata, pengembangan 
industri kayu yang bertanggung jawab, dan pengembangan produk non-kayu 
dari hutan. Dengan memberikan nilai ekonomi pada hutan, masyarakat akan 
memiliki insentif lebih besar untuk menjaga dan merawatnya [7-10]. 
Pemecahan masalah pengelolaan hutan lestari membutuhkan pendekatan 
yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai 
aspek seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan, harapannya adalah kita dapat menjaga hutan kita 
agar tetap lestari untuk generasi mendatang. 

 
4. Strategi Pemecahan Masalah  
 
Strategi pemecahan masalah yang digagas meliputi pengelolaan hutan 
berkelanjutan, konservasi keanekaragamanhayati, pengembangan 
industrikehutanan berkelanjutan, partisipasi dan edukasi public, dan 
kolaborasi internasional [11-12]. 
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4.1. Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan 
Langkah pertama dalam menuju pembangunan kehutanan yang lestari adalah 
dengan menerapkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup 
penebangan kayu yang bijaksana, restorasi hutan, dan perlindungan kawasan 
hutan yang kritis. Penetapan dan penegakan hukum terhadap kawasan 
konservasi serta pemanfaatan teknologi modern seperti pemantauan satelit 
dapat membantu mengawasi aktivitas ilegal yang merusak hutan. 
 
4.2. Konservasi Keanekaragaman Hayati 
Keanekaragaman hayati yang kaya di hutan Indonesia perlu dijaga dan 
dilestarikan. Mengidentifikasi dan melindungi habitat kritis bagi flora dan fauna 
endemik serta menghentikan perdagangan ilegal satwa liar adalah langkah 
penting dalam menjaga keanekaragaman hayati yang unik di Indonesia. 
 
4.3. Pengembangan Industri Kehutanan Berkelanjutan 
Pengembangan industri kehutanan yang berkelanjutan akan memastikan 
bahwa kayu dan produk kayu lainnya diproduksi dengan cara yang ramah 
lingkungan dan sosial. Sertifikasi hutan berkelanjutan seperti FSC (Forest 
Stewardship Council) dapat membantu memastikan bahwa produk-produk 
kayu berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. 
 
4.4. Peran Masyarakat dan Partisipasi Publik 
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan 
hutan sangat penting. Pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat, 
petani, dan LSM perlu dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi 
kebijakan kehutanan. Dengan demikian, mereka akan merasa memiliki dan 
bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengelolaan hutan. 
 
4.5. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan 
Pendidikan dan kesadaran lingkungan merupakan kunci dalam 
mempromosikan perlindungan hutan. Melibatkan pendidikan tentang 
pentingnya hutan dan dampak positifnya bagi lingkungan dan masyarakat 
akan mendorong partisipasi aktif dalam usaha konservasi hutan. 
 
4.6. Kolaborasi Internasional 
Kolaborasi dengan negara-negara lain dan lembaga internasional dalam 
upaya menjaga kelestarian hutan akan membuka peluang untuk berbagi 
pengetahuan, teknologi, dan sumber daya. Indonesia dapat berpartisipasi 
dalam program-program lingkungan internasional dan berkomitmen untuk 
menghadapi tantangan global dalam pemanasan global dan perubahan iklim. 

 
5. Rencana Tindak Lanjut 
 
Rencana tindak lanjut ini harus berfokus pada sinergi antara aspek 
lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta melibatkan partisipasi berbagai 
pemangku kepentingan. Implementasi yang konsisten dan berkelanjutan akan 
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menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan yang lestari 
dan berkelanjutan di Indonesia [13-14]. 

 
6. Kesimpulan dan Saran 
 
Menuju pembangunan kehutanan Indonesia yang lestari dan berkelanjutan 
adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. 
Dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman 
hayati, industri kehutanan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, 
edukasi, dan kolaborasi internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa 
kekayaan hutan negara ini dapat dinikmati oleh generasi masa depan dan 
memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. 
Kehutanan adalah aset berharga bagi Indonesia, mengingat negara ini 
memiliki salah satu hutan terbesar di dunia. Namun, pembangunan kehutanan 
yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi hutan, kerugian 
ekologi, dan sosial. Untuk itu, perlu langkah-langkah menuju pembangunan 
kehutanan yang lestari dan berkelanjutan untuk melindungi keanekaragaman 
hayati, menjaga fungsi lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang 
bagi masyarakat Indonesia. Artikel ini akan membahas beberapa langkah 
kunci untuk mencapai tujuan tersebut. 
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1. Latar Belakang 
  

Latar belakang pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di 
era globalisasi berasal dari kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan 
oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan terhadap lingkungan. 
Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, Indonesia mengalami percepatan 
pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif dalam beberapa aspek, namun 
juga membawa tantangan serius terhadap lingkungan dan sumber daya 
alam.1 
 Beberapa latar belakang penting yang mendorong pembangunan 
berwawasan lingkungan di Indonesia di era globalisasi berupa perubahan 
iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi ancaman nyata 
bagi Indonesia. Negara ini merupakan salah satu negara yang paling rentan 
terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan 
permukaan air laut. Deforestasi dan degradasi lingkungan juga menyebabkan 
kehilangan keanekaragaman hayati dan hilangnya habitat alami bagi flora dan 
fauna.2 
 Kedua, pencemaran lingkungan dan limbah dimana saat ini 
pertumbuhan industri dan urbanisasi berkontribusi pada masalah pencemaran 
lingkungan dan pembuangan limbah yang tidak terkendali. Pencemaran air, 
tanah, dan udara menjadi masalah serius yang mempengaruhi kualitas 
lingkungan dan kesehatan masyarakat.1,2 
 Ketiga, ketergantungan pada sumber daya alam. Indonesia 
merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti hutan, 
tambang, dan sumber daya alam lainnya. Namun, ketergantungan berlebihan 
pada eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan berkelanjutan 
mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber 
daya.2 
 Keempat, tuntutan Internasional dalam era globalisasi. Tuntutan 
internasional terhadap isu lingkungan semakin meningkat. Komunitas 
internasional menyoroti pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan 
dan penerapan kebijakan hijau untuk menghadapi tantangan lingkungan 
global.1,2 
 Kelima, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian 
lingkungan semakin meningkat. Masyarakat menyaksikan dampak buruk dari 
pembangunan yang tidak berkelanjutan dan semakin berperan dalam 
menuntut pembangunan yang lebih berwawasan lingkungan.1,2 
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 Keenam, manfaat ekonomi dari pembangunan berwawasan 
lingkungan dimana semakin banyak bukti bahwa pembangunan berwawasan 
lingkungan dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Penerapan 
energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan 
inovasi berbasis lingkungan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
efisiensi, dan membuka peluang bisnis baru.1,2 
 Dalam menghadapi latar belakang tersebut, pemerintah dan 
pemangku kepentingan di Indonesia menyadari pentingnya perubahan 
paradigma dalam pembangunan menuju arah yang lebih berwawasan 
lingkungan. Dengan adopsi pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, 
dan pelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Melalui kolaborasi, 
inovasi, dan komitmen bersama, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-
negara lain dalam menghadapi tantangan lingkungan di era globalisasi.1,2 
 
2. Masalah 
 
A. Aspek Penting Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan Era 

Globalisasi 
 Pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di era globalisasi 
menjadi sangat penting karena tantangan lingkungan hidup semakin kompleks 
dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Globalisasi, dengan 
perubahan cepat dalam teknologi, perdagangan internasional, dan interaksi 
global, dapat berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Oleh 
karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan berwawasan lingkungan 
dalam setiap aspek pembangunannya untuk menjaga keseimbangan antara 
pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.3 
 Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 
Indonesia berwawasan lingkungan di era globalisasi antara lain:3,4 

1. Konservasi Sumber Daya Alam: Indonesia adalah salah satu negara 
yang kaya akan sumber daya alam, termasuk hutan, lahan basah, dan 
keanekaragaman hayati. Penting untuk menjaga kelestarian sumber 
daya alam ini dengan mengimplementasikan kebijakan konservasi 
yang efektif, membatasi eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, dan 
mempromosikan praktik berkelanjutan dalam industri ekstraktif. 

2. Pengelolaan Sampah dan Limbah: Pertumbuhan ekonomi dan 
urbanisasi di era globalisasi seringkali diikuti oleh peningkatan 
produksi sampah dan limbah. Oleh karena itu, diperlukan sistem 
pengelolaan sampah yang efisien, termasuk daur ulang dan 
pengurangan penggunaan bahan-bahan berbahaya, guna mengurangi 
dampak negatif pada lingkungan. 

3. Energia Terbarukan dan Efisiensi Energi: Globalisasi berdampak pada 
peningkatan konsumsi energi, yang dapat menyebabkan peningkatan 
emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Dalam pembangunan, 
Indonesia harus meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti 
tenaga surya, tenaga angin, dan biomassa, serta meningkatkan 
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efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar 
fosil. 

4. Transportasi Berkelanjutan: Perkembangan globalisasi berdampak 
pada mobilitas penduduk dan perdagangan, yang dapat menyebabkan 
masalah seperti kemacetan, polusi udara, dan degradasi lingkungan. 
Penting untuk mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan, 
seperti transportasi publik yang ramah lingkungan dan infrastruktur 
bagi pejalan kaki dan sepeda. 

5. Pengelolaan Air dan Sungai: Pencemaran air adalah masalah serius di 
banyak daerah di Indonesia. Diperlukan upaya penguatan pengelolaan 
air dan sungai untuk memastikan ketersediaan air bersih yang 
memadai dan perlindungan ekosistem air. 

6. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Pembangunan berwawasan 
lingkungan di era globalisasi memerlukan kesadaran dan partisipasi 
masyarakat. Pendidikan lingkungan yang terintegrasi dalam sistem 
pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan 
pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. 

7. Kemitraan dan Kerjasama Internasional: Masalah lingkungan tidak 
mengenal batas negara. Indonesia perlu terlibat dalam kerjasama 
internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan yang bersifat 
global, seperti perubahan iklim dan perdagangan ilegal sumber daya 
alam. 

 Integrasi wawasan lingkungan dalam setiap tahap pembangunan di 
Indonesia akan membantu negara ini beradaptasi dengan era globalisasi 
sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi 
mendatang. Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor 
swasta, masyarakat sipil, dan individu, harus bekerjasama untuk mencapai 
tujuan ini guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.3 
 
B. Tantangan Lingkungan Era Globalisasi 
 Tantangan lingkungan di era globalisasi menjadi semakin kompleks 
dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Globalisasi, dengan 
perubahan cepat dalam teknologi, perdagangan internasional, dan interaksi 
global, memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan. Beberapa 
tantangan utama yang dihadapi di era globalisasi adalah sebagai berikut:3,5 

1. Perubahan Iklim: Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan paling 
serius yang dihadapi dunia saat ini. Peningkatan emisi gas rumah kaca 
akibat pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas 
manusia lainnya menyebabkan pemanasan global, perubahan pola 
cuaca, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya berdampak 
negatif pada ekosistem, pertanian, ketersediaan air, dan dapat 
meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan. 

2. Penurunan Keanekaragaman Hayati: Globalisasi telah memperkuat 
perdagangan internasional, yang dapat menyebabkan perpindahan 
organisme asing dan invasif, mengancam keanekaragaman hayati di 
berbagai ekosistem. Perusakan habitat, penggunaan pestisida, dan 
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eksploitasi berlebihan juga menyebabkan kepunahan spesies dan 
penurunan populasi hewan dan tumbuhan. 

3. Eksploitasi Sumber Daya Alam: Pertumbuhan ekonomi dan 
perdagangan internasional dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan 
terhadap sumber daya alam, termasuk hutan, air tanah, dan mineral. 
Aktivitas ekstraktif yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan 
degradasi lingkungan, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. 

4. Pencemaran Lingkungan: Globalisasi juga berdampak pada 
peningkatan produksi industri dan konsumsi massal, yang 
menyebabkan peningkatan limbah dan polusi lingkungan. Pencemaran 
udara, air, dan tanah mengancam kesehatan manusia dan 
mengganggu ekosistem alami. 

5. Urbanisasi dan Pembangunan Kota yang Tidak Berkelanjutan: 
Globalisasi mendorong urbanisasi dan pertumbuhan kota yang cepat. 
Pembangunan kota yang tidak terencana dan tidak berkelanjutan 
dapat menyebabkan kemacetan, polusi, dan hilangnya lahan terbuka 
yang berharga. 

6. Konsumsi Berlebihan dan Limbah Elektronik: Globalisasi telah 
meningkatkan konsumsi massal dan menghasilkan limbah elektronik 
yang besar akibat cepatnya perubahan teknologi. Limbah elektronik 
yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran 
lingkungan dan kesehatan. 

7. Akses Terhadap Sumber Daya Alam: Dalam era globalisasi, negara-
negara dan perusahaan berlomba-lomba untuk mengakses sumber 
daya alam di seluruh dunia. Persaingan ini dapat menyebabkan konflik 
atas sumber daya dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. 

 Menghadapi tantangan lingkungan di era globalisasi ini, perlu adanya 
kerjasama internasional dan pendekatan berwawasan lingkungan dalam 
setiap aspek pembangunan. Upaya untuk memitigasi dampak negatif 
globalisasi pada lingkungan dan menerapkan praktik berkelanjutan akan 
menjadi kunci dalam melindungi sumber daya alam dan ekosistem bagi 
keberlangsungan hidup manusia dan planet ini.4,5 
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 
A. Kebijakan Lingkungan Indonesia 
 Kebijakan lingkungan di Indonesia mencakup berbagai undang-
undang, peraturan, dan program yang bertujuan untuk melindungi dan 
melestarikan lingkungan serta mempromosikan pembangunan berwawasan 
lingkungan. Beberapa kebijakan lingkungan yang relevan di Indonesia antara 
lain:5,6 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini merupakan 
payung hukum yang mengatur tentang perlindungan, pelestarian, dan 
pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini 
menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, sanksi atas 
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pencemaran lingkungan, dan kewajiban bagi setiap warga negara 
untuk menjaga lingkungan. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup: Undang-undang ini menjadi cikal bakal dari 
undang-undang yang kemudian digantikan oleh UU Nomor 32 Tahun 
2009. Undang-undang ini mengatur tentang aspek pengelolaan 
lingkungan hidup, termasuk evaluasi dampak lingkungan, kajian 
lingkungan, dan kewajiban perusahaan untuk melaporkan dampak 
lingkungan dari kegiatan usahanya. 

3. Rencana Aksi Nasional untuk Pengendalian Perubahan Iklim (RAN-
PI): RAN-PI adalah program strategis pemerintah dalam menghadapi 
perubahan iklim. RAN-PI berfokus pada mitigasi (upaya mengurangi 
emisi gas rumah kaca) dan adaptasi (upaya untuk beradaptasi dengan 
dampak perubahan iklim). 

4. Rencana Aksi Nasional untuk Energi Terbarukan (RAN-ET): RAN-ET 
adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi 
terbarukan di Indonesia, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan 
bioenergi. 

5. Moratorium Pemberian Izin Baru untuk Perusahaan Perkebunan di 
Hutan Primer dan Gambut: Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah 
konversi hutan primer dan lahan gambut menjadi perkebunan, yang 
berpotensi merusak ekosistem dan menyebabkan emisi gas rumah 
kaca. 

6. Program Desa Lestari: Program ini bertujuan untuk mempromosikan 
pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, dengan fokus pada 
pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengelolaan 
limbah, dan pelestarian lingkungan. 

7. Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan Udara: Pemerintah juga 
memiliki kebijakan untuk mengendalikan pencemaran air, tanah, dan 
udara melalui standar baku emisi dan upaya pengelolaan limbah 
industri dan domestik. 

 Kebijakan lingkungan di Indonesia terus berkembang sejalan dengan 
perkembangan isu-isu lingkungan global dan nasional. Upaya pemerintah dan 
partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebijakan tersebut menjadi kunci 
dalam mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan di Indonesia.6 
 
B.  Program Pemerintah Dalam Mendukung Pembangunan Berwawasan  

Lingkungan 
 Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program 
dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. Beberapa 
program tersebut meliputi:6,7 

1. Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca: Pemerintah 
berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai bagian 
dari upaya mitigasi perubahan iklim. Program ini melibatkan berbagai 
sektor, termasuk energi, transportasi, industri, dan pertanian. Upaya 
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pengurangan emisi meliputi pengembangan energi terbarukan, 
perbaikan efisiensi energi, reboisasi dan restorasi hutan, serta 
pengelolaan limbah secara berkelanjutan. 

2. Program Pengelolaan Limbah: Pemerintah fokus pada upaya 
pengelolaan limbah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan 
sampah plastik, pengelolaan limbah industri, dan pengelolaan limbah 
B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Program ini bertujuan untuk 
mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan 
kesehatan manusia. 

3. Program Pelestarian Hutan dan Keanekaragaman Hayati: Pemerintah 
berupaya untuk melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati 
melalui program konservasi hutan, restorasi ekosistem, dan 
penegakan hukum terhadap illegal logging dan perambahan hutan. 
Program ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan 
ekosistem dan menyediakan ekosistem yang berfungsi dengan baik 
bagi kehidupan manusia dan satwa liar. 

4. Program Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi: Pemerintah 
mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, 
tenaga angin, dan biomassa, serta meningkatkan efisiensi energi di 
berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan rumah tangga. 
Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan 
bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. 

5. Program Pengelolaan Air dan Sungai: Pemerintah bekerja untuk 
meningkatkan pengelolaan air dan sungai guna memastikan 
ketersediaan air bersih yang memadai bagi kehidupan dan pertanian. 
Program ini juga bertujuan untuk mengurangi pencemaran air dan 
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian sumber daya 
air. 

6. Program Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Pemerintah 
mengedepankan pendidikan dan kesadaran lingkungan di berbagai 
tingkat masyarakat. Program ini mencakup kampanye edukasi tentang 
pentingnya lingkungan, pengenalan wawasan lingkungan di sekolah-
sekolah, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan 
lingkungan sekitar. 

7. Program Pengembangan Transportasi Berkelanjutan: Pemerintah 
berusaha untuk mengembangkan transportasi berkelanjutan seperti 
penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan, fasilitas untuk 
pejalan kaki dan sepeda, serta promosi mobilitas rendah karbon. 

8. Program Desa Lestari: Program ini bertujuan untuk mempromosikan 
pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, dengan mengintegrasikan 
aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Program ini melibatkan 
partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sumber daya alam 
secara berkelanjutan. 

 Semua program di atas merupakan contoh upaya pemerintah 
Indonesia dalam mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. 
Implementasi dan kesuksesan dari program-program tersebut akan sangat 
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bergantung pada dukungan dari semua pemangku kepentingan, termasuk 
masyarakat sipil dan sektor swasta, serta komitmen pemerintah untuk 
menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.7 
 
4. Strategi Pemecahan Masalah 

  
Pemecahan masalah mengenai pembangunan Indonesia berwawasan 

lingkungan di era globalisasi memerlukan strategi yang komprehensif dan 
berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk 
mencapai pembangunan berwawasan lingkungan yang sukses di era 
globalisasi:7,9 

1. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Berwawasan Lingkungan: 
Pemerintah perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan 
regulasi yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan 
pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup kebijakan energi 
terbarukan, pengelolaan limbah, konservasi hutan, dan perlindungan 
keanekaragaman hayati. 

2. Integrasi Aspek Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan: 
Aspek lingkungan harus diintegrasikan dalam tahap perencanaan 
pembangunan di semua sektor. Hal ini memungkinkan identifikasi 
potensi dampak lingkungan dan mencari solusi berkelanjutan sejak 
awal. 

3. Penggunaan Teknologi Berkelanjutan: Menerapkan teknologi 
berkelanjutan dan ramah lingkungan menjadi kunci untuk mengurangi 
dampak negatif pembangunan. Penggunaan energi terbarukan, 
teknologi efisiensi energi, dan inovasi lainnya dapat membantu 
mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan. 

4. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil: Kerjasama 
dengan sektor swasta dan masyarakat sipil penting untuk menciptakan 
sinergi dalam mencapai pembangunan berwawasan lingkungan. Pihak 
swasta dapat berkontribusi dalam investasi teknologi berkelanjutan, 
sementara masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam 
pengawasan dan partisipasi aktif dalam proyek-proyek lingkungan. 

5. Penguatan Pendidikan Lingkungan: Pendidikan lingkungan harus 
menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Dengan meningkatkan 
kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu lingkungan, generasi 
muda akan menjadi agen perubahan yang berperan dalam 
pembangunan berwawasan lingkungan. 

6. Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Pengelolaan 
sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan 
berkelanjutan. Perlunya mempertimbangkan batas daya dukung 
lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya akan membantu 
mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 

7. Pengembangan Infrastruktur Hijau: Pembangunan infrastruktur hijau 
dan berkelanjutan harus didorong. Ini mencakup pengembangan 
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transportasi berkelanjutan, bangunan hijau, dan pengelolaan air yang 
efisien. 

8. Promosi Ekonomi Berkelanjutan: Mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus memperhatikan 
keberlanjutan lingkungan. 

9. Pelibatan dalam Inisiatif Lingkungan Global: Indonesia harus aktif 
terlibat dalam inisiatif dan perjanjian lingkungan global. Kerjasama 
internasional memainkan peran penting dalam mengatasi masalah 
lingkungan yang bersifat lintas batas. 

10. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan pemantauan dan 
evaluasi secara berkala terhadap pembangunan berwawasan 
lingkungan. Hal ini membantu mengidentifikasi kesuksesan dan 
kendala dari proyek-proyek tersebut serta memberikan dasar untuk 
perbaikan lebih lanjut. 

 Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Indonesia dapat mencapai 
pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan di era globalisasi. 
Menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks, komitmen dan 
kolaborasi dari semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga 
lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan 
bagi negara ini.9 

 
5. Rencana Tindak Lanjut 
  

Rencana tindak lanjut dari strategi pemecahan masalah mengenai 
Pembangunan Indonesia berwawasan lingkungan di era globalisasi harus 
berorientasi pada implementasi dan evaluasi yang berkelanjutan. Berikut 
adalah beberapa langkah konkret untuk tindak lanjut dari strategi 
tersebut:10,11,12 

1. Implementasi Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah harus 
mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang berwawasan 
lingkungan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini, memastikan 
koordinasi antarlembaga dan penegakan hukum yang efektif untuk 
menjamin kepatuhan. 

2. Pengembangan Rencana Aksi: Rencana aksi dan roadmap yang jelas 
perlu dikembangkan untuk menerapkan strategi pembangunan 
berwawasan lingkungan. Rencana tersebut harus mencakup target-
target yang spesifik, langkah-langkah konkret, alokasi sumber daya, 
serta jadwal pelaksanaan. 

3. Pengawasan dan Evaluasi Rutin: Perlu dilakukan pengawasan dan 
evaluasi rutin terhadap implementasi strategi. Pengawasan ini harus 
dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat 
untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan upaya. 

4. Penguatan Pendidikan Lingkungan: Pendidikan lingkungan harus terus 
ditingkatkan melalui kurikulum yang terintegrasi dan program-program 
edukasi yang melibatkan masyarakat. Penguatan pendidikan 
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lingkungan akan menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang isu-
isu lingkungan. 

5. Pengembangan Teknologi Berkelanjutan: Pemerintah harus 
memberikan insentif dan dukungan untuk penelitian dan 
pengembangan teknologi berkelanjutan. Hal ini akan mendorong 
adopsi teknologi hijau di berbagai sektor pembangunan. 

6. Perkuat Kolaborasi dengan Swasta dan Masyarakat Sipil: Penguatan 
kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi penting 
dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Kemitraan ini dapat 
mengakselerasi implementasi proyek-proyek berkelanjutan. 

7. Peningkatan Peran Global: Indonesia perlu berperan aktif dalam 
inisiatif dan perjanjian lingkungan global. Kolaborasi internasional akan 
memperkuat upaya pembangunan berwawasan lingkungan di era 
globalisasi. 

8. Penyuluhan dan Keterlibatan Masyarakat: Penyuluhan dan partisipasi 
aktif masyarakat harus ditingkatkan untuk memastikan dukungan dan 
partisipasi dalam pembangunan berwawasan lingkungan. 

9. Advokasi dan Komunikasi: Komunikasi yang efektif tentang manfaat 
dan urgensi pembangunan berwawasan lingkungan perlu diadvokasi 
kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, bisnis, dan 
pemerintah. 

10. Pengukuran dan Pelaporan Kinerja: Penting untuk melakukan 
pengukuran dan pelaporan kinerja pembangunan berwawasan 
lingkungan secara teratur. Hal ini akan membantu mengidentifikasi 
pencapaian, tantangan, dan perbaikan yang perlu dilakukan. 

 Dengan tindak lanjut yang konkret dan berkesinambungan, 
pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia dapat berhasil dicapai. 
Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga 
internasional, harus berkolaborasi untuk mewujudkan visi pembangunan 
berkelanjutan dan melindungi lingkungan untuk generasi saat ini dan masa 
depan.10,11 

 
6. Kesimpulan dan Saran 

  
Kesimpulan dan saran untuk pembangunan Indonesia berwawasan 
lingkungan di era globalisasi memerlukan pendekatan multi-disiplin yang 
melibatkan berbagai aspek, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, teknologi, 
dan kebijakan. Berikut adalah beberapa kesimpulan dan saran yang dapat 
diambil untuk mencapai pembangunan berwawasan lingkungan di era 
globalisasi: 
A. Kesimpulan 

1. Dampak globalisasi terhadap lingkungan sangat signifikan. 
Peningkatan mobilitas manusia, perdagangan internasional, dan 
perkembangan teknologi berdampak pada peningkatan produksi 
limbah dan emisi, hilangnya habitat alami, serta kerusakan ekosistem. 
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2. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mengancam ketahanan 
dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Ancaman ini harus 
ditangani dengan serius untuk melindungi sumber daya alam dan 
memitigasi dampak negatif. 
 

B. Saran 
1. Implementasi kebijakan pro lingkungan: Pemerintah Indonesia harus 

mengambil langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan yang 
mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk regulasi ketat 
terhadap industri berpotensi mencemari, insentif bagi investasi hijau, 
dan penegakan hukum yang lebih kuat dalam hal lingkungan. 

2. Diversifikasi energi dan sumber daya: Mendorong penggunaan energi 
terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa serta 
memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan 
akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang 
berdampak buruk pada lingkungan. 

3. Pelestarian dan restorasi lingkungan: Perlindungan dan pemulihan 
ekosistem yang rusak harus menjadi prioritas. Hutan, lahan basah, dan 
terumbu karang harus dilindungi dan direstorasi untuk menjaga 
keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. 

4. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan: Ketika membangun 
infrastruktur, pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya 
terhadap lingkungan dan masyarakat. Pilih lokasi yang sesuai, 
manfaatkan teknologi ramah lingkungan, dan pastikan keterlibatan 
masyarakat dalam proses perencanaan. 

5. Peningkatan kesadaran masyarakat: Pendidikan dan kampanye 
kesadaran lingkungan sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan 
untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan dan pemahaman 
akan dampak globalisasi terhadap lingkungan. 

6. Kolaborasi internasional: Indonesia harus bekerja sama dengan 
negara-negara lain untuk menangani masalah lingkungan global. 
Pertukaran pengetahuan dan teknologi serta komitmen bersama 
dalam mengatasi perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya 
adalah kunci dalam era globalisasi. 

7. Pengembangan green economy: Dukung dan promosikan ekonomi 
hijau yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan, 
menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor ramah lingkungan, 
dan memajukan inovasi teknologi berkelanjutan. 
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PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG BERWAWASAN 
LINGKUNGAN PADA ERA GLOBALISASI 
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Fakultas Pertanian 
 
1. Latar Belakang  

 
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan 

berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber 
daya manusia dengan mempertimbangkan aktivitas manusia dan daya 
dukung sumber daya alam yang seimbang. Hal ini perlu dilakukan karena kita 
memiliki sumber daya alam yang terbatas. Kerusakan lingkungan dapat terjadi  
jika kita tidak menjaganya dan selanjutnya dapat berpengaruh terhadap 
kualitas hidup manusia kedepan. 

Sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam kelangsungan 
hidup manusia. Seluruh mahluk hidup khususnya manusia butuh pangan. 
Sektor pertanian menyediakan berbagai jenis bahan pangan, baik pangan 
nabati maupun hewani. Sektor pertanian juga menghasilkan berbagai bahan 
industri dan obat-obatan. Sektor pertanian merupakan suatu aktivitas ekonomi 
dengan menghasilkan produk yang dapat dinilai dari segi ekonomi. 

Pembangunan pertanian mempunyai arti penting terhadap sumbangan 
perekonomian negara melalui penyediaan bahan baku industri, lapangan 
pekerjaan, dan kontribusi terhadap devisa. Sektor pertanian di Indonesia telah 
menjadi sumber mata pencaharian lebih dari 32 juta jiwa penduduk 
(Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018) dan memberikan 
sumbangan sebesar 8,39% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 
pada tahun 2016 (Badan Pusat Statistik, 2017).  Peran sektor pertanian yang 
besar terhadap perekonomian Indonesia, maka sektor ini perlu dikembangkan 
dengan tujuan kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan agar 
konsep pembangunan di sektor pertanian tidak hanya berfokus dalam 
meningkatkan produktivitas produk, tetapi memperhatikan keseimbangan 
alam, kualitas, dan keamanan produk juga. Prinsip budidaya berbasis 
pengendalian hama, penggunaan pupuk kompos, pengelolaan sumberdaya 
yang terpadu, dan memperhatikan kelestarian lingkungan perlu diterapkan 
dalam konsep pembangunan sektor pertanian. Hal tersebut bertujuan agar 
pembangunan sektor pertanian dapat layak secara ekonomi, sosial, dan 
berkelanjutan pada masa mendatang (Wihardjaka, 2018). Konsep budidaya 
tersebut sesuai dengan prinsip pertanian organik yang dapat menjadi salah 
satu solusi dari berbagai potensi permasalahan jangka panjang akibat 
penerapan sistem pertanian konvensional dengan mengandalkan 
penggunaan pupuk kimia anorganik dan pestisida secara berlebihan. 
Permasalahan yang berpotensi ditimbulkan dapat berupa pencemaran air, 
penurunan kesuburan tanah, resistensi hama terhadap pestisida, dan 
terancamnya kesehatan manusia maupun hewan akibat adanya residu 
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pestisida pada produk pangan yang dikonsumsi. Adanya perubahan gaya 
hidup dan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap produk pertanian 
yang semakin mempedulikan nilai gizi, cita rasa, dan keamanan produk dapat 
meningkatkan prospek pertanian organik pada masa depan. Hal tersebut 
dikarenakan sistem pertanian organik dapat menyediakan produk yang bebas 
dari residu kimia anorganik yang bersumber dari penggunaan pestisida dan 
pupuk kimia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah memberikan 
dukungan dan perhatian terhadap perkembangan sistem pertanian organik 
dengan dicanangkannya program 1000 desa pertanian organik sebagai 
kelanjutan dari program Go Organic pada tahun 2010 yang lalu. Pemerintah 
telah membuat sistem peraturan seperti Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia No. 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik agar 
penerapan sistem pertanian organik dapat memberikan jaminan dan 
perlindungan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan memiliki 
atribut aman dikonsumsi (food safety attributes), bernutrisi tinggi (nutritional 
attributes), dan ramah lingkungan (eco-labelling attributes). Aliansi Organis 
Indonesia telah menghimpun data terkait tingkat produksi komoditas saturan 
dan beras organik di Indonesia mulai tahun 2013 hingga 2015. Berdasarkan 
data tersebut, diketahui bahwa perkembangan produksi komoditas sayuran 
dan beras organik di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2015 masih fluktuatif. 
Aliansi Organis Indonesia menyatakan bahwa sistem pertanian organik di 
Indonesia belum berkembang optimal, meskipun prospek pertanian organik 
terus mengalami peningkatan tiap tahunnya (Aliansi Organis Indonesia 2016, 
Yuriansyah et al., 2020). 
 
2. Masalah 
 
Permasalahan utama yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di 
Indonesia saat ini adalah bahwa pertumbuhan permintaan pangan yang lebih 
cepat dari pertumbuhan penyediaan. Mengapa pembangunan berwawasan 
lingkungan harus diterapkan di Indonesia? 
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 
 

Pertanian disebut berkelanjutan apabila kualitas sumberdaya alam 
dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan (manusia, 
hewan, tanaman dan organisme tanah) ditingkatkan. Tanah dikelola dan 
kesehatan tanaman, hewan, serta masyarakat dipertahankan melalui proses 
biologis. Kehilangan unsur hara, biomassa, dan energi dapat ditekan 
seminimal mungkin dengan mempergunakan sumber daya lokal sehingga 
mencegah terjadinya pencemaran.  

Keberlanjutan ekonomis dapat diukur dalam hal produk usaha tani 
yang langsung, juga dalam hal fungsi seperti melestarikan sumber daya alam 
dan meminimalkan risiko. Kebutuhan dasar anggota masyarakat terpenuhi 
dan hak-hak mereka dalam penggunaan lahan, modal yang memadai, 
bantuan teknis, serta peluang pemasaran terjamin. Semua orang memiliki 
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kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, baik di 
lapangan maupun dalam masyarakat. Semua bentuk kehidupan (tanaman, 
hewan dan manusia) dihargai. Martabat dasar semua makhluk hidup 
dihormati, dan hubungan serta institusi menggabungkan nilai kemanusiaan 
yang mendasar.  Integritas budaya dan spritualitas masyarakat dijaga dan 
dipelihara.  Masyarakat pedesaan mampu menyesuaikan diri dengan 
perubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus, misalnya pertambahan 
jumlah penduduk, kebijakan, permintaan pasar, dan lain-lain. Pengembangan 
teknologi yang baru dan sesuai, serta inovasi dalam arti sosial dan budaya. 
 
4. Strategi Pemecahan Masalah 
 

Pertanian berkelanjutan merupakan kegiatan pertanian yang memberi 
keuntungan secara ekonomi, layak secara ekologi, dan secara sosial dapat 
dipertanggungjawabkan. Sistem ini diharapkan dapat mempertahankan 
produktivitas, keberlanjutan  manfaat bagi masyarakat dalam waktu yang tidak 
terbatas.  Prinsip berwawasan lingkungan lebih mengutamakan pemanfaatan 
bahan alami  dan menekan sekecil mungkin penggunaan pupuk buatan 
maupun pestisida kimia, namun dapat memperoleh hasil yang memuaskan. 
Subyek utama dalam pembangunan pertanian adalah petani.  

Potensi petani seperti inisiatif, kreativitas, inovasi, kearifan lokal perlu 
untuk dikembangkan. Berbagai keterbatasan petani seperti, kualitas SDM 
perlu terus ditingkatkan. Peningkatan pendapatan masyarakat tani dengan 
cara mengurangi ketergantungan terhadap pupuk dan obat-obatan anorganik. 
Diversifikasi usaha berdasar potensi lokal yang ada di daerah pedesaan 
misalnya pengembangan sektor peternakan, perikanan, penyediaan pupuk 
dan pestisida organik secara mandiri, dan pengolahan hasil pertanian.  

Program pertanian ramah lingkungan seperti pelatihan pembuatan 
jerami fermentasi untuk pakan sapi, pelatihan pembuatan pupuk organik, 
penyuluhan tentang bahaya penggunaan pupuk kimia, serta fasilitasi 
pelaksanaan demplot sekolah lapang pertanian ramah lingkungan (community 
garden).  Kebiasaan petani dalam menggunakan bahan-bahan kimia, dengan 
kesadaran dirinya akan beralih menggunakan bahan-bahan alami/organik. 
Pengetahuan tentang pemanfaatan bahan-bahan alami lokal yang ada di 
sekitar petani, seperti kotoran sapi, kambing, ayam, kompos atau sampah 
rumah tangga, organik, dapat diolah untuk menekan penggunaan pupuk kimia 
sintetis yang tidak ramah lingkungan. Pemanfaatan mikroorganisme dalam 
pembuatan pupuk organik, akan mengurangi dampak pencemaran air tanah 
dan lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan. Selain itu juga 
dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk.  Pemanfaatan tanaman 
obat seperti  daun tembakau, cabe, kunyit, jahe, daun nimba, serta 
bengkuang yang berfungsi sebagai agensi alami pembunuh hama dan 
penyakit, seperti jamur, gulma, serangga, tikus.  Adanya agensi hayati ini, 
penggunaan bahan pencemar berbahaya yang diakibatkan dari penggunaan 
pestisida, fungisida, dan insektisida dapat diminimalisir. 
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5. Rencana Tindak Lanjut 

 
Sistem pertanian berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan 

sumber daya sebagai penggerak utama ekonomi nasional yang berdaya saing 
tinggi dalam tatanan ekonomi global, dapat dicapai dengan melaksanakan 
empat alternatif yaitu: ecofarming, eco-ecofarming, hitechfarming, dan 
ecofarming bersama technofarming (selanjutnya disebut ecotechnofarming, 
yakni ecologically sound-technofarming). Eco-technofarming dianggap 
sebagai metode yang tepat dan bijaksana. Sistem pertanian berkelanjutan 
dengan pendekatan eco-technofarming yang efisien dan saling melengkapi 
akan menjadi sektor yang andal bagi kecukupan pangan dan gizi serta 
perbaikan kualitas hidup masyarakat, selain berkontribusi bagi perolehan 
produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian yang tinggi sehingga berperan 
bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan perbaikan kualitas lingkungan. 

Ecofarming mengusahakan pertanian multikomoditi (tanaman dan 
hewan) yang saling komplementer dan sinergik, akan menghasilkan 
multiproduk, serta dapat dipasarkan meskipun hanya di dalam negeri. 
Pendekatan ecofarming, pelaku agribisnis diharapkan dapat mempertahankan 
keamanan pangan dan gizinya dalam mengatasi situasi rawan pangan pada 
krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Harga produk pertanian tertentu tinggi, 
padahal tidak ada pengeluaran usaha tani untuk pembelian agrokimia. 
Pendekatan ecofarming lebih mengutamakan standar keamanan lingkungan, 
tetapi tidak meremehkan standar mutu produk. Pilihan ini menghadapi resiko 
pengadaan bahan pangan yang lambat dan jumlahnya yang kurang pada 
waktu yang relatif singkat. Pendekatan ini kurang baik untuk jangka pendek, 
tetapi cukup baik dalam jangka panjang.  Pada skala yang lebih luas, produk 
organiknya dapat diekspor, sehingga diperoleh hasil dan keuntungan yang 
banyak untuk memenuhi keperluan pangan, gizi, dan ekonomi 
konsumen/penduduk.  

Eco-ecofarming (economically viable ecofarming) mengusahakan 
pertanian multi-komoditi sebagaimana dalam metode sebelumnya, tetapi 
dengan pemilihan komoditi yang unggul di pasar baik di dalam maupun di luar 
negeri. Pilihan ini bersifat utopis karena varietas tanaman penghasil tinggi 
umumnya memerlukan masukan eksternal yang tinggi pula. Pendekatan ini 
tampaknya tidak mungkin dalam jangka pendek, bahkan memerlukan waktu 
yang lama untuk mendapatkan varietas tanaman dan spesies hewan 
unggulan yang akan dibudidayakan.  

Pendekatan Hitechfarming akan menghasilkan produk dalam 
kuantitas, kualitas, dan kontinuitas yang diinginkan konsumen meskipun 
harganya harus mahal. Dampak teknologi bagi kerusakan lingkungan sangat 
minimal.  Adanya stabilitas keuntungan dengan daur produksi yang cepat 
serta sangat efisien. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan potensi 
hasil komoditi yang maksimal dengan pendekatan bioteknologi, demikian juga 
dengan keamanan lingkungan, sehingga disebut skenario optimistik.  
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Eco-technofarming   
Technofarming mengusahakan komoditi yang mengutamakan 

monokultur dengan teknologi konvensional (produk revolusi hijau)  yang 
didukung oleh bioteknologi. Usaha tani ini menjamin produktivitas yang tinggi 
dalam waktu relatif singkat, tetapi padat modal. Kelemahannya adalah 
kerusakan lingkungan yang sulit dihindari akibat penggunaan agrokimia yang 
tinggi. Sistem pertanian yang secara ekonomis efisien ini, secara ekologis 
tidak berkelanjutan akibat daur ulang sumber daya terbatas atau tidak ada 
sama sekali. Technofarming dipandang rawan dalam jangka panjang. 
Pemanfaatannya perlu diimbangi dengan aplikasi teknologi yang ramah 
lingkungan, antara lain, dengan mendaur ulang limbahnya untuk dijadikan 
masukan usaha tani kembali. Pada eco-technofarming ini, di tingkat usaha 
tani individual, sistem pertanian monokultur bisa jadi berpendekatan 
technofarming. Pada tingkat wilayah, para pengusaha tani monokultur 
tersebut harus berada dalam satu pengelolaan yang memungkinkan adanya 
pendaurulangan produk sampingnya berupa limbah antar usaha tani. 
Pengelolaan secara terpadu atas berbagai sistem usaha tani konvensional 
dapat memperbaiki tingkat keramahan usaha tani itu secara keseluruhan 
terhadap lingkungan, tetapi dengan produktivitas yang tinggi akibat 
pendekatan techno-farming oleh unit-unit usaha taninya masing-masing. 
Sistem pertanian ramah lingkungan (ecofarming) yang meskipun 
memanfaatkan masukan eksternal, penggunaannya berlangsung dalam 
jumlah yang aman. Eco-technofarming melaksanakan pendekatan techno-
farming dan eco-farming secara berkala, yang mendatangkan manfaat berupa 
keuntungan finansial yang tinggi, kondisi sosial, dan keamanan lingkungan 
yang relatif terkendali. Eco-technofarming diharapkan akan melahirkan 
berbagai model agroekosistem yang ramah lingkungan. Pendekatan yang 
memberikan jaminan bagi penyediaan pangan dalam negeri, selain dapat 
menghasilkan devisa yang kontribusinya nyata bagi ketangguhan ekonomi 
nasional, standar mutu sehingga merupakan skenario bijaksana yang 
diusulkan untuk mencapai visi dan misi pertanian masa depan. 

Pertanian organik merupakan sistem pertanian terpadu dengan 
mengoptimalkan produktivitas agro-ekosistem secara alami yang mampu 
menghasilkan bahan pangan berkualitas dan berkelanjutan. Prinsip utama 
dalam pengelolaan pertanian organik antara lain menjaga ekosistem tetap 
sehat melalui optimasi penggunaan sumberdaya alami,  memaksimalkan 
penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, meningkatkan deversitas 
ekosistem; dan melakukan pergiliran tanaman, penerapan asas efisiensi pada 
sistem budidaya seperti minimum tillage (pengolahan tanah minimum), dan 
mengurangi penggunaan bahan baku dari luar luar ekosistem (low external 
input), melakukan kegiatan produksi dengan konsep pertanian berkelanjutan, 
menghasilkan produk bebas pestisida, melakukan kegiatan produksi 
berdasarkan hasil analisis agroekosistem dan sesuai dengan permintaan 
pasar, dan menjaga kelestarian lingkungan.  

Konsumen organik pada umumnya tidak keberatan harga produk yang 
lebih tinggi. Sistem pertanian organik yang berkembang saat ini mengacu 
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pada konsep pendekatan sistem pertanian tradisional yang hanya bertumpu 
pada teknologi sederhana termasuk bahan-bahan organik, sistem pertanian 
yang masukannya berasal dari bahan organik seperti pupuk organik, pestisida 
organik dan bahan-bahan organik lainnya, serta sistem pertanian campuran 
yang melibatkan berbagai sistem usaha tani yang memproduksi bahan 
organik seperti peternakan, perikanan, dan mikroorganisme pengurai untuk 
menghasilkan pupuk guna mendukung sistem produksinya secara 
berkelanjutan. Unit agroindustri organik dengan pasar yang jelas. 
Pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep 
pertanian berkelanjutan seperti pengaturan sistem pertanaman, pemanfaatan 
bahan organik lokal, dan pengendalian hama terpadu. Suatu unit usaha 
intelektual, maka produk yang dihasilkan harus berkualitas sehingga 
memenuhi harapan konsumen. Konsep pertanian organik dalam makna yang 
sempit diartikan sebagai suatu proses produksi yang didasarkan pada 
komponen-komponen organik antara lain : bahan-bahan organik berasal dari 
tanaman dalam bentuk segar atau lapuk, mikroorganisme, atau bahan non 
sintetis lainnya.  

Komponen produksi yang digunakan merupakan bahan-bahan yang 
dapat diperbaharui (renewable resources), sehingga sistem produksi dapat 
dipertahankan secara berkelanjutan. Sistem pertanian organik menghendaki 
keragaman komponen di dalam ekosistem untuk menghasilkan produksi. 
Keragaman yang dimaksud adalah berbagai komponen biotik dan abiotik yang 
berinteraksi satu dengan lainnya untuk memberikan kontribusi secara 
fungsional dan proporsional terhadap ekosistem yang dikelola. Sistem 
pertanian organik mengharuskan adanya kemantapan ekologis untuk 
menjamin berlangsungnya kehidupan semua komponen secara seimbang dan 
berkelanjutan. Kemantapan ekonomi menjamin pemenuhan kebutuhan dan 
keberlanjutan usaha tani yang dikembangkan, kemantapan sosial untuk 
menjamin konsistensi dan kemapanan usaha yang berbasis pada pola 
organik, dan kemantapan konsep yang mampu meyakinkan pihak terkait 
untuk memberi dukungan yang kuat terhadap pengembangan pertanian 
organik. Oleh karena itu, pertanian organik dapat dijadikan pilihan sebagai 
salah satu konsep pertanian berkelanjutan yang akan menciptakan hubungan 
yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. 

Ketergantungan tinggi kebutuhan barang pokok, serta komoditas 
penunjang lainnya membuat fundamental ekonomi Indonesia rentan terhadap 
gejolak apapun yang terjadi di luar negeri, khususnya pada indikator inflasi. 
Kondisi cuaca yang buruk di India dan Thailand berdampak pada kenaikan 
harga beras termasuk pada beberapa komoditi, Indonesia darurat impor 
pangan. Nilai impor terhadap buah dan sayur meningkat dari tahun ke tahun.  

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan 
sebagian besar bahan pangan masih mencukupi kebutuhan nasional pada 
2023. Namun, masih ada beberapa komoditas yang harus didatangkan dari 
luar negeri. 

Beberapa cara mengatasi krisis pangan antara lain mengatasi 
perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak parah pada mata pencaharian 
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dan produksi pangan kita, mempromosikan keragaman pangan, upaya 
meningkatkan produksi, menekan pemborosan, memberi apresiasi seperti 
penghargaan kepada para pengusaha tani yang memiliki capaian kualitas baik 
dalam pertanian organiknya. Adapun tantangan besar yang dihadapi 
Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan kedepan antara lain 
sarana dan prasarana pertanian, skala usaha tani kecil dan konversi lahan,  
adanya dampak perubahan iklim, akses pangan yang tidak merata, food loss 
and bahan sisa yang tinggi, dan yang tak kalah penting adalah regenerasi 
petani lambat. Program penting lainnya adalah meyakinkan pada generasi 
muda untuk membangun bisnisnya disektor pangan.  

Petani diharapkan akan makin berdaya dan mandiri dalam mengelola 
lahan pertaniannya. Keberdayaan petani dicirikan dengan timbulnya 
kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab 
untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya sedangkan 
kemandirian akan mendorong petani agar mempunyai kemampuan, 
berkehendak, dan menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah 
lingkungan di sekitarnya.   
  
6. Kesimpulan dan Saran 
 
Pembangunan sistem pertanian dengan pendekatan eco-technofarming 
secara komplementer dan sinergis (antara ecofarming dan technofarming) 
merupakan sikap bijaksana dalam pembangunan pertanian. Sistem pertanian 
berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan sumber daya sebagai 
penggerak utama ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi.  Pemerintah 
dituntut untuk menetapkan paradigma pembangunan ekonomi yang berbasis 
pada kekuatan sendiri, yakni sumber daya manusia dan alam domestik.  
Saran 

Strategi umum pembangunan pertanian yaitu membangun aspek-aspek 
industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan 
alat mesin pertanian, industri hilir pertanian (pengolahan hasil), pertanian 
primer (on-farm) dan jasa-jasa penunjang yang terkait. 
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1. Latar Belakang 
  

Tulisan ini berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran  berkaitan 
persoalan-persoalan lingkungan khususnya pembangunan perumahan yang 
dibangun tanpa berwawasan lingkungan. Salah satu kasusnya pembangunan 
perumahan yang didirikan tanpa berwawasan lingkungan sehingga 
menimbulkan dampak negatif  lingkungan  yaitu kasus  bencana banjir di 
perumahan De Flamboyan Desa Tanjung Selamat yang telah menjadi korban 
bencana banjir Bandang. Ironisnya perumahan ini tidak jauh dan sangat dekat 
dari kota Medan yaitu berdekatan dengan Pajak Melati Jalan Flamboyan 
Medan Tuntungan. Banjir Bandang yang terjadi Kamis (4/12/2020) malam 
menghancurkan komplek perumahan De Flamboyan, Kecamatan Sunggal, 
Kabupaten Deli Serdang, bukan hanya itu, komplek Griya Nusa 3 yang berada 
di kawasan perbatasan antara Kota Medan dan Deli Serdang juga terkena 
dampak. Kondisi genangan air mencapai 3 meter,. mulai jam 22.00 malam, 
terus air datang sampai tengah malam, banyak masyarakat yang tidak sempat 
menyelamatkan dirinya dan harta bendanya ketika banjir,  karena dItengah 
malam btersebut banyak warga kompleks De Flamboyan yang sudah tidur, 
tanpa disadari rumah dan  mobil banyak tergenang, 
 Tujuan penulisan ini untuk memberikan pokok-pok pikiran dengan 
menjelaskan secara konseptual tentang keterkaitan antara pembangunan 
berwawasan lingkungan di Indonesia,khususnya pembangunan perumahan 
dan dampak pembangunan perumahan yang tidak berwawasan lingkungan 
salah satu korban bencananya adalah banjir bandang di perumahan De 
Flamboyan upaya salah satu mitigasi bencananya melalui eteksi dini banjir 
IOT sebagai alat bantu awal bagi masyarakat kompleks yang tinggal 
diperumahan tersebut, kapan siaga dan waktunya waspada. Khususnya 
alangkah indahnyya pembangunan perumahan melalui perencanaan yang 
matang dengan memperhitungkan analisis AMDAL supaya masyarakat awam 
tidak menjadi korban komersil bisnis perumahan dengan mempertaruhkan 
nyawa warga masarakat di suatu kompleks perumahan dan korban harta 
benda, jiwa dan raga.  
 Pada tahun 2021, saat penulis berada di lokasi perumahan De 
Flamboyan sebagai tim pengabdian masyarakat LPPM USU dengan judul  
“pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana  banjir dan sistem 
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peringatan dini dengan teknologi  internet of things (IOT) di perumahan de 
flamboyan desa tanjung selamat”. Infoman yang bersumberkan dari kepala 
desa dan Posko Satpam Perumahan De Flamboyan disampaikan ada 9 orang 
yang meninggal. Awalnya sebelum musibah banjir terdapat sekitar 250 KK, 
setelah banjir  pada Desember 2020, maka saat ini warga yang bermukim di 
Perumahan ini hanya sekitar 65 KK. Hal ini disebabkan karena banyak 
kerusakan rumah penduduk dan juga trauma, kecewa, kehilangan harta 
benda sehingga tidak mau kembali ke rumahnya. Selanjutnya diketahui juga 
bahwa di daerah ini belum adanya tim atau kelompok siaga bencana melalui 
sistem alarm secara teknologi maupun secara tradisional yang terbentuk dari 
masyarakat. Kesiapsiagaan bencana hanya melalui kelompok whatsapp 
group (WAG), namun melalui media ini kurang efektif karena pada saat 
bencana beberapa HP tidak aktif, dan beberapa diantaranya tidak mendengar 
bunyi Hp karena warga pemukiman sudah tidur. 

Kebutuhan kepemilikan rumah atau tempat tinggal merupakan 
kebutuhan dasar manusia di mana manusia memiliki  kebutuhan hidup dasar 
dan utama demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tiga kebutuhan 
penting manusia adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Makanan 
memberikan energi tenaga, nutrisi bagi tubuh manusia untuk beraktivitas. 
Pakaian melindungi tubuh manusia dari alam (sengatan matahari, hujan dan 
binatang, serta gangguan-gangguan lainnya. Rumah atau tempat  tinggal 
memberi tempat bagi manusia bernaung dari sengatan matahari, hujan, 
serangan binatang buas, banjir, juga merupakan tempat beristirahat serta 
berinteraksi sosial bersama anggota keluarga. Dahulu, manusia hidup 
nomaden (berpindah-pindah)  dari satu tempat ke tempat lainnya. Berjalannya 
waktu dan zaman, manusia mulai tinggal menetap, sehingga mempengaruhi 
cara hidup, berburu, serta alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-
hari hinggalah hariini ada yang tinggal di rumah sendiri baik di kota atau 
kampung dan ada yang diperumahan dan sebagainya. 
 Pembangunan perumahan dan pemukiman diyakini mampu 
mendorong lebih dari seratus macam kegiatan industri yang berkaitan dengan 
bidang perumahan dan pemukiman, sehingga penyelenggaraan perumahan 
dan pemukiman sangat berpotensi dalam menggerakkan roda ekonomi dan 
upaya menciptakan  lapangan kerja produktif bagi banyak masyarakat 
Indonesia terutama golongan menengah ke bawah. Rumah juga merupakan 
barang modal (capital goods), karena dengan asset rurnah ini mereka dapat 
melakukan kegiatan ekonomi dalam mendukung kehidupan dan 
penghidupannya, karenanya permasalahan perumahan dan pernukirnan tidak 
dapat dipandang sebagai  permasalahan fungsional dan fisik sernata, tetapi 
lebih kompleks lain  sebagai persoalan yang berkaitan dengan semua di 
mensi kehidupan di dalam masyarakat ( Kadir, 2009). 

Pembangunan yang menimbulkan masalah lingkungan sangat 
bertentangan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Salim (1991), 
Brundtland (1988) dan Kanqono (1993) pada prinsipnya menyatakan bahwa 
pembangunan yang berwawasan linglrungan adalah pembangunan yang 
dapat memenuhi kebutuhan manusia kini tanpa mengurangi kemampuan 
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generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, 
pembangunan perumahan dan pemukirnan seharusnya menganut konsep 
berkelanjutan, memiliki strategi sehingga tidak menimbulkan permasalahan 
lingkungan di rnasa yang akan datang. 

Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengakibatkan 
pembangunan perumahan yang terus menerus. Hal itu dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan manusia berupa perumahan karena kualitas lingkungan 
tidak baik. Hal itu disebabkan karena perencanaan dan pembangunan 
perumahan ridak berdasarkan konsep perumahan yang berwawasan 
lingkungan. Oleh karena iru, membangun  perumahan diburuhkan strategi. 
Strategi tersebut adalah Melakukan proses desain dan studi AMDAL, 
melakukan pemilihan lokasi dan pembebasan tanah, melakukan perencanaan 
fasilitas umum dan fasilitas rekreasi. Strategi ini sebaiknya digunakan oleh 
pemerintah kota dan pengusaha perumahan dalam membangun perumahan 
(Kadir, 2009). 
  Membangun perumahan yang berwawasan lingkungan artinya 
membangun perumahan yang kerap bertumpu  pada sudut pandang ekonomi, 
ekologi dan sosial. Membangun perumahan dalam suatu kawasan 
pemukiman atau kawasan pengembangan kota perlu dilihat berbagai aspek, 
sehingga pembangunan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif   dalam 
membangun atau mengembangkan perumahan baik dari segi ekonomi, 
ekologi dan sosial. Oleh karena itu, dalam membangun atau mengembangkan 
perumahan dalam suatu kota perlu ada titik tolak sebagai acuan yang 
berorientasi pada asfek pemerataan, keterjangkauan, efisiensi, ekologi dan 
social,  agar tidak salah membangun perumahan.  Dibutuhkan suaru strategi 
agar perumahan yang terbangun tersebut nyaman dihuni oleh generasi 
sekarang maupun generasi mendatang.  
 Perumahan dan permukiman yang ramah lingkungan atau 
berwawasan lingkungan adalah suatu lingkungan perumahan dan 
permukiman yang dibangun dengan mempertimbangkan dan memadukan 
ekosistem. Perumahan yang sehat identik dengan istilah rumah-rumah yang 
didesain dengan konsep ramah lingkungan. Konsep tersebut memunculkan 
kata ”ecohouse”, yaitu sebuah rumah yang didesain dengan memperhatikan 
tata lingkungan yang sehat dengan adanya taman hijau, memiliki banyak 
bukaan sehingga hemat energi. Konsep perumahan ramah lingkungan 
mencuat ketika isu pemanasan global banyak dibahas. Dengan segala cara 
manusia berusaha menerapkan perumahan dengan konsep ramah lingkungan 
agar dapat mengatasi dampak dari pemanasan global tersebut. Oleh karena 
itu perlu diadakannya kajian mengenai Karakteristik perumahan berwawasan 
lingkungan  (Rosyada, 2014).  
 
2. Masalah 

 
(1) Apakah urgensinya pembangunan perumahan berwawasan lingkungan  

di Indonesi  
(2) Apa dampak negatif jika perumahan dibangun tidak berwawasan 
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lingkungan seperti musibah banjir bandang di perumahan De Flamboyan 
?  

(3) Bagaimana solusi deteksi dini banjir di perumahan De Flamboyan Deli 
Serdang yang pernah dilakukan oleh tim LPPM USU ? 

Identifikasi permasalahan yang dihadapi masarakat  di Kompleks perumahan 
De Flamboyan adalah sebagai berikut 

a. Kurangnya pengetahan masyarakat dalam mitigasi bencana pada saat 
sebelum, saat maupun sesudah bencana banjir terjadi. 

b. Belum ada sistem alarm untuk siaga bencana dalam pencegahan 
banjir. 

c. Belum adanya kelompok siaga mencana sebagai adah partisipasi 
masyarakat dalam penanggulangan bencana. 

  
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
Ada 3 pemecahan masalah yang ditawarkan : 
(1) Pembangunan Perumahan berwawasan lingkungan 
(2) Sanksi hukum pidana bagi pembangunan perumahan yang tidak 

berwawasan lingkungan dibuktikan adanya bencana korban akibat 
salah lokasi pembangunan dan dampak bisnis perumahan ang 
mengakibatkan korban nyawa dan harta 

(3) IOT Dini mitigasi bencana dan Satgas bencana di kompleks 
perumahan tersebut 

 
3.1 Pembangunan Perumahan berwawasan lingkungan 

 Pemanasan global (global warming) sudah menjadi isu internasional. 
Isu tersebut timbul mengingat pemanasan global mempunyai dampak yang 
sangat besar terhadap lingkungan. Dampak itu antara lain perubahan iklim 
sedunia dan kenaikan perrmukaan air laut. Industri properti khususnya 
perumahan dan permukiman adalah merupakan salah satu kegiatan 
pembangunan yang tidak terlepas dari wacana ini. Perumahan dan 
permukiman yang dibangun oleh para pengembang ternyata belum 
sepenuhnya menerapkan konsep rumah hijau atau green building terlihat dari 
banyak perumahan maupun permukiman masyarakat kurang peduli terhadap 
pemanfaatan ruang terbuka hijau, tidak menggunakan bahan bangunan dan 
kaca yang rendah emisi, sirkulasi udara dalam ruangan kurang, rendahnya 
pencahayaan ruangan dari matahari dan penggunaan energi yang boros 
semu tanpa disadari telah memberikan andil terhadap pemanasan global. 
Konsep perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan atau 
sering disebut konsep rumah hijau merupakan salah satu upaya, untuk 
mencegah agar bumi tidak semakin memanas. Konsep rumah hijau (green 
building) mensyaratkan antara lain adanya keseimbangan antara ruang 
terbuka hijau dengan lahan untuk perumahan, dirancang untuk sedikit 
mungkin menimbulkan polusi udara dan efisien dalam penggunaan energi. 
Sesuai dengan lingkungan Indonesia yang tropis maka desain rumah 
disesuaikan dengan model arsitektur tropis modern, yang mensyaratkan 
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sirkulasi udara yang baik dan lancar serta penetrasi cahaya ke dalam rumah 
yang cukup, penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, dan tidak 
mengeksploitasi air dari dalam tanah Pemerintah sudah seharusnya 
memberikan insentif pajak dan penghargaan bagi pengembang yang telah 
menerapkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan sanksi bagi 
pengembang yang tidak menerapkan konsep berwawasan lingkungan. 
Insentif dan desinsentif itu perlu diterapkan pemerintah agar pengembang 
berlomba-lomba menerapkan konsep berwawasan lingkungan (Panjaitan, 
2010) 
 Ruang lingkup substansi dalam pembahasan ini berkaitan dengan 
konsep komponen ecohouse, terdiri dari identifikasi penerapan konsep 
berwawasan lingkungan (ecohouse). Hasil penelitian (Rosyada, 2014) 
ditemukan  karakteristik perumahan berwawasan lingkungan (ecohouse) pada 

perumahan dan analisis penerapan konsep ecohouse pada perumahan 
kavling besar, kavling sedang, dan kavling kecil. Sehingga harapannya dapat 
mendorong banyaknya pembangunan perumahan di Kota, salah satunya 
adalah perumahan yang di bangun oleh pengembang dengan konsep 
perumahan yang berwawasan lingkungan yang ditekankan pada 
pembangunan hemat energi dan dengan memperhatikan potensi lingkungan 
yang ada pada suatu daerah dimana rumah itu dibangun. 
 Selanjutnya Purba (2002) merumuskan konsep pengelolaan 
lingkungan sosial sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan, dan evaluasi yang 
bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan: Pertama, ketahanan sosial 
(daya dukung dan daya tampung sosial setempat); Kedua, keadaan 
ekosistemnya; Ketiga, tata ruang; Keempat, kualitas sosial setempat (kualitas 
objektif dan subjektif); Kelima, sumberdaya sosial (potensi) dan keterbatasan 
(pantangan) yang bersifat kemasyarakatan (yang tampak dalam wujud 
pranata, pengetahuan lingkungan dan etika lingkungannya); dan Keenam, 
kesesuaian dengan azas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup. 
 Menurut Soetaryono (dalam Purba, 2002), secara skematis komponen-
komponen interaktif lingkungan hidup dapat digambarkan ke dalam tiga 
aspek, yaitu: Pertama, aspek alam (natural aspect); Kedua, aspek sosial 
(sosial aspect); dan Ketiga, aspek binaan (man-made/build aspect). Walaupun 
ada tiga aspek, namun dalam prakteknya masing-masing kategori tidak dapat 
begitu saja dikaji secara parsial, karena ketiganya merupakan satu kesatuan 
integral yang disebut ekosistem. 
 Sedangkan Sarwono (1995), menyebutkan ada dua jenis lingkungan 
dalam hubungan antara manusi dengan kondisi fisik lingkungannya. Jenis 
pertama adalah lingkungan yang sudah akrab dengan manusia yang 
bersangkutan. Bagi manusia, lingkungan yang akrab memberi peluang yang 
lebih besar untuk tercapainya keadaan homeostatis (keseimbangan). Dengan 
demikian lingkungan seperti ini cenderung dipertahankan. Jenis kedua adalah 
lingkungan yang masih asing, dimana manusia terpaksa melakukan proses 
penyesuaian diri. Menurut Gerungan (1996), bentuk penyesuaian diri bisa 
bersifat alloplastis dimana individu mengubah dirinya agar sesuan dengan 
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lingkungan, dan penyesuaian diri yang bersifat autaplastis dimana individu 
mengubah lingkungan agar sesuai dengan keadaan (keinginan) dirinya. 
 Berkenaan dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang 
pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa sasaran pengelolaan 
lingkungan hidup adalah meliputi: Pertama, Tercapainya keselarasan, 
keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; Kedua, 
Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang 
memiliki   sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; Ketiga, 
Terjaminnya generasi kini dan generasi masa depan; Keempat, Tercapainya 
kelestarian fungsi lingkungan hidup; Kelima, terkendalinya pemanfaatan 
sumberdaya secara bijaksana.  
 Perumahan adalah sebagai tempat dimana suatu rumah yang di 
bangun   secara berkelompok seperti pemukiman baik perkotaan yang 
dilengkapi dengan sarana dan prasarana beserta utilitas umum rumah layak 
huni. Luas keseluruhan tanah yang akan di rencanakan perumahan adalah 
3,400 m2, tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan rumah adalah 1,800 m2, 
dan tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah 1,600 m2. Dari 
setiap rumah yang di rencanakan dalam perumahan ini setiap rumah di beri 
penampungan air hujan untuk di gunakan kembali menjadi air bersih. Hasil 
analisa dan perhitungan air bersih untuk type 65 sebanyak 10 unit rumah dan 
type 85 sebanyak 4 unit rumah pada tahun 2018 sebesar 6,72 m3/hari 
(Fansuri, 2018).  
 Budiharjo (1993), bahwa komponen perancangan rumah yang 
berwawasan lingkungan meliputi: (1) Teknologi Hijau, dapat mengurangi 
penggunaan energi serta sumber daya. Menggunakan energi lebih efektif serta 
efisien sesuai kebutuhan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. (2) 
Lebih banyak menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. 
Salah satu yang dapat digunakan seperti halnya pemanfaatan sinar matahari 
secara maksimal. 
Setiawan (2022) menyatakan bahwa Konsep rumah ramah lingkungan yaitu 
(1) mengurangi ketergantungan  terhadap bahan alam mengganti dengan 
bahan alternatif  lain yang lebih efisien yang tidak merusak alam. Konsep 
usulan    rumah ramah  lingkungan dari teras, ruang tamu, ruang    keluarga 
yang bisa digunakan sebagai ruang makan, dapur dengan konsep terbuka, 
kamar mandi, kamar, ventilasi di beberapa titik dan di setiap ruangan, sisa 
lahan untuk RTH. (2)  Material yang digunakan sebagai konsep rumah ramah 
lingkunngan antara lain: bata ringan, kerangka atap baja ringan, penutup atap 
genteng metal. Penggunaan material tersebut lebih efisien dibandingkan 
dengan material yang biasa digunakan. 
 

3.2 Sanksi hukum pidana bagi pembangunan perumahan yang tidak 
berwawasan Lingkungan 

 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman, Pasal 4, menyebutkan bahwa penataan perumahan dan 
permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu 
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kebutuhan dasar man usia dalam rangka peningkatan dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat, mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur, memberi arah pada 
pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional, dan 
menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-
bidang lain. Dari keterituan ini tersirat pentingnya rumah sehat dalam 
lingkungan yang sehat. Khususnya perumahan dan permukiman di kampung-
kampung dan lingkungan kurnuh perkotaan, harus benar-benar 
memperhatikan persyaratan rumah sehat  (Komarudin, 1999). 
 Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan 
lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup  lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan 
lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan 
hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 
Selanjutnya, yang dimaksud dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup 
adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup, yaitu 
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia 
dan makhluk hidup lainnya  (Sukmana, 2003). 
 Lingkungan hidup, merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam 
hayati, non-hayati, buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lainnya. lstilah lingkungan hidup dan lingkungan sering digunakan dalam 
pengertian yang sama. Dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup 
berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh, telah ditetapkan 
UU Nomor 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup.  Undang-undang ini menetapkan ketentuan umum berupa 
definisi tentang lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, ekosistem, 
daya dukung lingkungan, sumber daya, baku mutu lingkungan, pencemaran 
lingkungan, perusakan lingkungan, dampak lingkungan, analisis mengenai 
dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, lembaga swadaya 
masyarakat, dan pembangunan berwawasan lingkungan. Berdasarkan 
Wawasan Nusantara, lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang 
meliputi ruang, tempat Negara Rl melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, 
serta yurisdiksinya. Pembangunan berwawasan lingkungan itu sendiri 
diartikan sebagai upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola 
sumber  daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan 
untuk meningkatkan mutu hidup  . Asas pengelolaan lingkungan hidup adalah 
pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang 
pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan 
manusia. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup meliputi (1) tercapainya 
keselarasan hubungan antara man usia dengan  lingkungan hidup sebagai 
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tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, (2) terkendalinya 
pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, (3) terwujudnya manusia 
Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, (4) terlaksananya 
pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang 
dan mendatang, dan (5) terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di 
luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran 
lingkungan  (Komarudin, 1999). 
 Ganti rugi dan biaya pemulihan, diatur dalam UU ini. Barang siapa 
merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup berkewajiban memikul 
tanggungjawab dengan membayar ganti kerugian kepada penderita yang 
telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara. Tiga ketentuan 
pi dana diatur dalam UU ini. Pertama, barangsiapa dengan sengaja 
melakukan perbuatan menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau 
tercemarnya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan  hidup yang 
diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain, diancam pidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 100 juta (Ibid, 1999).  Kedua, barangsiapa karena 
kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan 
hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang 
ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan 
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 1 
juta. Ketiga, perbuatan sebagaimana butir pertama adalah kejahatan dan 
perbuatan sebagaimana butir kedua merupakan pelanggaran. Korban 
lingkungan dibuktikan adanya bencana korban akibat salah lokasi 
pembangunan dan dampak bisnis perumahan yang mengakibatkan korban 
nyawa dan harta.  
 Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya sistem 
terpadu yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan. PP No. 29/1986 tentang AMDAL, UU No. 5/1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, PP No. 20/1990 
tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Keppres No. 23/1990 tentang 
BAPEDAL merupakan upaya mengamankan pelaksanaan UU No. 4/1982. 
 

3.3 Sistem Pendeteksi IOT Dini Banjir sebagai satu  Ialternatif  
Mitigasi Bencana di Perumahan De Flamboyan dan Satgas 
Bencana 

 Sistem pendeteksi dini banjir adalah sebuah alat berupa gabungan 
dari sensor dan mikrokontroler yang terhubung dengan jaringan internet yang 
berfungsi untuk memberikan sinyal peringatan kepada pengguna berupa 
pesan telegram apabila jarak air ke sensor sudah tidak wajar dan berpotensi 
banjir. Adapun cara kerja IOT dini adalah secara otomatis sensor akan 
mendeteksi jarak air dari permukaan dengan cara memantulkan gelombang 
suara kepermukaan tempat dipasangnya sensor. Ketika nilai jarak sudah 
didapatkan alat akan memproses nilai jarak tersebut pada mikrokontroler, 
apabila jarak sudah mencapai kondisi tertentu maka akan dikirim pesan 
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peringatan ke telegram. Disini ada 2 kondisi alat akan mengirimkan pesan 
peringatan kepada pengguna yaitu : 

1. Waspada,  bermakna  kondisi dimana jarak sensor dengan air yang 
terdeteksi diantara 2 – 2,5 meter. 

2. Bahaya,  bermakna  kondisi dimana jarak sensor dengan air yang 
terdeteksi kurang dari 2 meter. 

 Selain dari kedua kondisi tersebut maka akan dianggap aman dan alat 
tidak akan megirim pesan peringatan. Adapun cara penggunaannya; semua 
fungsi dan alat berjalan secara otomatis namun ada beberpa fitur yang 
disediakan bagi pengguna dan diaktifkan dengan cara diketik, diantaranya : 

1. Start, Fitur dimana pengguna dapat melihat informasi tentang sensor. 
2. Readings, Fitur dimana pengguna dapat melihat informasi tentang nilai 

jarak sensor ke air terkirini. 
Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan 

hasil pengamatan secara kontinyu disuatu daerah rawan dengan tujuan agar 
persiapan secara dini dapat dilakukanguna mengantisipasi jika sewaktu-waktu 
terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat 
melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat 
dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil 
pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antana 
lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan 
atau relokasi, dan saran penanganan lainnya.  

Masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dasar penggunaan IOT 
berkaitan mitigasi bencana dan antisipasi awal pencegahan dan 
penyelamatan dini melalui warning system IOT. Kepala lingkungan  
mengumpulkan masyarakat bagi mendengarkan pentingnya dan manfaat 
pencegahan awal mitigasi bencana dengan kategorisasi 4 kelompok yaitu : 
(1) Kelompok kepala keluarga (2) Ibu-ibu PKK/ Ibu Rumah Tangga (3) Ibu-ibu 
pengajian (4) Remaja Perumahan  De Flamboyan) dibantu oleh masyarakat 
mempergunakan serta memantau sistem IOT bekerja dalam siaga bencana 
banjir di Perumahan De Flamboyan. Kegiatan ini dapat membina dan 
mengedukasi kelompok siaga bencana yang telah dibentuk oleh tim 
pengabdian. Selanjutnya kelompok siaga bencana aktif dan mampu 
mengoperasikan sistem IOT serta dapat mengedukasi masyarakat tentang 
siap siaga bencana baik pada pra bencana, saat bencana dan pasca 
bencana. Bila diperlukan hasil evaluasi ini akan disampaikan dinas perumahan 
sebagai Pengembang Perumahan  dan    BNPB. 
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Perumahan De Flamboyan yang berdekatan dengan sungai 
merupakan salah satu daerah yang berdekatan dengan kota Medan. 
Beberapa tahun belakangan ini sudah terjadi banjir di daerah ini, antara 
Desember tahun 2020 sampai 2021 sudah teradi 2 kali bencana banjir. 
Parahnya banjir akibat luapan sungai Sungga pada saat itu sampai menelan 6 
korban yang tewas. Banjir tersebut juga sampai menggenangi daerah kota 
Medan. Berdasarkan data yang terkumpul 6 orang dinyatakan hilang akibat 
banjir, yakni 5 diantaranya dewasa dan 1 orang balita. "Dan pagi ini berhasil 
ditemukan 2 orang dewasa dalam keadaan meninggal duniakarena terseret 
arus banjir, Kedua korban tewas itu akibat banjir yang terjadi di Komplek 
Perumahan De Flamboyan, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. 
Satu korban ditemuka petugas di kompleks Nusa Indah dan satu korban 
lainnya ditemukan petugas di kompleks De lamboyan (Kompas.com 
https://regional.kompas.com/read/2020/12/04/12400081/parahnya-banjir-di-
medan-7-kecamatan- terdampak-6-orang-hilang-2-ditemukan?page=all.).  
 Banjir di Perumahan De Flamboyan sejak Jumat dini hari 
meninggalkan kerusakan parah. Sejumlah pagar rumah jebol tak kuat 
menahan arus air. Jumat pagi air surut, tapi menyisakan lumpur yang 
tebal.  Banjir di kompleks ini mengakibatkan enam orang hilang. Hingga Jumat 
sore, lima dari enam orang hilang tersebut berhasil ditemukan namun dalam 
kondisi meninggal dunia. Banjir besar menerjang Perumahan De Flamboyan, 
Desa Tanjung Selamat, Sunggal, Perbatasan Kabupaten Deliserdang dan 
Kota Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (4/12/2020) dini hari. Banjir ini 

https://regional.kompas.com/read/2020/12/04/12400081/parahnya-banjir-di-medan-7-kecamatan-terdampak-6-orang-hilang-2-ditemukan?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/12/04/12400081/parahnya-banjir-di-medan-7-kecamatan-terdampak-6-orang-hilang-2-ditemukan?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/12/04/12400081/parahnya-banjir-di-medan-7-kecamatan-terdampak-6-orang-hilang-2-ditemukan?page=all
https://regional.kompas.com/read/2020/12/04/12400081/parahnya-banjir-di-medan-7-kecamatan-terdampak-6-orang-hilang-2-ditemukan?page=all
https://sumsel.tribunnews.com/tag/perumahan-de-flamboyan
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diduga disebabkan akibat luapan dari jebolnya tanggul di sungai Tanjung 
Selamat yang biasa disebut warga "Pantai Bokek". 
  Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Kota Medan menyebutkan 
bahwa perkiraan ada total 500 Keluarga yang terkena bencana ini. Presiksi  
500 KK, karena dari 1 jam yang lalu enggak ada berhentinya telefpn saudara-
saudara dari luar Medan juga. Penyebab banjir ini disebabkan tanggul yang 
jebol di Sungai Tanjung Selamat aliran Sungai Belawan.  Korban yang 
meninggal dunia ada lima di antaranya satu anak-anak, 3 perempuan dan 1 
pria," pencarian korban yang hilang dilakukan oleh Basarnas Medan dan 
melibatkan pihak lain, mulai BPBD Pemprov Sumut, Arhanud, Koramil, 
Tagana, Kelompok Penggemar Kegiatan di Alam Bebas, Sangkala, Medan 
Rescue dan Partai Keadilan Sejahtera. "Di perumahan De Flamboyan ini ada 
343 orang yang selamat,"  
 Akibat musibah banjir tersebut, sebagian besar warga Kompleks De 
Flamboyan yang  tidak mendapatkan  keperluan air bersih setiap harinya 
walaupun telah menggunakan jasa PDAM Tirtanadi Sunggal.  Dampak 
lingkungan kesulitan mendapatkan air bersih bagi para warga kompleks 
perumahan tersebut disebabkan tanggul PDAM Tirtanadi Sunggal jebol akibat 
tingginya debit air Sungai Belawan yang mengakibatkan sebagian besar 
wilayah Deli Serdang terendam air.  
 
4 Strategi Pemecahan Masalah 

 
Ada 5  stategi pemecahan masalah sebelum dibangun perumahan 

yang berwawasan lingkungan  : (1) Melakukan  Proses Desain.(2) Analisis 
AMDAL (3) Melakukan  pemilihan lokasi dan pembebasan  tanah (4) 
Melakukan Perencanaan Sarana Umum dan Sarana Rekreasi. (5) Sosialisasi 
edukasi warga dalam menghadapi pra bencana dan pasca bencana 
1. Melakukan  Proses Desain.   

Sebelum membangun rumah atau perumahan maka diperlukan 
melakukan perencanaan yang matang dengan memperhatikan 
pembangunan rumah berwawasan lingkungan. Dalam melakukan desain 
yang paling perlu diperhatikan adalah apa yang terjadi pada proses 
selanjutnya serta bagaimana lingkungan setelah mengalami perubahan 
dan manusia melakukan interaksi antara sesamanya dan lingkungannya.  

2. Analisis AMDAL.   
Setelah desain perumahan telah selesai, langkah selanjumya adalah 
rnelakukan perkiraan dampak berdasarkan tahapan lingkungan yang 
mungkin terjadi pada setiap tahapan kegiatan proses perencanaan dan 
AMDA yang merupakan suaru proses inreraksi dan integrasi 
pembangunan perumahan yang berwawasan lingkungan untuk 
kenyamanan dan keselamatan warga di masa depan. 

3. Melakukan  pemilihan lokasi dan pembebasan  tanah 
Lokasi perumahandan pemukiman sangat menentukan kualitas 
perumahan dan pemukiman yang akan dibangun dengan kata lain lokasi 
perumahan menemukan keberlanjutan perumahan tersebut. Perumahan 

https://republika.co.id/tag/kompleks-de-flamboyan
https://republika.co.id/tag/kompleks-de-flamboyan
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dan pemukiman dapat kondusif dan berkelanjutan bilamana pembebasan 
tanah perumahan dan pemukiman tersebut tidak menimbulkan 
permasalahan so sial, ekonomi, budaya dan politik. 

4. Melakukan Perencanaan Sarana Umum dan Sarana Rekreasi.  
Perumahan dan pemukiman yang memiliki kemudahan  kerercapaian. 
Aksebilitas yang tinggi, serta nilai ekonomi dan budaya yang tinggi 
adalah perumahan dan pemukiman yang terbangun dengan sarana yang 
cukup. sarana yang dimaksud adalah: a) Sarana jalan, b) ruang terbuka, 
e) drainase pemukiman, d) sarana olahraga dan rekreasi, dan e) sarana 
sosial keagamaan dan keamanan. 

5. Sosialisasi edukasi warga dalam menghadapi pra bencana dan pasca 
bencana 
Target edukasi dan indikator keberhasilan dalam sosialisasi bagi 
masyarakat ketika menghadapi banjir disikapi dalam pretest dan post test 
yaitu : (a)segera mematikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas 
PLN untuk mematikan aliran listrik. (b). Segera mengamankan barang-
barang berharga ketempat yang lebih tinggi, atau a amankan dokumen 
penting seperti: Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Buku Tabungan, 
Sertifikat dan Benda-benda berharga dari jangkauan air. (c) Apabila akan 
meninggalkan rumah pastikan dalam keadaan aman. Jangan berjalan 
atau berkendara di aliran banjir untuk menghindari terseret arus.(d) Bila 
memungkinkan tinggikan bangunan rumah, buat dinding penghalang 
banjir, dan lindungan rumah dengan cat waterproof. (e) Buatlah rencana 
penyelamatan dan komunikasi apabila banjir datang. Persiapkan 
ketersediaan air bersih, P3K, dan alat evakuasi standar atau mengungsi 
ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. 

 
5. Rencana Tindak Lanjut 
 
Rencana tindak lanjut untuk mencegah rawan bencana adalah sebagai 
berikut: 

1. Pemetaan 
Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah 
rawan bencana. Pada saatini berbagai sektor telah mengembangkan peta 
rawan bencana. Peta rawan bencanatersebut sangat berguna bagi pengambil 
keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun 
demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan.Hal ini 
disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah : belum seluruh wilayah 
di Indonesia telah dipetakan. Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi 
dengan baik. Peta bencana belum terintegrasi Peta bencana yang dibuat 
memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkandalam proses 
integrasinya. Pemantauan.Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, 
maka dapat dilakukan antisipasi jikasewaktu- waktu terjadi bencana, sehingga 
akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital 
dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapaKawasan rawan 
bencana.  
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2. Penyebaran informasi 

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan poster 
dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh 
Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan 
penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan etektronik 
tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan 
tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu 
kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran 
informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat Luas 

3. Edukasi/pelatihan dan Sosialisasi  
Edukasi dan sosialisasi tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-
LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan 
dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting 
yang perlu diketahui masyarakatdan Pemerintah Daerah ialah mengenai 
hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu ditakukan 
dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara 
menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Pelatihan difokuskan kepada tata 
cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih 
ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, 
SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkat 
pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini 
terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk. (4) 
Keberlanjutan wifi (5) Sosialisasi edukasi 
  
6. Kesimpulan dan Saran 

 
Potensi bencana di seluruh belahan dunia akhir-akhir ini menunjukan 

peningkatan frekuensi kejadian bencana. Indonesia sebagai negara 
kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, di antara 
Benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Hindia, 
berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia merupakan 
wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam antara lain 
banjir. Sementara itu penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang 
efektif antara lain disebabkan karena paradigma penanganan bencana yang 
parsial, sektoral dan kurang terpadu, yang masih memusatkan tanggapan 
pada upaya pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisik, dan dilakukan 
hanya pada fase kedaruratan. Perumahan De Flamboyan merupakan satu 
pemukiman perumahan yang berdekatan dengan  sungai dan sudah beberapa 
kali mengalami banjir yang menyebabkan kerugian besar seperti fisik 
bagunan serta mengakibatkan kehilangan nyawa manusia. 

Strategi membangun perumahan yang berwawasan lingkungan 
adalah sebagai berikut : (1) Melakukan proses desain dan studi mengcnai 
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Proses desain dan studi 
AMDAL memperjelas rujuan lingkungan, tujuan ekologi ,tujuan sosial, dan 
tujuan ckonomi. (2)  Melakukan pemilihan lokasi dan pembebasan tanah 
lokasi pemukiman yang berwawasan lingkungan adalah: a) Mudah dicapai, b) 
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hambatan bebas banjir, e) konclisi laban stabil, d) tidak didekat sumber-
sumber pence mar, e) aksebilitas baik, dan sumber air (3)  Melakukan 
perencanaan pemyediaan sarana umum dan sarana rekreasi berupa: a) 
Sarana jalan, b) ruang terbuka, c) drainase pemukiman, d) sarana olahraga 
dan rekreasi dan e) sarana sosial. keagamaan, dan keamanan. Komponen-
komponen tersebut  keagamaan, dan keamanan. Komponen-kompooen 
tersebut merupakan komponen penting dalam pembaogunan perumahan 
yang berwawasan lingkungan. 

 Di daerah ini belum terbentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi 
bencana pada pra bencana, saagt bencana maupun pasca bencana. 
Selanjutnya pengembang perumahan ini juga belum menyediakan fasilitas 
siaga bencana yang dapat mengantisipasi bencana padahal lokasi perumahan 
ini sangat tberdekatan sekali dengan sungai. Warga yang bermukin di 
perumahan ini sekitar 250 KK namun panca banjir yang terjadi pada 
Desember 2020 dan Januari 2021 saatini penduduk yang bermukim 
diperumahan ini isekitar  65 KK, dengan berbagai alasan kerusakan rumah 
yang fatal maupun trauma yang dirasakan penduduk. Untuk itu melalui 
pengabdian ini akan dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam 
penanggulangan mitigasi bencana. Pemberdayaan dilakukan dengan metode 
ceramah, diskusi dan dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. 
Untuk keberlanjutan partisipasi masayrakat dalam mitigasibencana juga 
dibentuk kelompok siaga bencana yang bertugas sebagai warga yang aktif 
secaraberkelanjutan dalam mitigasi bencana.  

LPPM USU dalam kegaitan pengabdian masarakatna yang diketuai 
oleh penulis membantu dan  memfasilitasi warga perumahan De Flamboyan 
dengan pemberian alat IOT yakni suatu sitem peringatan dini yang terkoneksi 
dengan Internet pada pos satpam dengan jaringan internet dialirkan informasi 
siaga dan waspada melalui wifi dan jaringan internet ke wa group warga De 
Flamboyan ke rumah warga kompleks tersebut  yang berdekatan sungai. Alat 
deteksi dini ini di letakkan di sungai dan jika air sungai melampaui ambang 
batas maka alat akan berbunyi sehingga warga masyarakat dapat siap siaga 
dalam mengatasi pra bencana ini. Mitra kerjasama dalam pengabdian ini 
adalah Kepala Lingkungan Perumahan De Flamboyan dan Desa Tanjung 
Selamat, diharapkan dapat memantau dan memelihara alat IoT, serta  tetap 
meningkatkan partisipasi kelompok siaga bencana yang telah dibentuk agar 
dapat meningkatkan partisipasi masayrakat dalam penanggulangan mitigasi 
bencana. Selanjutnya Kepala Lingkungan sebagai mitra pengabdian ini 
diharapkan bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan PNBP agar 
mengatasi bencana banjir secara Bersama-sama karena banjir yang terjadi di 
daerah ini akan berdampak pada bencana banjir pada daerah lain seperti 
Medan karena daerah ini berbatasan dengan Kota Medan.  
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PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI ERA 
GLOBALISASI: SUATU PEMIKIRAN UNTUK SEKTOR 

KEHUTANAN 

 
Rahmawaty 

Fakultas Kehutanan  
  
 
1. Latar Belakang 

 
Pada era globalisasi saat ini, pembangunan sektor kehutanan 

berwawasan lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan 
keseimbangan ekosistem. Terkait pembangunan sektor kehutanan 
berwawasan lingkungan di era globalisasi, beberapa hal yang perlu mendapat 
perhatian, diantaranya: peningkatan kesadaran lingkungan, perlunya 
pendekatan holistik, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, 
pengelolaan hutan yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat.  Dalam era 
globalisasi, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan semakin 
meningkat. Masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia menyadari 
pentingnya pelestarian hutan dan sumber daya alam yang terkait untuk 
menjaga kualitas hidup dan keberlanjutan planet ini. Pembangunan sektor 
kehutanan berwawasan lingkungan mengharuskan adanya pendekatan 
holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ekologi, ekonomi, 
sosial, dan budaya. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan 
pembangunan kehutanan tidak hanya berfokus pada ekonomi semata, tetapi 
juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat 
sekitar. Hutan adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan, 
serta memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati global. 
Pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan harus 
memperhatikan perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati ini, 
termasuk melalui pembentukan kawasan konservasi dan upaya pengendalian 
eksploitasi yang berlebihan. 

Pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan harus 
didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan, 
mencakup pengelolaan hutan yang berbasis pada sumber daya alam yang 
terbarukan, pemantauan dan penilaian lingkungan, perencanaan penggunaan 
lahan yang bijaksana, serta praktik-praktik restorasi hutan untuk 
mengembalikan ekosistem yang rusak. Pembangunan sektor kehutanan 
berwawasan lingkungan perlu melibatkan masyarakat secara luas. Melalui 
partisipasi aktif masyarakat, kebijakan dan program pembangunan dapat lebih 
efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan 
kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan 
lingkungan.  

Era globalisasi memungkinkan adanya kerjasama internasional yang 
lebih erat dalam pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan. 
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Negara-negara dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan sumber 
daya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan dan pelestarian 
lingkungan secara bersama-sama. Pemikiran ini hanya menggarisbawahi 
beberapa aspek penting dalam pembangunan sektor kehutanan berwawasan 
lingkungan di era globalisasi. Implementasi yang efektif memerlukan kerja 
sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga 
internasional untuk mencapai tujuan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan 
yang lebih baik. 
 
2. Masalah  

 
Pada saat yang sama, pembangunan sektor kehutanan berwawasan 

lingkungan di era globalisasi juga menghadapi sejumlah tantangan dan 
masalah yang perlu diatasi. Beberapa pemikiran terkait masalah 
pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan di era globalisasi, 
antara lain: deforestasi, perambahan hutan, illegal logging, konversi hutan, 
penegakan hukum, isu perubahan iklim dan konflik penggunaan lahan.  Salah 
satu masalah terbesar yang dihadapi sektor kehutanan adalah deforestasi 
yang masif. Penggundulan hutan yang tidak terkendali untuk memenuhi 
permintaan kayu, lahan pertanian, dan industri lainnya mengakibatkan 
kerugian habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan emisi 
gas rumah kaca.  Aktivitas perambahan hutan seperti illegal logging, 
pertambangan ilegal, dan perluasan lahan pertanian mengancam 
keberlanjutan hutan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem, degradasi 
tanah, serta konflik sosial dan hak asasi manusia.  Perdagangan kayu liar 
merupakan masalah serius dalam sektor kehutanan. Praktik ini merusak hutan 
secara ilegal dan tidak berkelanjutan, mengancam keberadaan spesies 
langka, dan berkontribusi terhadap pemanasan global.  Perkebunan kelapa 
sawit telah mengalami pertumbuhan pesat di beberapa negara, dan sering kali 
menyebabkan konversi hutan. Kurangnya penegakan hukum dalam sektor 
kehutanan memperburuk masalah yang ada. Illegal logging dan aktivitas ilegal 
lainnya sering kali tidak dihukum secara tegas, sehingga memicu praktik-
praktik yang merusak lingkungan. 

Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sektor 
kehutanan. Perubahan suhu dan pola curah hujan dapat mengganggu 
ekosistem hutan, meningkatkan risiko kebakaran hutan, dan mempengaruhi 
ketersediaan air. Persaingan antara kepentingan ekonomi, konservasi, dan 
kebutuhan masyarakat lokal seringkali menghasilkan konflik penggunaan 
lahan. Hal ini mempersulit pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan 
menyebabkan ketegangan sosial. 
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah  

 
Untuk mengatasi masalah-masalah diatas, diperlukan upaya 

kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga 
internasional [1-3]. Perlunya kebijakan yang kuat, penegakan hukum yang 
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tegas, pendidikan dan kesadaran masyarakat yang tinggi, serta investasi 
dalam pengembangan sumber daya dan kapasitas menjadi kunci dalam 
mencapai pembangunan sektor kehutanan yang berwawasan lingkungan di 
era globalisasi. Selain itu, pendekatan yang holistik dan komprehensif sangat 
diperlukan. Beberapa pemikiran mengenai pemecahan masalah tersebut, 
seperti: 

a. Penegakan hukum yang tegas  
Penting untuk memperkuat penegakan hukum dalam sektor 
kehutanan. Hal ini melibatkan peningkatan pengawasan, penindakan 
yang tegas terhadap aktivitas ilegal seperti illegal logging dan 
perambahan hutan, serta penghukuman yang memadai bagi 
pelanggar hukum. Keberhasilan penegakan hukum akan memberikan 
sinyal kuat bahwa praktik-praktik merusak lingkungan tidak akan 
ditoleransi. 

b. Pengelolaan kehutanan berbasis masyarakat  
Meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan 
adalah langkah penting. Mengakui hak-hak dan kepentingan 
masyarakat adat serta memberdayakan mereka dalam pengambilan 
keputusan terkait pengelolaan hutan dapat meningkatkan 
keberlanjutan sektor kehutanan. Keterlibatan masyarakat juga dapat 
membantu mengatasi konflik penggunaan lahan dan meningkatkan 
pemantauan terhadap praktik ilegal. 

c. Promosi ekonomi hijau 
Mendorong transisi ke ekonomi hijau yang berkelanjutan dapat 
memperkuat pembangunan sektor kehutanan. Inisiatif seperti 
pembelian kayu legal dan sertifikasi hutan yang berkelanjutan dapat 
mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan. Investasi dalam 
industri hutan yang berkelanjutan dan menghargai nilai ekosistem juga 
dapat memberikan insentif ekonomi bagi pelestarian hutan. 

d. Kebijakan dan regulasi yang mendukung 
Pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan regulasi yang 
mendukung pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan. 
Ini meliputi pengembangan rencana pengelolaan hutan jangka 
panjang, zonasi penggunaan lahan, peraturan ketat terkait 
penebangan hutan, dan insentif untuk praktik-praktik berkelanjutan. 
Kebijakan dan regulasi tersebut harus diimplementasikan secara 
efektif dan didukung oleh pemantauan dan evaluasi yang ketat. 

e. Kerjasama internasional  
Kerjasama antar negara sangat penting dalam mengatasi masalah 
pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan di era 
globalisasi. Negara-negara harus bekerja sama dalam hal pertukaran 
pengetahuan dan teknologi, berbagi pengalaman terbaik, serta 
mendukung inisiatif global untuk pelestarian hutan dan pengurangan 
deforestasi. Organisasi internasional juga dapat memainkan peran 
penting dalam memfasilitasi kerjasama ini. 
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f. Pendidikan dan kesadaran lingkungan  
Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang tinggi sangat penting. 
Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang 
pentingnya keberlanjutan sektor kehutanan dan dampak positif yang 
dihasilkannya. Kampanye pendidikan dan kesadaran dapat mengubah 
perilaku dan mendorong tindakan individu yang lebih bertanggung 
jawab terhadap lingkungan. 
 

4. Strategi Pemecahan Masalah 

 
Untuk memecahkan masalah terkait pembangunan sektor kehutanan 

berwawasan lingkungan di era globalisasi, beberapa pemikiran tentang 
strategi yang dapat diadopsi, seperti: 
a. Pengembangan kebijakan dan hukum yang berkelanjutan 

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan dan hukum yang 
mendukung pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan. 
Kegiatan ini meliputi penetapan target pengurangan deforestasi, 
perlindungan kawasan konservasi, pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kebijakan ini 
harus didasarkan pada penelitian ilmiah, melibatkan pemangku 
kepentingan, dan diimplementasikan dengan ketat. 

b. Penguatan kapasitas dan pelatihan 
Investasi dalam penguatan kapasitas dan pelatihan bagi para pemangku 
kepentingan dalam sektor kehutanan penting untuk meningkatkan 
pemahaman dan keterampilan mereka terkait pengelolaan hutan 
berwawasan lingkungan. Ini termasuk pelatihan dalam pengelolaan 
keanekaragaman hayati, pemantauan lingkungan, penilaian dampak 
lingkungan, dan teknik restorasi hutan. Penguatan kapasitas juga harus 
mencakup peningkatan kemampuan penegakan hukum dan pengawasan 
terhadap praktik ilegal. 

c. Peningkatan partisipasi masyarakat 
Partisipasi aktif masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat, sangat 
penting dalam pengelolaan hutan berwawasan lingkungan. Masyarakat 
harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan dan 
perlindungan hutan. Ini dapat dicapai melalui mekanisme partisipatif, 
dialog multi-pihak, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan 
dan implementasi kebijakan (Gambar 1). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Dokumentasi: Rahmawaty 
 

Gambar 1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan pada 
berbagai Kabupaten di Sumatera Utara: a. Kabupaten Pak-pak Bharat; b. 

Kabu[aten Mandailing Natal; c. Kabupaten Deli Serdang; d. Kabupaten 
Langkat 

 
d. Pengembangan Ekonomi Hijau 

Diperlukan pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan di sektor 
kehutanan. Ini termasuk promosi industri hutan berkelanjutan yang 
memanfaatkan kayu dari hutan yang dikelola dengan baik, 
pengembangan agroforestri, ekowisata, dan produk-produk non-kayu 
berkelanjutan (Gambar 2). Inisiatif ini dapat memberikan insentif ekonomi 
bagi pelestarian hutan dan menciptakan lapangan kerja yang 
berkelanjutan bagi masyarakat. 
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(a) 

 
 

 (b) 

 
(c) 

Dokumentasi: Rahmawaty  
 

Gambar 2. Pengembangan ekonomi hijau : a. Agroforestri di Sumatera 
Utara; b. Ekowisata Danau Toba; c. Hasil hutan bukan kayu (Gambir) di 

Pakpak Bharat 
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e. Peningkatan kolaborasi dan kerjasama 
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga 
internasional sangat penting dalam memecahkan masalah pembangunan 
sektor kehutanan berwawasan lingkungan (Gambar 3). Kegiatan ini 
melibatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antar 
negara. Kerjasama juga dapat melibatkan lembaga keuangan 
internasional untuk memberikan pendanaan yang berkelanjutan bagi 
proyek-proyek pelestarian hutan. 
 

  
(a) 

  
(b) 

Dokumentasi: Rahmawaty 
 

Gambar 3. Bentuk kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, swasta dan 
akademisi: a. di Kabupaten Mandailing Natal; b. Kabupaten Langkat 

 
f. Edukasi dan kesadaran lingkungan 

Edukasi dan kesadaran lingkungan yang tinggi adalah kunci untuk 
mengubah perilaku dan menciptakan pola pikir yang berkelanjutan terkait 
kehutanan. Kampanye penyuluhan dan kesadaran harus dilakukan untuk 
mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan, 
penggunaan kayu legal, dan dampak lingkungan dari praktik ilegal. Ini 
juga melibatkan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah [4] 
(https://www.youtube.com/watch?v=5eo_8l8JH38) dan program 
kesadaran masyarakat yang melibatkan media sosial dan kampanye 
informasi (Gambar 4). 

https://www.youtube.com/watch?v=5eo_8l8JH38
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Dokumentasi: Rahmawaty 

 
Gambar 4. Pendidikan lingkungan di TK Khanza Medan 

 
g. Pemanfaatan teknologi dan inovasi  

Teknologi dan inovasi dapat memainkan peran penting dalam 
pemecahan masalah pembangunan sektor kehutanan berwawasan 
lingkungan. Penggunaan teknologi seperti pemantauan satelit, analisis 
data spasial, sistem informasi geografis [5-8], dan sensor jaringan dapat 
membantu dalam pemantauan dan pemodelan ekosistem hutan [9-10]. 
Inovasi juga diperlukan dalam pengembangan metode pengelolaan hutan 
yang lebih efisien dan berkelanjutan. 

 
Penerapan strategi ini memerlukan komitmen jangka panjang dari 

semua pemangku kepentingan terkait. Hanya dengan pendekatan yang 
holistik dan kolaboratif, kita dapat mencapai pembangunan sektor kehutanan 
yang berwawasan lingkungan di era globalisasi. 
 
5. Rencana Tindak Lanjut 

 
Untuk melaksanakan pembangunan sektor kehutanan berwawasan 

lingkungan di era globalisasi, berikut adalah beberapa pemikiran tentang 
rencana tindak lanjut yang dapat diambil, diantaranya: 
a. Penegakan hukum yang tegas 

Menguatkan penegakan hukum terhadap praktik ilegal, seperti illegal 
logging dan perambahan hutan, dengan mengintensifkan pengawasan 
dan penindakan yang tegas. Ini melibatkan peningkatan kekuatan dan 
kapasitas lembaga penegak hukum serta pemberian sanksi yang 
memadai bagi pelanggar. 

b. Pembentukan kawasan konservasi 
Melakukan identifikasi dan perlindungan kawasan konservasi yang 
strategis untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem 
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hutan yang penting. Memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan 
pemantauan yang efektif dalam kawasan tersebut. 

c. Pengelolaan hutan berkelanjutan 
Mengadopsi praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk 
rencana pengelolaan hutan jangka panjang, pemantauan dan evaluasi 
secara teratur, dan perencanaan penggunaan lahan yang bijaksana. 
Menggunakan pendekatan berbasis ekosistem dan memprioritaskan 
pelestarian fungsi ekosistem. 

d. Promosi kayu legal dan sertifikasi 
Mendorong penggunaan kayu legal dan mendukung program sertifikasi 
hutan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kayu yang diperoleh 
berasal dari sumber yang dikelola dengan baik. Mengembangkan sistem 
pelacakan dan transparansi yang memungkinkan konsumen untuk 
memverifikasi asal-usul kayu yang mereka beli. 

e. Pemberdayaan masyarakat lokal 
Meningkatkan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat lokal, 
termasuk masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan terkait 
pengelolaan hutan. Memberikan akses yang adil dan berkelanjutan 
terhadap sumber daya hutan serta melibatkan mereka dalam program 
restorasi hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan. 

f. Kolaborasi dan kerjasama 
Memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor 
swasta, dan lembaga internasional melalui dialog multi-pihak dan 
pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Menggagas kemitraan dan 
inisiatif bersama untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan 
berwawasan lingkungan. 

g. Investasi dalam riset dan teknologi 
Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif untuk 
pengelolaan hutan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Menggunakan 
teknologi seperti pemantauan satelit, analisis data spasial, dan 
kecerdasan buatan untuk pemantauan dan pemodelan ekosistem hutan. 

h. Kampanye edukasi dan kesadaran lingkungan 
Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk 
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya pelestarian hutan dan praktik pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum 
sekolah dan melibatkan media sosial serta platform digital dalam 
kampanye informasi. 

i. Pemantauan dan evaluasi 
Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi 
kebijakan dan program dalam pembangunan sektor kehutanan 
berwawasan lingkungan. Menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk 
mengukur dampak dan keberhasilan dalam mencapai tujuan 
keberlanjutan. 
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Rencana tindak lanjut ini harus didukung oleh komitmen kuat dari 
pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional. 
Diperlukan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk 
mewujudkan pembangunan sektor kehutanan yang berwawasan lingkungan di 
era globalisasi. 
 
6. Kesimpulan dan Saran 

 
Kesimpulan 

Pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan di era 
globalisasi adalah suatu keharusan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem 
dan mengatasi perubahan iklim. Meskipun ada tantangan dan masalah yang 
harus dihadapi, langkah-langkah telah diidentifikasi untuk memecahkan 
masalah tersebut. Penegakan hukum yang ketat, pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat, kolaborasi dan kerjasama, serta 
pendidikan dan kesadaran lingkungan merupakan faktor kunci dalam 
mewujudkan pembangunan sektor kehutanan yang berwawasan lingkungan. 
 
Saran 

Untuk mendukung pembangunan sektor kehutanan berwawasan 
lingkungan di era globalisasi agar dapat tercapai, menjaga ekosistem yang 
sehat, melindungi keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat jangka 
panjang bagi masyarakatmaka perlu perkuat upaya penegakan hukum 
dengan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik ilegal 
yang merusak lingkungan, dorong penerapan kebijakan dan regulasi yang 
mendukung pembangunan sektor kehutanan berwawasan lingkungan, 
berinvestasi dalam penguatan kapasitas dan pelatihan untuk para pemangku 
kepentingan dalam sektor kehutanan, libatkan masyarakat lokal, termasuk 
masyarakat adat, dalam pengambilan keputusan dan manfaatkan 
pengetahuan tradisional mereka, tingkatkan kerjasama antara pemerintah, 
masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional dalam 
menjalankan program pelestarian hutan, promosikan penggunaan kayu legal 
dan sertifikasi hutan yang berkelanjutan, perkuat kampanye edukasi dan 
kesadaran lingkungan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya pelestarian hutan, gunakan teknologi dan inovasi untuk 
pengelolaan hutan yang lebih efisien dan berkelanjutan, lakukan pemantauan 
dan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak dan keberhasilan dalam 
mencapai tujuan keberlanjutan. 
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1. Latar Belakang 
 
Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadapnya meningkatnya 

kebutuhan pangan (Khairon, 2012). Penduduk Indonesia  berjumlah 272,2 juta 
jiwa dengan laju pertumbuhan rata rata 1,17% per tahun (BPS, 2022). 
Pertumbuhan penduduk Indonesia lebih tinggi dari Malaysia (1,1%) dan 
Thailand hanya 0,2%. Sedangkan kebutuhan pangan setiap penduduk 
Indonesia  1,404 kg per minggu atau setara dengan 73,008 kg per tahun. 
Tingkat konsumsi ini sudah  jauh menurun dibandingkan dengan di era tahun 
80 dan 90 an yang mencapai ± 120 kg per kapita. Hal itu merupakan yang 
tertinggi di seluruh dunia. Karena banyaknya jenis makanan di luar beras yang 
disajikan dalam bentuk  makanan cepat saji dan disiapkan dari bahan non 
beras dan adanya pergerseran selera generasi millenial  menyebabkan 
konsumsi berbahan beras menjadi menurun. Sungguh pun demikian padi 
masih merupakan makanan utama di setiap rumah tangga dan memerlukan 
waktu yang lama untuk mulai secara nyata beralih ke bahan makanan lain.  
Luas tanaman  padi Indonesia  kira kira 10,41 juta ha pada tahun 2022. Hal ini 
menurun dibandingkan  pada tahun 2021 yaitu  10,66 juta ha. Sementara 
indeks  pertanaman padi atau frekuensi menamam padi  berkisar 2-3 kali 
setahun.  

 Pembangunan pertanian khususnya padi  di Sumatera dan Jawa 
hampir seluruhnya diperankan oleh masyarakat yang hidup di pedesaan. Padi 
merupakan komoditas strategis sehingga apabila distribusi dan rantai 
pasoknya terganggu akan menimbulkan gejolak yang besar di masyarakat. 
Setiap pemerintahan yang berkuasa seandainya di bagi menjadi 4 orde 
pemerintahan, yaitu masa penjajahan, awal kemerdekaan, masa orde baru 
dan Masa Reformasi dan dihubungkan dengan keberhasilan dalam 
swasembada padi belum pernah memperoleh  hasil yang mantap. Kerap  kali 
kita mendengar bahwa pemerintah melakukan impor beras, gandum , kedelai, 
bawang putih, bawang merah dan daging sapi. Hal ini menunjukkan bahwa 
kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pokok Indonesia belum stabil.  
Bahan pangan impor itu mudah kita dapatkan  dipasar swalayan. Mungkin 
satu satunya yang tidak impor adalah minyak goreng. Untuk mencapai 
Indonesia maju, mandiri dan berdaulat dalam bidang pangan yang   telah 
dicanangkan akan tercapai pada tahun 2045 bila tidak hati hati tidak akan 
tercapai. Untuk tercapainya tujuan itu, kita harus melihatnya secara 
konprehensif dan integratif dengan masalah- masalah lain  yang timbul akibat 
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dari pembangunan untuk  mengejar produksi. Untuk itulah penulis mencoba 
menuangkan pokok pokok pikiran dalam mencapai produksi dan kubutuhan 
pangan yang tinggi dan berkualitas sekaligus juga tidak mengabaikan 
kerusakan lingkungan yang  ditimbulkannya.  Tulisan ini diharapkan dapat 
menimbulkan inspirasi untuk melakukan diskusi dan penelitian yang 
berhubungan dengan  masaalah pertanian pangan dan lingkungan di 
Indonesia pada umumnya dan khususnya Sumatera Utara. 

 Sumatera Utara mempunyai masalah yang spesifik tentang 
pembangunan pertanian pangan dan konsistensi dalam mempertahankan 
pelestarian lingkungan. Tulisan ini akan lebih banyak menyoroti kondisi 
eksisting di Sumatera Utara dan langkah langkah yang perlu diambil baik 
jangka pendek maupun jangka panjang. 

 
2. Masalah 
         

Sumatera Utara berdasarkan sensus BPS 2021  bahwa  jumlah 
penduduknya  15.372437 jiwa yang tersebar di 33 kabupaten dan Kota 
dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,10% (BPS, 2022). Pertumbuhan ini 
mendekati laju  pertumbuhan rata-rata nasional. Ditinjau dari aspek ekonomi 
bahwa sektor pertanian juga penyumbang utama terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara 23-25% (Bayaruddin et al,. 2022).  

Oleh karena itu pembangunan pertanian termasuk pangan di Sumatera Utara 
perlu menjadi perhatian. Untuk kebutuhan beras ternyata  Sumatera Utara  
dalam jangka pendek  masih dapat memenuhi kebutuhannya  sendiri.  
Namun, dalam jangka menengah dan panjang Sumatera Utara akan 
kewalahan untuk mempertahankan swasemda pangan. Untuk itu perlu 
strategi  bagaimana usaha  auntuk meningkatkan produksi baik kuantitas 
maupun kualitas   agar kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara 
berkelanjutan (Sabrina et al.,2022).  

Untuk memenuhi target tersebut, maka ke depan kegiatan  fokus pada 
3  hal  yaitu 1. Meningkatkan produksi dengan target 3 kali tanam dalam 
setahun, 2. menjaga kestabilan harga agar kesejahteraan petani dapat 
ditingkatkan. Salah satu penyebab mengapa generasi muda kurang berminat 
dalam bidang pertanian pangan karena Nilai Tukar Petani (NTP) rendah, yaitu 
modal lebih besar dari pendapatan. Untuk itu perlu ada badan penyangga 
harga dan salah satu jalan keluarnya adalah perlu sinergi Pemerintah (BUMN) 
dengan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) untuk melakukan upaya agar 
harga tidak anjlok (Anonim, 2009). Perlu diketahui bahwa risiko gagal di 
lapangan untuk  tanaman pangan sangat besar karena faktor iklim yang tidak 
menentu dan banyaknya gangguan hama dan penyakit yang mengancam  
gagalnya panen. Belum lagi komoditas pangan harganya tidak menentu pada 
saat panen. 3. Mencegah terjadinya penyusutan lahan pertanian beralih  
menjadi peruntukan lain. Sedangkan bagaimana menjaga agar lingkungan 
ekosistem tetap baik dengan mencegah pencemaran  atau mengeliminir  
tindakan tindakan  yang merusak lingkungan hingga saat ini belum kelihatan 
ada program  dan tindakan yang nyata.   
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3. Pemecahan Masalah 

 
Masalah lingkungan sudah menjadi isu internasional. Era globalisasi 

mengharuskan seluruh dunia harus terlibat dalam menjaga harmonisasi 
antara alam, manusia dan lingkungan hidupnya. Indonesia selalu mendapat 
sorotan dunia karena selalu dituding  sebagai negara yang kurang peduli 
terhadap keamanan lingkungannya. Penulis  sendiri membuktikannya ketika 
pada tahun 2013 bersama rombongan peserta seminar ilmu ilmu pertanian 
dari Universitas  Tanjung Pura. Rombongan naik bus  dari kota Pontianak ke 
Kucing. Jalan menuju Kucing tidak mulus sehingga tidak nyaman sepanjang 
perjalanan. Namun, menjelang Entikong dan turun di Check Point naik bus 
kembali, terasa nyata perbedaannya, dimulai dari jalannya yang mulus dan 
sepanjang jalan hutan hutan di sekitar jalan menambah keindahan alam 
sekitarnya sehingga sampai ke Kota Kucing. Kota kucing hampir tidak 
berbeda dengan kota kota di semanjung Malaysia lainna,  bersih dan tertata 
rapi. Sungai yang membelah kota Kucing pun bersih dan dipinggir sungai ada 
tempat berjalan kaki, dan sangat berbeda dengan apa yang kita saksikan di 
Wilayah Indonesia di Pulau Kalamantan. Dari kisah perjalanan ini ada 2 
pelajaran yang dapat di petik yaitu, 1. Pembangunan di Indonesia belum 
merata dan pembangunan masih terpusat di jawa dan 2. perhatian terhadap 
lingkungan khususnya badan air  seperti sungai belum mendapat perhatian 
kebanyakan  masyarakat kita. Hal ini juga bisa dibuktikan bahwa kebanyakan 
rumah atau bangunan kantor dan tempat tinggal yang dibangun pemerintah 
atau masyarakat menempatkan sungai di belakang dan terkadang tempat 
buangan sampah dan sisa kotoran. Adalah satu ironi bila kita dikatakan 
seperti kota Medan kekurangan air bersih sedangkan sebenarnya  sumber air 
yang ada tidak bisa dimanfaatkan karena kotor dan tercemar bahkan pada 
tingkat berat seperti Sungai Deli. 

 
4. Strategi  Pemecahan Masalah 
 
Strategi Pemecahan masalah ada  2,  yaitu :  
1. Political will dari pemerintah pusat sampai ke daerah, kabupaten, 

kecamatan dan desa atau kelurahan. Aturan dan Undang tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup no 32 tahun 2009 perlu 
ditegakkan dan dijalankan dengan konsisten.   Sebelum UU No 32 tahun 2009 
ini  telah ada Undang Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Namun, dengan diberlakukannya Undang Undang No 32 
tahun 2009, maka Undang Undang No 23 tahun 1997 dinyatakan tidak 
berlaku lagi. Dalam  Undang Undang no 32 tahun 2009 jelas dinyatakan ada 
sanksi Pidana dan denda bagi pelanggar hukum dimulai dari pelaku perusak 
lapangan atau inisiator maupun pejabat pemberi izin yang tidak sesuai 
dengan aturan yang berlaku. Disamping itu, Undang Undang No 22 tahun 
2019 tentang sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang pada prinsipnya  
merupakan pradigma pengelolaan pertanian yang menginterasikan 4 elemen. 
Empat elemen itu adalah a. aspek lingkungan,b.sosial, c.  budaya dan d. 
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ekonomi. Sistem Budidaya pertanian berkelanjutan dilakukan dengan 
memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, adaptasi perubahan iklim, 
dan kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan  sistem pertanian yang 
maju, efisien, tangguh secara berkelanjutan.  Undang Undang yang sudah 
ada seharusnya  dijadikan dasar untuk mengambil keputusan dan tindakan. 
Bila  dirasa perlu kementerian yang bersangkutan seperti Menteri Pertanian,  
Gubernur dan Bupati dapat membuat aturan yang lebih jelas  dalam 
pelaksanaannya dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya 
masyarakat agar tindakan  yang diambil lebih mudah dipahami dan 
dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan masyarakat. 
2. Edukasi bagi  masyarakat. Sungguhpun sudah banyak sebenarnya 
paham,   tentang pentingnya menjaga lingkungan. Namun, masih banyak 
orang yang kurang peduli terhadap  lingkungan dan apa pengaruhnya 
terhadap kelangsungan kehidupan. Apa yang kita saksikan bahwa masih 
banyak masyarakat termasuk petani  menggunakan bahan bahan kimia 
pertanian seperti pupuk dan pestisida dalam takaran yang berlebihan tanpa 
memperhatikan aturan pakai yang dianjurkan. Penggunaan pupuk yang 
berlebihan selain tidak eknomis, juga menyebabkan kerusakan baik fisis 
maupun biologis pada tanah. Bila perilaku ini  tidak segera diperbaiki secara 
perlahan lahan akan timbul kerusakan baik pada tanah maupun pada 
tanaman. Kadang kadang di areal tanaman ditemukan berbagai 
kemasan/pembungkus atau botol pestisida berserakan di lahan.  Penggunaan 
pestisida dengan tidak memperhatikan kesehatan bagi pengguna (aplicator) 
sudah lazim kita saksikan di kalangan. Teknik aplikasi yang benar belum 
menjadi perhatian secara menyeluruh. Kesadaran masyarakat petani sangat 
rendah dalam memperhatikan pentingnya cara, dosis dan waktu yang tepat 
dalam penggunaan pestisidan di lahan pertanian   

 
5. Rencana Tindak lanjut 

 
Pembangunan pertanian pangan secara berkelanjutan harus 

mempertimbangkan  multi aspek tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga 
lingkungan, sosiologis, budaya dan lain lain.   Sepuluh tahun terakhir ini sekat-
sekat batas antar negara sudah semakin kabur  karena   kemajuan teknologi 
informasi yang demikian pesat,  sehingga  satu peristiwa yang terjadi di 
belahan bumi utara dengan waktu yang singkat sudah sampai ke belahan 
selatan, barat dan timur.  Akhir akhir ini juga kita merasakan bahwa suhu di 
permukaan bumi juga semakin tinggi. Empat atau lima puluh tahun yang lalu 
ketika praktek pengukuran suhu di kota Medan tertinggi adalah 31ᴼC. Namun, 
sekarang ini ketika pesawat mendarat menuju Medan disampaikan oleh pilot 
bahwa suhu mencapai 37ᴼC, demikian juga suhu yang terdeteksi di alat 
elektronik yang lain seperti di Mobil dan Hp. Berarti dalam kurun sepuluh 
tahun, suhu naik  lebih dari 1ᴼC.  Apa yang terjadi dengan kenaikan suhu 
sebesar itu terhadap tumbuh tumbuhan, hewan dan manusia. Ini perlu 
dilakukan  penelitian oleh para ilmuan dan pemerhati lingkungan sesuai 
dengan keahlian dan minatnya masing-masing.  
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Beberapa terobosan telah dilakukan oleh para praktisi dan peneliti 
pertanian dengan menggunakan berbagai jenis pupuk dan pestisida yang 
ramah lingkungan.  Pestisida nabati dan hayati telah diperkenalkan kepada 
petani selain harganya lebih murah karena bahannya banyak tersedia di alam 
juga  relatif aman terhadap manusia dan hewan bukan sasaran.  Untuk itu 
mitigasi lingkungan segera dilakukan  lebih massif lagi melalui bimbingan 
kepada petani agar segera menghindari  penggunaan bahan yang berisiko 
kepada lingkungan dan manusia. Untuk itu  perlu penguatan kelembagaan 
penyuluh pertanian dan penyuluh  kesehatan yang akhir akhir ini terlihat 
lemah kegiatannya.  Aktifitas penyuluhan baik pertanian dan kesehatan saat 
ini jauh menurun perannya dibandingkan era tahun 90 an. Banyak faktor 
mengapa kondisi itu bisa terjadi yang barangkali perlu kita diskusikan untuk 
mencari solusi pemecahan masalahnya.  Padahal Penyuluh merupakan garda 
terdepan yang setiap saat bisa bertemu dengan masyarakat di pelosok desa 
untuk menyampaikan pesan pesan pembangunan sekaligus pendamping 
masyarakat ketika mereka mendapat kesulitan (Tohir, 2010). Sungguhpun 
saat ini kemajuan teknologi informasi berkembang  demikian pesat tidak 
berarti peran penyuluh harus ditiadakan.  Penyuluh pertanian yang ASN 
(Aparat Sipil Negara) sudah semakin sedikit, sedangkan pengangkatan ASN 
yang baru hampir tidak ada. Saat ini pengangkatan pegawai  diangkat menjadi 
pegawai tetap dengan perjanjian Kerja (P3K) itupun usia yang bisa diangkat  
tidak lebih dari 35 tahun. Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan 
memanfaatkan Perguruan Tinggi khususnya  basis ilmu Pertanian dan 
Kesehatan untuk masuk ke desa. Kalau di masa lalu  kita mendengar ada  
TNI masuk desa sekarang menjadi  warga Kampus masuk Desa. Bagi PT di 
bidang pertanian kegiatan ini bisa berperan ganda yaitu 1. membantu 
kegiatan penyuluhan yang saat ini lemah perannya sehingga dengan 
masuknya mahasiswa dan dosen  menambah semangat petani dalam 
melakukan kegiatannya. 2. Masuknya  mahasiswa ke desa diharapkan 
memicu semangat mereka untuk kembali lagi setelah selesai pendidikannya  
dengan mengembangkan bakat dan ilmunya di desa. 
           Persoalan kita saat ini mengapa pertanian lambat  sekali dalam 
mengadopsi teknologi karena SDM pertanian kita, pendidikannya sangat 
rendah. Disamping itu, minat generasi muda untuk terjun dalam bidang 
pertanian pangan sangat rendah sehingga usia SDM pertanian saat ini 
berusia 40 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah 
pertama. SDM pertanian dengan kualitas seperti itu sulit diharapkan akan ada 
perubahan yang nyata  seperti  pertanian di negara tetangga kita Thailand, 
Vietnam, dan Malaysia.  Untuk ini kementerian Pertanian, Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten hendaknya memikirkan solusi ini dengan melakukan 
kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui program penelitian dan  
pengabdian pada masyarakat. Meskipun saat ini sudah ada program MBKM 
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang melibatkan mahasiswa di dalam 
penelitian dan pengabdian serta KKN T (kuliah Kerja Nyata Tematik) ke 
pedesaan. Program ini perlu diteruskan dan ditingkatkan agar lebih efektip 
dan kena sasaran targetnya untuk memajukan pedesaan dan memberi 
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pembelajaran bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di lapangan 
dalam menghadapi masyarakat dan pemecahan masalah di masyarakat 
petani. 
 
6. Kesimpulan 

           
Pertanian dan lingkungan merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Pembangunan pertanian pangan  memiiliki 2 arti penting bagi Indonesia yaitu; 
1. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi Indonesia, dan 2. Sebagai modal 
utama bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. 
Penduduk Indonesia yang berjumlah 272 juta jiwa dan sekitar 42% bertempat 
tinggal di desa. Hampir seluruh pendudk yang tinggal terlibat dengan 
pertanian. Bahkan penduduk yang tinggal di kota pun kehidupannya langsung 
atau tidak langsung  sebahagian teraffiliasi dengan Pertanian. Pertanian 
sangat berhubungan erat dengan lingkungan. Hubungan itu ada yang 
terpaksa dilakukan karena untuk mengembangkan dan melakukan perluasan 
areal, maka dilakukanlah eksploitasi melalui pembukaan hutan untuk areal 
perkebunan atau pencetakan sawah baru. Namun, seyogianyalah pembukaan 
lahan lahan baru harus dengan pertimbangan yang matang dan berpedoman 
pada peraturan yang ada (Anonim, 2010). Selain itu perlu kajian mendalam 
yang melibatkan para pakar yang ada di Lembaga Lembaga Penelitian dan 
Perguruan Tinggi untuk mengkaji dampak positif dan negatif bila berhadapan 
dengan perubahan peruntukan lahan dan pembukaan lahan baru.  

 Negara dinyatakan berdaulat apabila pangannya terpenuhi baik 
kuantitas maupun kualitasnya. Lingkungan sangat rentan terhadap tindakan 
manusia apabila tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan tidak 
menjadi perhatian. Kita banyak bencana terjadi akibat lingkungan rusak. 
Eksploitasi lingkungan yang sangat massif sudah kita rasakan betapa banyak 
terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan lain 
lain. Dalam jangka panjang terjadi pemanasan global  akibat emisi karbon dan 
pertambangan liar yang terjadi di berbagai tempat. Karena sudah  banyak 
kasus bencana yang terjadi akhir akhir ini timbul pemikiran untuk mengurangi  
faktor kerusakan itu dengan menegakkan hukum bagi pelanggar atau perusak 
lingkungan sanksi pidana. Namun, itu belum menimbulkan efek jera yang 
signifikan mungkin penegakannya masih lemah. Oleh karena itu hukum harus 
menjadi panglima untuk menekan kerusakan lingkungan. Selain itu pelaku 
pertanian harus dibekali ilmu dan diberikan pendampingan agar mereka dapat 
memahami bagaimana usaha mereka aagr mencapai sasaran dengan meraih 
keuntungan. Disamping itu, mereka  juga diharapkan ikut berperan menjaga 
lingkungan agar tetap lestari dan produk yang mereka hasilkan dapat masuk 
ke pasar global.  
 
Saran 
             Pembangunan pertanian dan lingkungan adalah 2 hal yang tidak 
dapat dipisahkan dalam membangun bangsa yang maju dan bermartabat. 
Untuk mengejar kebutuhan pangan maka dilakukan segala cara untuk 
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meningkatkan produksi. Namun, pembangunan yang hanya mengejar 
kuantitas saja tidak memperhatikan kualitas dengan cara mengabaikan 
kerusakan  lingkungan, maka pembangunan itu akan terhenti dan tidak dapat 
dilanjutkan. Oleh karena itu, kami memberikan saran sebagai berikut : 
1. Pembangunan pertanian perlu ada perencanaan yang baik melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat dan para peneliti, penggiat lingkungan, Petani  
andalan dan Perguruan Tinggi. Salah satu contoh kegagalan yang pernah 
ada kegagalan membuka lahan pangan sejuta Hektar di Kalimantan, dan 
Food Estate di Sumatera Utara. 

2. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan sesuai 
dengan Undang Undang dan Peraturan yang ada. 

3.  Perlu edukasi pada generasi muda dan penyuluhan kepada seluruh lapisan 
masyarakat  agar memahami pentingnya menjaga agar lingkungan kita 
tetap baik dan sehat dengan menghindari tindakan tindakan yang dapat 
mencemari air, tanah dan udara.  Bila perlu  hidup sehat dan lingkungan 
sehat   dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di tingkat sekolah Dasar 
dan Menengah. 
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1. Latar Belakang 
 

Danau Toba yang merupakan danau volcano-tektonik yang terluas 
(1,124 km2) di Indonesia telah dicanangkan sebagai destinasi wisata tingkat 
dunia sehingga menjadi Kawasan Strategis Nasional. Dewasa ini, danau Toba 
dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti pariwisata, transportasi, 
pembangkit listrik tenaga air, sumber air baku air minum dan perikanan 
(keramba jaring apung). Berdasarkan proses terbentuknya, danau Toba 
tergolong danau vulkano-tektonik (gabungan vulkanik dengan tektonik), yaitu 
danau yang terbentuk akibat terjadinya letusan gunung berapi dan diikuti 
dengan amblasnya tanah secara tektonik. Ketika gunung berapi meletus, 
sebagian tanah dan batuan yang menutupi gunung patah dan merosot 
membentuk cekungan. Selanjutnya cekungan tersebut terisi oleh air 
membentuk danau. 

Berbagai aktivitas pemanfaatan tersebut telah menimbulkan dampak 
terhadap degradasi kualitas ekosistem danau sehingga danau Toba telah 
dimasukkan sebagai salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. 
Pemanfaatan perairan danau bagi keperluan perikanan menghendaki 
terpeliharanya kualitas dan kuantitas air. Jaminan kualitas air danau akan 
mempertahankan kelangsungan hidup jenis ikan yang ada di dalamnya. Oleh 
karena itu, pengelola perikanan sudah sepatutnya mempertahankan kualitas 
lingkungan perairan danau bagi keberlanjutan perikanan di perairan tersebut. 

Kecenderungan peningkatan unsur hara merupakan gejala degradasi 
kualitas lingkungan yang terjadi pada ekosistem danau dewasa ini. [1] 
menyatakan bahwa danau/telaga Merdada yang terletak di dataran tinggi 
Dieng Jawa Timur telah mengalami peningkatan unsur hara yang sangat 
tinggi yang menyebabkan status trofik danau tersebut sudah pada level yang 
berbahaya. Gejala yang sama juga diperoleh dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh [2] pada waduk Sutami yang terletak di Kabupaten Malang, 
Jawa Timur.  

Pada tahun 1929, dimana aktivitas manusia dalam pemanfaatan 
Danau Toba belum intensif, hasil Sunda Expedition menyatakan bahwa 
perairan danau masih termasuk perairan oligotrofik (miskin hara) dengan 
kecerahan mencapai 22 m [3]. [4] menyatakan bahwa kondisi kualitas danau 
Toba telah mengalami degradasi terutama pada lokasi danau yang banyak 
terkena pembuangan limbah dari berbagai aktivitas manusia. Mengingat 
danau Toba merupakan danau yang sangat luas dan dalam (kedalam 
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maksimum mencapai lebih dari 500 m) belum dapat diketahui secara pasti 
apakah degradasi kualitas Danau Toba terjadi secara merata di seluruh 
ekosistem danau atau masih terbatas hanya pada wilayah yang terkena 
aktivitas manusia saja. 
 
2. Masalah 
 

Tingkat kesuburan Danau Toba terus mengalami peningkatan dan 
sejak tahun 2004 di beberapa kawasan perairan danau sudah menunjukkan 
perairan mesotrofik bahkan pada beberapa lokasi yang padat penduduk serta 
adanya berbagai aktifitas manusia telah menyebabkan status trofik danau 
menjadi eutrof bahkan hypereutrof. Sama halnya dengan umumnya perairan 
danau di dunia, proses eutrofikasi akan berlangsung sesuai dengan proses 
penuaan danau, baik secara alami maupun akibat meningkatnya nutrient yang 
masuk ke danau yang bersumber dari berbagai aktivitas masyarakat dalam 
memanfaatkan danau. Dengan demikian maka penentuan status trofik dan 
kualitas air Danau Toba menjadi hal yang sangat penting sebagai dasar 
dalam merumuskan konsep pengelolaan danau yang berkelanjutan. 

 
Kondisi Kualitas Air Danau Toba 
 Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomo 1 tahun 
2009 tentang Baku Mutu Air Danau Toba, ditetapkan bahwa air  Danau Toba 
masuk ke kelas 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah 82 tahun 2001. Dari 
penelitian [5] menunjukkan hasil beberapa parameter kualitas air seperti 
tertera pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Hasil Uji Kualitas Air Danau Toba. 

 
Unit 

Baku 
Mutu* 

Center KJA Dermaga 
0m 5m 0m 5m 0m 5m 

Temperatur 
Air 

⁰C Dev. 3 26,72 26,15 27,05 26,87 26,70 26,45 

pH Air - 6 - 9 6,82 6,77 8,33 8,13 7,83 7,78 
DO mg/l > 6 6,71 6,36 3,26 3,09 5,63 5,07 
Konduktivitas µS/cm 6 168,60 165,70 171,85 171,25 169,10 169,35 
TDS mg/l 1000 104,65 104,65 107,58 107,58 105,95 105,95 
Turbiditas NTU - 0,00 0,00 0,32 0,47 0,20 0,20 
Total 
Nitrogen 

µg/l 750 39,00 36,50 319,67 337,00 111,67 132,83 

Total Fosfor µg/l 30 25,00 16,67 21,67 26,67 11,67 15,00 
Khlorofil - a µg/l 5 3,35 2,18 4,63 2,53 2,72 2,96 
Penetrasi 
cahaya 

m ≥4 4,33 3,20 3,57 

*Baku Mutu Berdasarkan PP 22/2021 Lamp. VI. Kelas 2 
 

Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan bahwa ada beberapa 
parameter kualitas air yang sudah melebihi kriteria air kelas 1, sehingga dapat 
dipastikan bahwa kualitas air Danau Toba lebih tepat masuk ke kelas 2. 
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Definisi kualitas air kelas 1 adalah air yang peruntukannya dapat digunakan 
untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, sedangkan air kelas 2 
definisinya adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air 
untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan 
mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Mengingat Danau Toba 
sudah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti wisata, budidaya ikan, 
transportasi air dan lain-lain, maka air Danau Toba lebih tepat diklasifikasikan 
sebagai mutu air kelas 2. 
 
Status Trofik Danau Toba 

Kondisi kualitas air danau dan/atau waduk diklasifikasikan 
berdasarkan eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur 
hara dalam air. Faktor pembatas sebagai penentu eutrofikasi adalah unsur 
Fosfor (P) dan Nitrogen (N). Pada umumnya rata-rata tumbuhan air 
mengandung Nitrogen dan Fosfor masing-masing 0,7% dan 0,09% dari berat 
basah. Fosfor membatasi eutrofikasi jika kadar Nitrogen lebih dari delapan kali 
kadar Fosfor, Nitrogen membatasi proses eutrofikasi jika kadarnya kurang dari 
delapan kali kadari Fosfor (UNEP-IETC/ILEC, 2001). Klorofil-a adalah pigmen 
tumbuhan hijau yang diperlukan untuk fotosintesis. Parameter Klorofil-a 
mengindikasikan kadar biomassa alga, dengan perkiraan rata-rata beratnya 
adalah 1% dari biomassa. Eutrofikasi disebabkan oleh peningkatan kadar 
unsur hara terutama parameter Nitrogen dan Fosfor pada air danau dan/atau 
waduk. Eutrofikasi diklasifikasikan dalam empat kategori status trofik yaitu : 

1. Oligotrofik adalah status trofik air danau dan/atau waduk yang 
mengandung unsur hara dengan kadar rendah, status ini menunjukkan 
kualitas air masih bersifat alamiah belum tercemar dari sumber unsur 
hara Nitrogen dan Fosfor. 

2. Mesotrofik adalah status trofik air danau dan/atau waduk yang 
mengandung unsur hara dengan kadar sedang, status ini 
menunjukkan adanya peningkatan kadar Nitrogen dan Fosfor namun 
masih dalam batas toleransi karena belum menunjukkan adanya 
indikasi pencemaran air. 

3. Eutrofik adalah status trofik air danau dan/atau waduk yang 
mengandung unsur hara dengan kadar tinggi, status ini menunjukkan 
air telah tercemar oleh peningkatan kadar Nitrogen dan Fosfor . 

4. Hipereutrof/Hipertrofik adalah status trofik air danau dan/atau waduk 
yang mengandung unsur hara dengan kadar sangat tinggi, status ini 
menunjukkan air telah tercemar berat oleh peningkatan kadar Nitrogen 
dan Fosfor. 
Adapun kriteria penentuan status trofik danau berdasarkan Permen LH 

No. 28 tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau 
dan/atau Waduk (modifikasi OECD 1982; UNEP-ILEC 2001) adalah seperti 
tertera pada Tabel 2. Dari ke 4 parameter sebagai parameter status trofik 
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tersebut, parameter Total Fosfor menjadi faktor penentu dan menjadi acuan 
utama dalam menentukan status trofik danau. 

 
Tabel 2. Kriteria Status Trofik Danau 

Status Trofik 

Kadar Rata-
rata Total 
Nitrogen 

(µg/l) 

Kadar Rata-
rata Total 

Fosfor (µg/l) 

Kadar Rata-
rata Khlorofil-

a (µg/l) 

Kecerahan 
Rata-rata (m) 

Oligotrofik ≤ 650 < 10 < 2 ≥ 10 
Mesotrofik ≤ 750 < 30 < 5 ≥ 4 
Eutrofik ≤ 1.900 < 100 < 15 ≥ 2,5 
Hipereurotrofik > 1.900 ≥ 100 ≥ 200 < 2,5 

 
Rangkuman beberapa hasil penelitian yang dilakukan di Danau Toba 

diperoleh hasil seperti tertera pada Tabel 3. Berdasarkan parameter Total 
Fosfor diperoleh nilai rata-rata sebesar 29,53 (µg/l) yang mengindikasikan 
staus trofik Danau Toba sebagai mesotrofik. 
 

Tabel 3. Nilai Parameter Penentu Status Trofik Danau Toba. 

No Hasil Penelitian 
Total 

Nitrogen 
(µg/l) 

Total 
Fosfor 
(µg/l) 

Klorofil - 
a 

(µg/l) 

Penetrasi  
Cahaya 

(m) 

1 DLHK-SU (2022) 335 23,03 3,99 4,42 

2 
Aquafarm (2015-
2022) 

324 35,2 0,44 5,34 

3 DLH-SU (2016) 145 28,63 5,5 5 

4 LIPI (2009) - 24,8 - - 

5 
Balai Riset 
Perikanan (2018) 

- 41 - - 

6 Barus (2018) 162,78 24,5 3,06 - 

7 Rata-rata  29,53   

 
Keramba Jaring Apung di Danau Toba 

Salah satu kegiatan yang paling banyak mendapat sorotan dan 
menjadi bahan perdebatan serta diskusi yang sangat intens di tengah 
masyarakat dan para ahli adalah berkaitan dengan keberadaan keramba 
jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba. Budidaya ikan dalam Keramba 
Jaring Apung di Danau Toba mempunyai sejarah panjang, berawal dari tahun 
1986 dengan adanya kebijakan pemerintah pusat berupa operasi khusus 
Maduma Sejahtera dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang tinggal di Kawasan Danau Toba. Dengan berjalannya waktu 
maka kegiatan budidaya ikan dalam KJA ini berkembang dengan pesat dan 
pada saat ini diperkirakan produksi ikan (ikan mas dan nila) dari kegiatan 
budidaya berkisar 80.000 ton/tahun yang terdiri dari kegiatan budidaya oleh 
perusahaan dan masyarakat. Budidaya ikan dalam KJA selain memberikan 
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dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, juga 

menghasilkan beban masukan nutrien yang berasal dari sisa pakan yang 

terbuang, feces serta ammonium yang berasal dari ekskresi ikan [6], sehingga 
dapat menyebabkan peningkatan status kesuburan perairan [7]. Dampak 
kegiatan budidaya ikan dalam KJA di wilayah Haranggaol pada tahun 2004 
mengakibatkan peningkatan konsentrasi ammonia dan fosfor serta penurunan 
kecerahan yang akhirnya berdampak pada kematian massal ikan.  

Di samping perikanan budidaya, kegiatan perikanan tangkap di Danau 
Toba berperan penting karena dapat berfungsi sebagai lahan bagi kehidupan 
dan penghidupan masyarakat. Danau ini dihuni oleh berbagai jenis ikan, baik 
ikan endemik dan asli maupun ikan introduksi. Jenis ikan endemik, yaitu ihan 
batak (Neolissochilus thienemanni) keberadaannya sudah hampir punah, 
organisme endemik lainnya adalah Remis Toba (Corbicula tobae). Beberapa 
jenis ikan introduksi yang ditebarkan sejak jaman penjajahan Belanda adalah 
ikan mujair (Oreochromis mossambicus) sedangkan jenis ikan introduksi 
lainnya adalah ikan Mas (Cyprinus carpio), Nila (Oreochromis niloticus), 
Tawes (Barbodes gonionotus), Lele (Clarias batrachus), Gabus (Channa 
striata), Betutu (Oxyeleotris marmorata) dan ikan bilih (Mystacoleucus 
padangensis).  

Meskipun introduksi ikan telah dilakukan sejak lama, namun produksi 
ikan hasil tangkapan masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan 
dan hasil tangkapan ikan meningkat dengan pesat dan nyata setelah 
dilakukan introduksi ikan bilih pada tahun 2003.  Introduksi ikan bilih ke 
Danau Toba dilakukan melalui proses penelitian yang cukup panjang oleh 
peneliti dari Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi 
Sumberdaya Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuan introduksi ikan bilih 
adalah untuk mengisi relung ekologis perairan yang masih kosong dan 
meningkatkan produktivitas dan produksi ikan di perairan tersebut.  
 
Ikan Invasif di Danau Toba 

Pada beberapa tahun belakangan ada ditemukan sejenis ikan baru di 
Danau Toba dan berdasarkan identifikasi taksonomi diketahui nama dari ikan 
tersebut adalah ikan Oskar atau dikenal juga sebagai red devil (Ampihilophus 
citrinellus). Ikan ini berasal dari Nikaragua dan Costa Rika, Amerika Tengah. 
Ikan A. citrinellus masuk ke Indonesia diduga melalui perairan Malaysia dan 
Singapura pada tahun 1995 di Waduk Jatiluhur. Ikan A. citrinellus adalah 
salah satu ikan invasive/introduksi yang masuk ke perairan umum Indonesia 
secara tidak sengaja terbawa bersama benih ikan lainnya pada saat ditebar. 
Berdasarkan hasil penelitian [8] ikan A. citrinellus merupakan ikan intoduksi 
yang masuk ke perairan Danau Toba pada tahun 2016. Menurut masyarakat 
setempat, ikan A. citrinellus ini merupakan ikan yang paling sering 
mendominasi hasil tangkapan jaring, jala maupun memancing. Keberadaan 
ikan predator ini tentu saja dapat mengancam keberadaan jenis ikan lainnya 
yang sudah beradaptasi dalam jangka waktu yang lama di ekosistem Danau 
Toba. 
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Upaya Pengendalian Budidaya Ikan dalam KJA 

Untuk mengendalikan kegiatan budidaya ikan dalam KJA maka 
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur 
Sumatera Utara nomor 188.44/213/KPTS/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang 
Daya Tampung Pencemaran dan Daya Dukung Danau Toba untuk Budidaya 
Perikanan, yang menetapkan bahwa daya dukung maksimum Danau Toba 
untuk budidaya perikanan adalah 10.000 ton ikan/tahun. Selain itu diterbitkan 
juga Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 
188.44/209/KPTS/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Status Trofik Danau Toba, 
yang menetapkan bahwa status trofik Danau Toba adalah Oligotrofik. Sangat 
disayangkan bahwa kedua surat keputusan ini tidak dapat diimplementasikan 
di lapangan, mengingat saat ini perkiraan produksi ikan budidaya di Danau 
Toba berada pada kisaran 80.000 ton/tahun. Selanjutnya dari berbagai hasil 
penelitian yang sudah diutarakan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa status 
trofik Danau Toba tidak lagi dapat dipertahankan pada status Oligotrofik, 
tetapi sudah meningkat menjadi Mesotrofik. Penetapan daya dukung 
maksimum sebesar 10.000 ton/tahun ini sepertinya tidak memperhitungkan 
aspek sosial ekonomi terhadap masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 
budidaya ikan di Danau Toba. Berdasarkan perhitungan, maka nilai ekonomi 
keberadaan KJA di Danau Toba dengan produksi saat ini mencapai 80.000 
ton/tahun, berkisar Rp 3,4 T. Nilai sebesar ini tentu berdampak positif bagi 
peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerintah, sehingga apabila produksi 
ikan budidaya dibatasi pada angka 10.000 ton/tahun, maka akan berpengaruh 
secara signifikan terhadap aspek perekonomian masyarakat sekitar. 

Dari hasil kaji ulang dan perhitungan yang dilakukan Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (DLHK) provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 
diperoleh daya dukung Danau Toba untuk budidaya ikan adalah sebesar 
60.000 ton/tahun. Apabila hasil perhitungan ini dapat disepakati untuk 
diimplementasikan, maka tentu harus dengan konsep pengelolaan dan 
penataan yang jelas dengan menerapkan konsep budidaya ikan yang 
berkelanjutan serta adanya komitmen bersama untuk menjaga kelestarian 
Danau Toba. 
 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
 Mengingat fungsi ekosistem Danau Toba yang sangat beranekaragam, 
maka diperlukan suatu strategi pengelolaan yang efisien agar kelestarian 
ekosistem Danau Toba dapat tetap dipertahankan sejalan dengan 
pemanfaatan yang dilakukan untuk berbagai kepentingan. Satu hal yang 
harus disadari adalah bahwa pengelolaan ekosistem Danau Toba tidak bisa 
dilakukan oleh satu pihak tertentu saja, melainkan sinergi dari upaya terpadu 
oleh berbagai pihak baik dari instansi pemerintah, ilmuwan, investor serta 
didukung oleh peran serta yang aktif dari masyarakat/LSM. Upaya 
pengelolaan tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem danau, 
namun juga untuk mengarahkan berbagai pemanfaatan potensi sumber daya 
alam yang ada secara efektif dan efisien dengan memperhatikan daya dukung 
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ekosistem Danau Toba. Danau Toba juga merupakan salah satu dari 15 
danau prioritas yang perlu ditangani dengan segera karena sifat keunikan 
perairan dan adanya ancaman terhadap kualitasnya. Untuk itu, langkah-
langkah pengelolaan ekosistem danau dan upaya untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi ekonomis dan 
ekologis danau bagi keberlangsungan keseimbangan lingkungan perlu 
dilakukan. 
 

4. Strategi Pemecahan Masalah 
 

Danau Toba merupakan perairan yang sangat potensial bagi 
pengembangan budidaya ikan, khususnya budidaya ikan dalam karamba 
jaring apung (KJA). Kegiatan budidaya ikan sistem KJA di Danau Toba telah 
dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1986, namun perkembangan KJA 
dengan pesat terjadi sejak tahun 1998 melalui budi daya jaring apung intensif 
berkepadatan ikan yang tinggi. Pada tahun 2006 Jumlah KJA yang beroperasi 
di perairan Danau Toba terdata sebanyak 5.233 unit. Kemudian survey yang 
dilakukan Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2008, didapatkan 
bahwa KJA yang beroperasi di perairan Danau Toba sebanyak 7.012 unit, 
yang terdiri dari KJA milik PT. Aquafarm Nusantara sebanyak 1.780 unit dan 
KJA milik masyarakat sebanyak 5.232 unit. Data pada tahun 2020 diperoleh 
jumlah KJA keseluruhan adalah sebanyak 11.176 KJA dengan total produksi 
ikan 80.941 ton/tahun. Pemanfaatan areal Danau sebagai kawasan 
pembudidayaan ikan, sarana wisata dan kepentingan pemanfaatan lainnya 
belum ditata secara baik berdasarkan hasil kajian yang memadai, oleh karena 
itu diperlukan penetapan zonasi pemanfaatan Danau Toba agar fungsi 
ekonomis dan ekologis danau bagi keseimbangan lingkungan dapat terjaga. 
Pemanfaatan Danau Toba sebagai tempat budidaya ikan sistem jaring apung 
merupakan salah satu pemanfaatan perairan Danau Toba bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.  

Daerah pemijahan dan asuhan ikan bilih yang selama ini terdapat di 
kawasan sungai Sipangolu di Bakara, Sungai Sipiso-piso di Tongging, Sungai 
Sisodang di Tomok dan Sungai Naborsahan di Ajibata serta sungai-sungai 
kecil di Pulau Samosir perlu dilindungi dari gangguan dan praktek 
penangkapan ikan dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi. 

Kegiatan eksploitasi sumberdaya ikan di Danau Toba, masih terdapat 
cara penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan yang tidak 
ramah lingkungan yang dapat merusak sumberdaya ikan dan habitatnya. 
Jenis ikan endemik, yaitu ihan Batak sebagai ikan adat dan yang sekarang 
populasinya sudah sangat langka dan terancam punah perlu direhabilitasi 
melalui upaya restocking atau perbaikan habitatnya. 
 

5. Rencana Tindak Lanjut 
 
Dalam Upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba yang meliputi 
keanekaragaman hayati dan kualitas air danau, maka perlu dipertimbangkan 
beberapa hal sebagai berikut : 
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 Pengendalian spesies asing invasif 

Edukasi masyarakat, penyisiran/sortir benih ikan asing untuk KJA, 
pemanenan/removal ikan asing, peraturan dan penegakan hukum 
yang jelas dan tegas serta mencegah penyebaran spesies invasif 
sejak dini 

 Konservasi in-situ/ex-situ dan restocking 

Perlindungan ikan-ikan asli di habitatnya, pengembangan balai 
pembenihan ikan asli di sekitar Danau Toba dan restocking secara 
berkala 

 Pengendalian budidaya ikan dalam keramba (KJA) 
- Penempatan KJA sesuai zonasi yang ditetapkan (berada pada 

kedalaman danau 30 – 100 m, dengan kedalaman air minimal 50 
m, sesuai PERPRES 81/2014) 

- Jarak antar unit KJA minimal 50 m 
- Menggunakan KJA yang ramah lingkungan 
- Penggunaan pelet yang terkendali 
- Pemanfaatan limbah KJA melalui restocking ikan bilih 

(Mystacoleucus padangensis) 

 Rehabilitasi habitat dan pengendalian pencemaran 
Pemulihan habitat pemijahan dan asuhan yang rusak, pengaturan 
zonasi pemanfaatan dan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah 
(IPAL) untuk mengolah limbah dari perhotelan dan domestik 

 Science and education center di Danau Toba 

Mengembangkan pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan terkait 
lingkungan dan perikanan Danau Toba untuk generasi muda 

 Program penelitian dan monitoring 
Perguruan tinggi menjadi center of excellent, dalam mengembangkan 
program penelitian dan pemantauan didukung oleh instansi 
pemerintah dan stakeholder terkait. 

 
6. Kesimpulan dan Saran 
 

 Pengembangan berbagai kegiatan ekonomi di sekitar danau Toba 
seyogianya saling bersinergi untuk mendukung terwujudnya Danau 
Toba sebagai destinasi pariwisata Super Prioritas;  

 Penerapan prinsip good aquaculture practices mutlak perlu difahami 

dan dilakukan baik oleh pelaku masyarakat maupun perusahaan; 

 Pengembangan teknologi budidaya ramah lingkungan, modern dan 
memiliki produktifitas lebih baik harus diterapkan; 

 Perlu dibangun cluster ekonomi yang berbasis eco-tourism dan aqua-
tourism yang membuat keserasian antara wisata dengan kegiatan 

ekonomi lainnya termasuk akuakultur; 
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1 Latar Belakang  
 
Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama bagi negara di 
dunia, terutama dalam konteks globalisasi yang membawa dampak dan 
tantangan baru. Era globalisasi tela membawa perubahan yang signifikan 
dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, politik dan 
budaya. Namun, dampak positif globalisasi juga seringkali datang dengan 
dampal negatif, termasuk dengan masalah lingkungan yang semakin 
kompleks(Hira P. Jhamtani 2002). Salah satu tantangan utama yang di hadapi 
oleh negara-negara dalam mengembangkan pembangunan berkelanjutan 
adalah pengolahan limbah, terutama dalam kota-kota besar yang mengalami 
pertumbuhan pesat seperti medan. Masalah limbah di medan dapat memiliki 
dampak yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia dalam era 
globalisasi. Pada tahun 2023, Medan menghasilkan lebih kurang 2.000 ton 
sampah setiap hari dan sekitar 800 ton sisanya rawan tidak tertangani.(Nikson 
Sinaga 2023) Limbah industri dan sampah yang tidak terkelola dengan baik 
dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat, 
serta menggangu keberlanjutan pembangunan pembangunan. Oleh karena 
itu, pengolahan limbah yang berkelnjutan dan ramah lingkungan sangat 
penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia (Septi Dwi 
Cahyani et al. 2017). Integrasi ilmu fisika dalam pengolahan limbah dapat 
membantu dalam memahami karakteristik fisika dan kimia limbah tersebut, 
serta mengembangkan teknologi untuk pengolahan limbah yang ramah 
lingkungan. Selain itu fisika juga dapat membantu dalam pengembangan 
teknologi energi terbarukan, pengembangan transportasi berkelnajutan, dan 
pengurangan emisi karbon di industri. Integrasi ilmu fisika dalam 
pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia dapat membantu 
menciptakan teknologi-teknologi baru yang ramah lingkungan dan 
berkelanjutan. 

 
2. Masalah 

 
Limbah lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pembangunan di Indonesia. Limbah industri dan sampah yang tidak terkelola 
dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan 
masyarakat, serta mengganggu keberlanjutan pembangunan. Pemerintah 
Indonesia berkomitmen untuk kelestarian alam dengan menurunkan emisi gas 
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rumah kaca atau emisi karbon yang ada di Indonesia. Ternyata industri 
sebagai penyumbang emisi karbon yang cukup besar. Emisi karbon yangn 
besar berdampak langsung pula kepada lingkungan dan lingkungan 
berdampak langsung pula kepada Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk hidup 
manusia. Masalah lingkungan berupa limbah pabrik inilah menjadi persoalan 
manusia baik lokal maupun global. (Asasi et al. 2021) 

Medan menghadapi masalah serius terkait limbah, termasuk limbah 
rumah tangga, limbah industri, dan limbah medis. Tingginya produksi limbah 
dan kurangnya infrastruktur pengolahan yanng memadai telah menyebabkan 
limbah menumpuk di berbagai tempat, temasuk sungai, lahan kosong, dan 
area perkotaan. Akibatnya, lingkungan menjadi tercemar, kesehatan 
masyarakat tercancam, dan citra kota serta negara dalam kancah global 
dapat terpengaruhi.  

 
3. Pemikiran Pemecahan Masalah 

 
Untuk mengatasi masalah limbah di Indonesia terutama masalah 

limbah di medan dan dampaknya terhadap pembangunan Indonesia dalam 
era globalisasi, integrasi ilmu fisika dapat menjadi panduan. Berikut adalah 
beberapa pemikiran pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan 
mengintegrasi ilmu fisika yang dapat diimplementasikan : 

  
3.1 Analisis Dampak Lingkungan dengan Pendekatan Fisika 

Analisis dampak lingkungan dengan pendekatan fisika melibatkan 
penerapan prinsip-prinsip fisika untuk memahami bagaiman limbah 
berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini membantu 
mengidentifikasi konsekuensi dari limbah terhadap ekosistem, tanah, air, 
udara, serta dampak terhadap kesehatan manusia. Berikut adalah 
beberapa cara dimana pendekatan ini dapat diterapkan: 

3.1.1 Pergerakan Partikel: Prinsip fisika yang mengatur pergerakan 
partikel dapat digunakan untuk memodelkan bagaimana limbah 
tersebar di lingkungan. Pertama-tama, mari kita tinjau konsep dasar 
pergerakan partikel. Dalam fisika, pergerakan partikel diatur oleh 
hukum-hukum seperti hukum gerak Newton, yang menjelaskan 
bagaimana benda bergerak dalam respons terhadap gaya yang 
pada mereka. Prinsip-prinsip ini juga dapat diterapkan pada 
pergerakan partikel limbah, Misalnya, di sebuah lahan pembuangan 
limbah ketika limbah dilepaskan ke lahan tersebut partikel-partikel 
dalam  limbah akan bergerak secara alami berdasarkan gaya-gaya 
fisika yang mempengaruhi mereka. Faktor- faktor seperti gravitasi, 
angin, dan aliran air akan mempengaruhi bagaimana partikel-
partikel ini berpindah. Penerapan prinsip pergerakan partikel dalam 
analisis dampak lingkungan sangat relevan dalam hal 
mengindentifikasi zona-zona yang berpotensi terkontaminasi oleh 
limbah. Misalnya, jika lahan pembuangan limbah berada di dekat 
sungai, prinsip fisika yang mengatur aliran air  akan mempengaruhi 
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cara partikel-partikel limbah bergerak bersama aliran air. Yang 
dapat menyebabkan kontaminasi air yang membahayakan 
ekosistem air. Selain itu, pemahaman tentang pergerakan partikel 
juga dapat membantu dalam merencanakan solusi pengolahan 
limbah yang lebih efektif. Misalnya, dengan memahami bagaimana 
partikel-partikel limbah bergerak di udara, kita dapat merancang 
filter atau alat pengendali polusi yang lebih baik untuk mengurangi 
pencemaran udara oleh partikel-partikel limbah. Dalam pendekatan 
pengolahan limbah, pemodelan ini dapat digunakan untuk 
meramalkan bagaimana limbah akan menyebar dalam jangka waktu 
tertentu. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi daerah-
daerah yang un gkin terkenadampak limbah dan merencanakan 
tindak pencegahan atau penanganan lebih lanjut. Hal Ini penting 
dilakukan karna dalam merencankan tindakan pengolahan limbah 
yang tepat dan efektif akan melindungi ekosistem dan kesehatan 
manusia dari dampak negarif limbah. 
 

3.1.2 Aliran Fluida: Ilmu fisika yang berkaitan dengan aliran fluida dapat 
membantu memahami bagaimana limbah cair dapat merembes ke 
dalam tanah atau masuk ke dalam sumber air. Prinsip-prinsip ini 
dapat diterapkan pada aliran fluida dalam tanah, misalnya saat 
limbah cair dilepaskan ke dalam tanah, prinsip ini akan 
mempengaruhi bagaimana limbah cair menyebar dalam tanah. 
Faktor-faktor seperti porositas tanah, tekanan hidrostatik, dan 
perbedaan tekanan antara dalam dan luar tanah akan memengaruhi 
arah dan kecepatan aliran limbah cair. Memahami pola aliran ini 
penting dlam mengindentifikasi zona-zona yang terkontaminasi dan 
merencanakan tindakan mitigasi. Prinsip fisika aliran fluida ini juga 
berlaku ketika limbah cair masuk ke dalam sumber air seperti 
sungai atau danau. aliran air akan membawa limbah cair dengan 
arah yang di tentukan oleh kecepatan aliran, topografi sungai, dan 
sifat fluida limbah. Ini dapatmempengaruhi sejauh mana 
pencemaran dapat menyebar dan berdampak pada ekosistem air. 
Pemahaman tentang aliran fluida dapat membantu dalam 
merancang sistem pengendalian daan pemisahan limbah cair yang 
efektif. Misalnya, dalam instalasi pengolahan limbah cair, prinsip 
fisika ini dapat diterapkan untuk memisahkan berbagai komponen 
limbah berdasarkan berat atau densitasnya. Dalam merencanakan 
pengolahan limbah cair yang aman dan ramah lingkungan, prinsip 
aliran fluida dapat digunakan untuk merancang jalur perpipaan, 
tangki penyimpanan, dan sistem distribusi yang optimal. Ini 
meminimalkan risiko tumpahan dan kontaminasi lingkungan. 
Pemodelan aliran fluida dalam lingkunngan juga dapat digunakan 
untuk melakukan simulasi dampak dari limbah cair. Dengan 
menggunakan perangkat lunak simulasi, kita dapat memprediksi 
bagaimana limbah cair akan bergerak dan menyebar dalam 
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lingkungan, memungkinkan perencanaan pengolahan limbah yangn 
lebih baik. Pendekatan ini membantu kita dalam memastikan bahwa 
limbah cair dikelola dengan benar, tidak membahayakan ekosistem. 
Dalam menghadapi kompleksitas masalah pengolahan limbah cair 
di era globalisasi, penerapan prinsip lairan fluida memberikan 
kontribusi yang signifikan dalam pembangunan berkelanjutan yang 
seimbanng antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. 
 

3.1.3 Difusi dan Dispersion: Konsep difusi fisika dapat digunakan untuk 
memahami bagaimana bahan-bahan kimia beracun dari limbah 
dapat menyebar dan tersebar dalam lingkungan. Difusi adalah 
konsep fenomena fisika di mana partikel-partikel dari daerah 
dengan konsentrasi tinggi cenderung bergerak ke daerah dengan 
konsentrasi rendah. Dalam konteks limbah, ini berarti bahwa bahan 
kimia beracun yang  ada dalam limbah akan bergerak dari area 
dimana konsentrasinya tinggi ke area dimana konsentrasinya lebih 
rendah. Proses difusi terjadi secara alami dan dipengaruhi oleh 
perbedaan konsentrasi dan perbedaan tekanan. Difusi fisika dapat 
membantu kita memahami pola dispersi bahan kimia beracun dalam 
lingkunngan. Misalnya jika limbah beracun dilepaskan ke dalam air 
atau tanah, bahan kimia tersebut akan mulai menyebar keluar dari 
sumber limbah dalam pola yang tergantung pada konsentrasi awal, 
sifat bahan kimia, dan sifat fisika lingkungan. Dengan memahami 
pola difusi dan dispersi, kita dapat mengidentifikasi zona-zona yang 
berisiko tinggi. Zona-zona ini adalah area disekitar sumber limbah 
dimana konsentrasi bahan kimia beracun mungkin akan lebih tinggi 
daripada area lain. Ini dapat membantu dalam merencanakan 
tidakan mitigasi yanng lebih fokus dan efektif. Melalui pemodelan 
matematika dan simulasi komputer, kita dapat memprediksi pola 
dispersi bahan kimia beracun dalam berbagai skenario lingkungan. 
Ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana limbah akan 
menyebar dalam jangka waktu tertentu dan membantu dalam 
mengambil tindakan yang sesuai. Dengan memahami zona-zona 
berisiko tinggi, langkah-langkah pengolahan limbah dan 
penanganan risiko dapat diarahkan secara efektif. Ini dapat 
melibarkan tindakan seperti pembatasan akses, pengambilan 
sampel dan analisis lebih lanjut, serta perencanaan pemantauan 
yang intensif.  
 

3.1.4 Efek Panas dan perubahan Fase: Ilmu fisika tentang efek panas 
dan perubahan fase dapat digukan untuk menganalisis bagaimana 
limbah yang mengandung bahan berbahaya dapat merembes ke 
dalam tanah dan air akibat perubahan suhu. Efek panas adalah 
perubahan energi yang terjadi ketika suatu zat memperoleh atau 
kehilangan panas. Ketika suatu zat berubah fase, seperti dari padat 
padat mencair cair arau cair menjadi gas, yang dipengaruhi oleh 
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efek panas lingkungan. Dalam konteks limbah, efek panas dan 
perubahan fase dapat terjadi ketika limbah yang mengandung 
bahan berbahaya masuk ke dalam tanah atau air dan berinteraksi 
dengan suhu lingkungan. Ketika limbah yang mengandung bahan 
berbahaya masuk ke dalam tanah atau air dan mengalami 
perubahan fase, seperti pemanasan atau pendingginan, efek panas 
dan perubahan fase ini dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. 
Misalnya, limbah yang panas dapat menyebabkan perubahan suhu 
tanah atau air di sekitarnya. Dengan memahami efek paas dan 
perubahan fase, kita dapat mengidentifikasi risiko pencemaran 
termal yang mungkin terjadi. Pemanasan atau pendinginan tiba-tiba 
akibat pelepasan limbah berbahaya dapat mengakibatkan stres 
termal pada organisme hidup. Mengganggu keseimbangnan 
ekosistem, dan mengurangi kualitas air atau tanah. Dalam 
pemodelan lingkungan, kita dapat menggunkan prinsip fisika 
tentang efek panas dan perubahan fase untuk merancang model 
simulasi. Dengan memasukkan parameter seperti suhu limbah, 
suhu lingkungan, dan waktu, dan kita dapat melihat perubahan suhu 
dan fase limbah yang memengaruhi lingkungan sekitarnya. Dengan 
mempertimbangkan efek panas dan perubahan fase dalam analisis 
dampak lingkungan dari limbah, kita dapat meindungi ekosistem 
dan kesehatan manusia dan resiko pencemaran termal yang 
mungkin timbul. Ini penting dalam perencanaan pengolahan limbah 
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta dalam menjaga 
keseimbangnan lingkungan dlam menghadapi tantangan 
pembangunan di era globalisasi. 
 

3.1.5 Interaksi Cahaya dengan Bahan: Ilmu fisika optik dapat digunakan 
digunakan untuk menganalisis bagaimana limbah yang 
mengandung bahan beracun dapat berinteraksi dengan cahaya 
matahari. Ilmu fisika optik mempelajari bagaimana cahaya 
berinteraksi dengan bahan, termasuk bagaimana cahaya dapat 
diserap, dipantulkan, atau dihamburkan oleh bahan tersebut. Ini 
berarti limbah yanng mengandung bahan beracun akan berinteraksi 
dengan cahaya matahari ketika terpapar sinar matahari di 
lingkungan. Ketika limbahmengandung bahan beracun terkena sinar 
matahari, interaksi antara cahaya dan bahan dapat mennghasilkan 
radiasi ultraviolet (UV) atau radiasi berpanjang gelombang lainnya. 
Radiasi ini memiliki potensi untuk merusak lingkungan dan 
kesehatan manusia jika tidak di kelola dengan baik. Memahami 
potensi radiasi dari limbah yang terkena sinar matahari penting 
dalam menganalisis dampak terhadap lingkungan. Radiasi dapat 
merusak organisme hidup dan menyebabkan perubahan kimia 
dalam bahan yang dapat menghasilkan senyawa berbahaya baru. 
Misalnya, radiasi UV dapat merusak DNA organisme hidup dan 
menyebabkan kerusakan genetik. Penerapan ilmu fisika optik juga 
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dapat digunanakn dalan kampaye penyuluhan dan edukasi tentang 
potensi radiasi dan dampaknya terhadap lingkungan. Masyarakat 
dapat diberikan informasi tentang cara mengurangi paparan sinar 
matahari pada limbah berbahaya untuk mencegah dampak negatif. 
 

3.1.6 Efek Polusi Udara: Limbah dapat berkontribusi pada emisi gas 
berbahaya dan partikel ke udara ketika limbah terbakar atau 
mengalami reaksi kimia dalam lingkungan. Prinsip-prinsip fisika 
dalam polusi udara memahami bagaimana partikel dan gas dapat 
terbentuk, berpindah, dan tersebar dalam udara. Prinsip fisika 
tentang ventilasi dan perpindahan udara dapat membantu dalam 
memahami bagaimana udara terdistribbusi di sekitar sumber 
limbah. Mengukur sejauh mana limbah dapat menyebar dan 
mempengaruhi kualitas udara di berbagai lokasi. Partikel 
schwebeteilchen dan gas seperti sulfur dioksida , nitrogen 

dioksida , karbon monoksida , dan ozon , adalah 

beberapa contoh polutan udara yang dapat dihasilkan oleh limbah. 
Prinsip fisika membantu dalam memahami bagaimana polutan ini 
bergerak, berdifusi, dan berinteraksi di udara. Dengan 
menggunakan model matematika dan simulasi komputer yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip fisika, kita dapat meramalkan 
sejauh mana limbah dapat meramalkan sejauh mana limbah dapat 
berkontribusi pada polusi udara. Ini membantu dalam 
mengidentifikasi area-area yang mungkin terkena dampak polusi 
udara akibat limbah. Prinsip-prinsip fisika juga diterapkan dalam 
instrumen pengukuran kualitas udara, seperti alat pengukur partikel 
PM2,5 atau PM10. Pengukuran ini membantu dalam mengukur 
tingkat polusi udara dan mengidentifikasi jenis polutan yang ada 
dalam udara. 
 

3.1.7 Perubahan Kimia dalam Lingkungan: Ilmu fisika juga dapat 
digunakan untuk memahami perubahan kimia yang terjadi saat 
limbah berinteraksi dengan lingkungan. Ini penting untuk 
mengidentifikasi potensi reaksi kimia yang dapat menghasilkan 
senyawa berbahaya baru. Ketika limbah berinteraksi dengan 
lingkungan, reaksi kimia dapat terjadi akibat paparan suhu, cahaya 
matahari, atau bahan kimia lainnya. Prinsip-prinsip fisika dalam 
reaksi kimia membantu dalam memahami bagaimana reaksi ini 
dapat mempengaruhi bahan limbah dan lingkungan sekitarnya. 
Pemahaman tentang ilmu fisika memungkinkan kita untuk 
mengidentifikasi potensi reaksi kimia yang menghasilkan senyawa 
baru yangn lebih beracun atau berbahaya dapat terbentuk. Dengan 
memahami potensi reaksi kimia yang terjadi, tindakan pengendalian 
dapat diambil untuk mencegah pembentukan senyawa berbahaya. 
Ini bisa termasuk pengendalian suhu, pemantauan kondisi 
lingkungan, atau penggunaan bahan tambahan yang menghambat 
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reaksi berbahaya. Dengan mempertimbangkan potensi reaksi kimia, 
rencana pengelolahan limbah dapat dirancang untuk mencegah 
atau mengurangi dampak negatif. Langkah-langkah seperti 
pemisahan limbah atau perlakuan khusus dapat diambil untuk 
menghindari reaksi berbahaya. Melalui pemahaman tentang 
perubahan kimia yang terjadi saat limbah berinteraksi dengan 
lingkungan, kita dapat mengidentifikasi potensi risiko dan 
mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperluakan. Hal ini 
penting dalam menjaga lingkungan tetap aman dan berkelanjutan 
dari dampak limbah yang mungkin merugikan. 
 

3.1.8 Model Simulasi: Dengan menggunakan konsep fisika dalam 
pembuatan model simulasi berperan krusial dalam meramalkan 
perilaku limbah dalam berbagai masalah lingkungan. Model simulasi 
yang didasarkan pada konsep fisika dapat digunakan untuk 
meramalkan bagaimana limbah akan bergerak dalam lingkungan. 
Misalnya,dalam kasus limbah cair, gradien tanah, sifat fluida limbah 
akan memengaruhi pergerakan limbah. Dengan memasukkan 
parameter seperti sifat fisika limbah, kondisi lingkungan, dan faktor 
meteorologi model simulasi dapat memprediksi bagaimana 
pencemaran dalam waktu  tertentu. Ini membantu mengidentifikasi 
area yang mungkin terkena dampak dan memandu tindakan 
mitigasi. Model simulasi memungkinkan kita untuk menganalisis 
dampak potensial dari limbah pada lingkungan. Misalnya, kita dapat 
memprediksi bagaimana limbah beracun akan berinteraksi dengan 
organisme hidup atau ekosistem dan merusak keseimbangan 
ekologi. Konsep fisika dalam model simulasi membantu dalam 
merancang sistem pengolahan limbah yang optimal. Misalnya, kita 
dapat merancang sistem perpipaan, atau area pembuangan yang 
mempertimbangkan pergerakan alami limbah dalam lingkungan. 
Dengan memprediksi bagaimana limbah akan berperilaku melalui 
model simulasi, pengolahan limbah dapat menghemat biaya dan 
waktu dalam perencanaan dan implementasi tindakan pengolahan 
yang tepat. 
 

3.1.9 Keterhubungan Dampak Lingkungan: Pendekatan fisika dalam 
analisis dampak lingkungan memungkinkan kita untukmemahami 
bagaimana dampak lingkungan dari limbah dapat saling berinteraksi 
dan memberikan aspek ekosistem. Penerapan fisika dalam anilisis 
dampak lingkungan membantu kita memahami bagaimana interaksi 
antara air, daratan, dan udara dapat mempengaruhi berbagai 
komponen ekosistem. Misalnya, pencemaran air oleh limbah cair 
dapat merembes ke dalam tanah dan mencemari akuifer yang pada 
gilirannya dapat mempengaruhi sumber air dan mengubah kualitas 
air yang digunakan oleh organisme dan manusia. Selain itu, partikel 
dan zat berbahaya yang terbawa oleh udara dapat jatuh ke 
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permukaan tanah dan air, mempengaruhi kualitas lingkungan 
lainnya. Keterhubungan dampak lingan juga dapat mempengaruhi 
kesehatan manusia. Misalnya, limbah yang mencemari air dapat 
mempengaruhi kualitas air minum dan memicu pola penyebaran air 
yang terkontaminasi. Selain itu, partikel berbahaya dalam udara 
dapat mengakibatkan masalah pernapasan pada manusia. Interaksi 
anata dampak lingkungan dari limbah juga dapat memiliki dampak 
pada keanekaragaman hayati. Pencemaran air atau tanah dapat 
merusak habitat dan mengurangi ketersediaan sumber daya bagi 
makhluk hidup. Pencemaran udara juga dapat mengganggu siklus 
makanan dan habitat, mengancam kelangsungan hidup banyak 
spesies. Pencemaran udara dapat mempengaruhi pola cuaca dan 
iklim secara kseluruhan. Partikel berbahaya dalam udara dapat 
mempengaruhi sifat radiasi matahari yang mencapai permukaan 
bumi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pola curah hujan, 
suhu, dan iklim. Dengan memahami keterhubungan dampak 
lingkungan, kita dapat lebih mendalam dalam menganalisis 
konsekuensi dari limbah terhadap lingkungan secara menyeluruh. 
Ini membantu kita untuk merencanakan tindakan pengolahan 
limbah yang lebih holistik, mengurangi dampak negatif yang terjadi 
dalam berbagai aspek ekosistem dan melindungi lingkungan serta 
keanekaragaman hayati. 
 

4. Strategi Pemecahan Masalah 
 
Masalah limbah di Medan dapat diatasi dengan strategi pemecahan masalah 
yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan 
perusahaan. Berikut adalah. untuk mengatasi masalah limbah di Medan dan 
dampaknya terhadap pembangunan Indonesia dalam era globalisasi dengan 
integrasi ilmu fisika: 
4.1 Analisis Dampak Lingkungan Berbasis Fisika: 

 Menggunakan prinsip fisika untuk memahami bagaimana limbah 
tersebar dalam lingkungan. 

 Melalui konsep pergerakan partikel, aliran fluida, dan dispersi, kita 
dapat memprediksi pola penyebaran limbah dan identifikasi area yang 
terdampak. 

4.2 Pengembangan Teknologi Pengolahan Limbah Berbasis Fisika: 

 Merancang teknologi pengelolaan limbah yang memanfaatkan prinsip-
prinsip fisika. 

 Contohnya, memisahkan limbah dengan menggunakan pemisahan 
fisika seperti filtrasi atau sentrifugasi untuk mengurangi pencemaran. 

4.3 Sensor dan Pemantauan Kualitas Lingkungan: 

 Memasang sensor fisika di titik-titik strategis untuk mengamati 
parameter kualitas air, udara, dan tanah. 

 Data yang dihasilkan akan memberikan gambaran yang lebih akurat 
tentang dampak limbah terhadap lingkungan. 
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4.4 Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: 

 Mengintegrasikan pengetahuan fisika dalam kampanye edukasi 
kepada masyarakat. 

 Dengan memahami dampak fisika limbah, masyarakat lebih cenderung 
mendukung upaya pengelolaan limbah yang lebih baik. 

4.5 Inovasi Teknologi Sensor dan Pemantauan: 

 Mendorong inovasi dalam pengembangan sensor yang lebih canggih 
dan sensitif. 

 Konsep fisika optik dan elektromagnetik dapat diterapkan untuk 
meningkatkan sensitivitas dan ketepatan sensor. 

4.6 Kolaborasi Lintas Disiplin: 

 Menciptakan forum kolaborasi antara ilmuwan fisika, ahli lingkungan, 
pemerintah, dan industri. 

 Melalui kerjasama, solusi yang holistik dan terintegrasi dapat 
dihasilkan. 

4.7 Riset dan Pengembangan Berkelanjutan: 

 Mendukung penelitian ilmu fisika terapan yang berfokus pada 
pengelolaan limbah. 

 Riset berkelanjutan akan menghasilkan teknologi dan strategi yang 
lebih efektif dan efisien. 

4.8 Regulasi dan Insentif: 

 Mengintegrasikan konsep fisika dalam pengembangan regulasi dan 
standar limbah. 

 Memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan solusi 
berbasis fisika dalam pengelolaan limbah. 

4.9 Infrastruktur Pengelolaan Limbah: 

 Mengembangkan fasilitas pengelolaan limbah yang mengaplikasikan 
prinsip-prinsip fisika. 

 Fasilitas yang canggih akan membantu mengolah limbah secara lebih 
efektif dan aman. 

4.10 Kampanye Global dan Kerjasama Internasional: 

 Melibatkan diri dalam kampanye global dan kerjasama internasional 
terkait pengelolaan limbah. 

 Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan negara-negara lain 
dalam upaya mengatasi masalah limbah secara bersama-sama. 

Dengan mengikuti strategi ini, Indonesia dapat mencapai tujuan pengelolaan 
limbah yang lebih berkelanjutan dan efektif. Integrasi ilmu fisika membawa 
pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku limbah dan dampaknya, 
sehingga solusi yang dihasilkan lebih ilmiah dan efisien dalam mengatasi 
masalah limbah dan mendukung pembangunan berkelanjutan dalam era 
globalisasi. 
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5 Rencana Tindak lanjut 

 
Berikut adalah beberapa rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi masalah limbah di Medan dan dampaknya terhadap pembangunan 
Indonesia dalam era globalisasi integrasi ilmu fisika: 
5.1 Pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Limbah Berbasis Fisika: 

 Membangun pusat penelitian yang mengkhususkan diri dalam 
pengembangan solusi pengelolaan limbah berdasarkan prinsip-prinsip 
fisika. 

 Memfasilitasi penelitian, uji coba, dan pengembangan teknologi baru 
untuk mengatasi masalah limbah. 

5.2 Pengintegrasian Ilmu Fisika dalam Kurikulum Pendidikan: 

 Mengembangkan materi pembelajaran yang mengintegrasikan konsep 
fisika dalam pengajaran lingkungan dan pengelolaan limbah. 

 Mendorong mahasiswa untuk memahami dampak fisika dari limbah 
dan berpartisipasi dalam penemuan solusi. 

5.3 Implementasi Teknologi Sensor dan Pemantauan: 

 Menerapkan teknologi sensor dan pemantauan di fasilitas pengolahan 
limbah serta area rawan pencemaran. 

 Memastikan data yang diperoleh digunakan untuk pengambilan 
keputusan yang cepat dan tepat. 

5.4 Kemitraan dengan Sektor Swasta: 

 Membentuk kemitraan dengan perusahaan teknologi dan industri yang 
memiliki keahlian dalam teknologi sensor dan pemantauan. 

 Bersama-sama mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi 
masalah limbah. 

5.5 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: 

 Mengadakan pelatihan bagi petugas pengelola limbah dan tenaga 
kerja terkait tentang implementasi teknologi berbasis fisika. 

 Meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami dan mengelola 
dampak limbah. 

5.6 Penegakan Regulasi dan Sertifikasi: 

 Menguatkan penegakan regulasi terkait pengelolaan limbah yang 
berbasis fisika. 

 Menerapkan program sertifikasi bagi perusahaan yang menerapkan 
solusi pengelolaan limbah yang sesuai. 

5.7 Pengembangan Model Simulasi dan Prediksi: 

 Membangun model simulasi berbasis fisika untuk memprediksi 
penyebaran dan dampak limbah di lingkungan. 

 Menggunakan model ini untuk merencanakan strategi pengelolaan 
limbah yang lebih efektif. 

5.8 Kampanye Kesadaran Masyarakat: 

 Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai 
pentingnya pengelolaan limbah berdasarkan prinsip fisika. 

 Memberikan informasi yang dapat dipahami masyarakat secara umum. 
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5.9 Penelitian Bersama Lintas Disiplin: 

 Mendorong penelitian lintas disiplin yang melibatkan ilmu fisika, biologi, 
kimia, dan lingkungan. 

 Menyatukan keahlian dari berbagai bidang untuk mengatasi masalah 
limbah secara komprehensif. 

5.10 Evaluasi dan Pembaruan Berkelanjutan: 

 Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi strategi dan 
teknologi yang digunakan. 

 Mengadopsi perubahan berdasarkan temuan dan kemajuan ilmu fisika 
dalam pengelolaan limbah. 

Dengan mengikuti rencana tindak lanjut ini, diharapkan Indonesia dapat 
mengatasi masalah limbah di Medan dan meraih pembangunan yang 
berkelanjutan dalam era globalisasi. Integrasi ilmu fisika dalam langkah-
langkah ini akan memberikan pijakan yang kuat untuk solusi yang lebih efektif 
dan berbasis bukti ilmiah. 

 
6 Kesimpulan 

 
Dalam era globalisasi, masalah limbah di Medan memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Integrasi 
ilmu fisika menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini secara efektif. Dalam 
upaya mengelola limbah dan meminimalkan dampak negatifnya, beberapa 
poin yang dapat di paparkan: 

 Integrasi Ilmu Fisika dalam Pengelolaan Limbah: Ilmu fisika memiliki peran 
penting dalam memahami dan mengatasi masalah limbah. Prinsip-prinsip 
fisika seperti pergerakan partikel, aliran fluida, difusi, dan efek panas dapat 
digunakan untuk menganalisis dan merencanakan pengelolaan limbah 
yang lebih efektif. 

 Teknologi Sensor dan Pemantauan: Penggunaan teknologi sensor dan 
pemantauan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang 
kualitas air, udara, dan limbah. Data yang dikumpulkan dari sensor 
membantu dalam mengambil tindakan responsif dan mencegah 
pencemaran lingkungan. 

 Pengembangan Teknologi Berkelanjutan: Pengembangan teknologi 
pengolahan limbah berbasis fisika menjadi solusi utama dalam mengurangi 
dampak limbah. Melalui penggunaan prinsip fisika, pengolahan limbah 
dapat menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. 

 Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan: Edukasi masyarakat tentang 
pentingnya pengelolaan limbah yang baik merupakan langkah awal dalam 
mengurangi limbah. Integrasi ilmu fisika dalam pendidikan lingkungan 
membantu menyadarkan masyarakat akan dampak limbah terhadap 
lingkungan dan kesehatan manusia. 

 Kolaborasi dan Kerjasama: Mengatasi masalah limbah memerlukan 
kolaborasi lintas sektor dan disiplin. Kolaborasi antara ilmuwan fisika, ahli 



1
9
3 

 

Pemikiran Guru Besar USU Pembangunan Indonesia Berwawasan Lingkungan di Era … | 193 

lingkungan, pemerintah, dan industri membawa solusi holistik dan 
berkelanjutan. 

 Regulasi dan Standar Lingkungan: Implementasi regulasi dan standar yang 
mengintegrasikan ilmu fisika sangat penting. Regulasi yang ketat dan 
penegakan yang konsisten memastikan bahwa limbah dielola dengan 
benar dan aman. 

 Riset dan Inovasi: Pengembangan solusi inovatif berbasis fisika melalui 
riset dan pengembangan terus-menerus menjadi langkah menuju 
pengelolaan limbah yang lebih baik. 

Dengan mengintegrasikan ilmu fisika dalam pengelolaan limbah, Indonesia 
dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dalam era globalisasi. Solusi 
yang menggunakan pendekatan ilmu fisika dan teknologi modern dapat 
mengurangi dampak negatif limbah, melindungi lingkungan, dan memberikan 
kontribusi positif terhadap pembangunan yang berkelanjutan. 
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